


Mengingat

Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2003  tentang

Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000

tentang penyelenggaran Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang
Perubah an Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Rl Tahun 2010 Nomor 157).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

penyelenggaran Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011
tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha
Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor



19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan Nomor
08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan

Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012
tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan

Pemberian Lisensi.

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan
Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta

Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 12/KPTS/M/2017 Tentang Pengukuhan Pengurus
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional
Periode 2016-2020 Serta Penetapan Penasihat dan Dewan
Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat
Nasional Periode 2016- 2020 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI DAN REGISTRASI USAHA
JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI



BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK ada lah
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Ta hun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tah un 2000
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah
terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 te ntang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20 00 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang sel anjutnya
disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Negar a.

3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanju tnya
disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Provinsi

4. Pengurus LPJK adalah wakil dari unsur-unsur yang dikukuhkan ole h Menteri
untuk LPJK Nasional dan oleh Gubernur untuk LPJK Provinsi.

5. Badan Pelaksana LPJK adalah kesekretariatan LPJK yang merupakan unit ker ja
yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi: administra si, teknis, dan
keahlian.

6. Peraturan LPJK tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas
Konstruksi, adalah norma dan aturan yang ditetapkan oleh LPJK Nasion al, bersifat
nasional yang mengatur tentang persyaratan dan proses Regis trasi, yang meliputi
klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi usaha jasa perencana dan pengawas
konstruksi

7. Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi, adalah jenis usaha jasa
konstruksi yang menyediakan layanan perencana dan pengawas konstruksi , yang
dibedakan menurut bentuk usaha, Kklasifikasi dan kualifikasi usaha jas a

perencana dan pengawas konstruksi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Usaha Orang Perseorangan adalah bentuk usaha jasa orang perseo rangan yang
kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa perencana dan pengawas pekerj aan
konstruksi yang berkeahlian kerja tertentu.

Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum maupu n yang
bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa

perencana dan pengawas pekerjaan konstruksi.

Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selan; utnya
disingkat BUJK PMA adalah perseroan terbatas yang didirikan dala m rangka
penanaman modal usaha antara satu atau lebih penanam m odal asing dengan

satu atau lebih penanam modal dalam negeri.

Asosiasi Perusahaan adalah organisasi yang mewadahi Badan Usaha jasa
konstruksi baik yang berbentuk Badan Hukum maupun yan g bukan Badan
Hukum.

Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompe tensi profesi
keahlian dan keterampilan tertentu Usaha Orang Perseorang an dan Badan Usaha
untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi ya ng diwujudkan

dalam sertifikat.

Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap
klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di b idang jasa

konstruksi yang berbentuk Usaha Orang Perseorangan atau Badan usaha.

Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan subklasifikasi da n
subkualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstru ksi

baik yang berbentuk Usaha Orang Perseorangan atau Badan usaha

Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan pengg olongan

usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang usaha atau

penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja ora ng perseorangan
dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketera mpilan
tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masin g.

Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa Peren cana dan

Pengawas konstruksi menurut klasifikasi pekerjaan konstruksi.

Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan pengg olongan

usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja
orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedal aman

kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

Subkualifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa Perencana dan

Pengawas konstruksi menurut kualifikasi pekerjaan konstruksi.

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya dis ebut TDUP adalah
sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalama n kemampuan
usaha jasa Perencana dan Pengawas konstruksi Usaha orang perseorang an

dengan ketetapan subklasifikasi dan subkualifikasi usaha.

Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah se rtifikat tanda bukti
pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampua n usaha

dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.

Nomor Registrasi Usaha yang selanjutnya disebut NRU adalah nomo r yang
ditetapkan oleh LPJK Nasional yang dicantumkan pada TDUP dan SBU sebagai
bukti telah dicatatnya Sertifikat di dalam SIKI-LPJK Nasional.

Buku Registrasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut BRBU adalah buku berisi
daftar nama Badan Usaha yang telah memiliki Sertifikat, yang diterbitkan oleh

LPJK, yang memuat tingkat kemampuan, klasifikasi, dan kualifikasi

Buku Registrasi Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disebut BRUP adalah

buku berisi daftar Usaha Orang Perseorangan yang telah me miliki TDUP.

Unit Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut USBU adalah u nit kerja
yang dibentuk oleh LPJK untuk melakukan proses sertifikasi badan u saha.

Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Nasional yang selanjutnya dis ebut USBU
Nasional adalah USBU yang dibentuk oleh LPJK Nasional.

Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USBU
Provinsi adalah USBU yang dibentuk oleh LPJK Provinsi.

Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang mempunyai kepen tingan dan/atau

kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi

Tim Verifikasi dan Validasi Awal yang selanjutnya disebut TVVA a dalah satuan
kerja tetap dalam Asosiasi yang bertugas melaksanakan Verifikasi dan Validasi

Awal permohonan SBU Badan Usaha anggotanya.



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Asesor Kemampuan Badan Usaha yang selanjutnya disebut AKBU adala h asesor

yang telah terdaftar di LPJK Nasional.

Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adala h Sertifikat yang
diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah
memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilm uan, kefungsian

dan/atau keahlian tertentu.

Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disebut PJBU adalah pimpinan

Badan Usaha yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha.

Penanggung Jawab Teknik selanjutnya disebut PJT adalah tenaga kerja tetap yang
ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam

operasionalisasi Badan usaha jasa konstruksi.

Penanggung Jawab Klasifikasi yang selanjutnya disebut PJK adalah ten aga ahli
tetap yang ditunjuk pimpinan Badan usaha untuk bertanggung ja wab terhadap
aspek keteknikan satu klasifikasi tertentu yang dimiliki Badan usah a sesuai

dengan keahlian yang dimiliki.

Tenaga Ahli Tetap adalah penanggung jawab subklasifikasi ya ng ditunjuk
pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab kepada aspek ketekni kan satu
atau dua subklasifikasi tertentu yang dimiliki badan usaha sesuai dengan keahlian
yang dimiliki

Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK yang selanjutnya dise but SIKI-LPJK
Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi informa si yang dikembangkan

dan dimiliki oleh LPJK Nasional.

BAB Il

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2
Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan serti fikasi dan
registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi, yang wajib di patuhi oleh
semua pihak yang terkait dengan persyaratan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas
Konstruksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan
peraturan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesi a.



Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaa n sertifikasi dan
registrasi Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi sesuai deng an persyaratan
kemampuan usaha, Kklasifikasi/subklasifikasi dan kualifikasi/subkua lifikasi Bidang

Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi yang telah ditetapkan.

Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Usaha Ja sa
Perencana dan Pengawas Konstruksi ini meliputi ketentuan tentang ben tuk, sifat,
persyaratan badan usaha, penggolongan klasifikasi dan pembagian subklasifikasi,
penggolongan  kualifikasi dan pembagian subkualifikasi, persya ratan dokumen
permohonan registrasi , penyelenggaraan registrasi, penyelengga raan sertifikasi
penyelenggaraan verifikasi dan validasi awal, monitoring dan evalu asi penyelenggaraan
sertifikasi, serta sanksi atas pelanggaran.

BAB Il

BENTUK, SIFAT, PERSYARATAN , KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA

Bagian Pertama

Bentuk dan Sifat Usaha

Pasal 5
(1) Bentuk Usaha Jasa Perencana dan Pengawas konstruksi meliputi :
a. Orang Perseorangan; d an
b. Badan Usaha.
(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Badan Usaha Nasional; dan

b. Badan Usaha Asing.



3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Badan Usaha Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
a. Badan Usaha berbadan hukum meliputi:

1) Perseroan Terbatas; dan

2) Koperasi.
b. Badan Usaha bukan badan hukum meliputi:

1) Commanditaire Venootschap (CV); dan

2) Firma.
Badan Usaha nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk
BUJK PMA.
BUJK PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Badan Usaha berbada n
hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undang an Republik

Indonesia terkait dengan penanaman modal asing.

Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diatur

tersendiri dalam Peraturan LPJK.

Bagian Kedua

Persyaratan Usaha

Pasal 6

Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
wajib memiliki TDUP.

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib
memiliki SBU.

TDUP dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbi tkan oleh
LPJK.



(1)

(2)

3

Bagian Ketiga

Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha

Pasal 7
Klasifikasi bidang Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi meliputi:
a. perencanaan arsitektur;
b. perencanaan rekayasa ( engineering );
C. perencanaan penataan ruang
d. pengawasan arsitektur;
e. pengawasan rekayasa ( engineering );
f. pengawasan penataan ruang;
g. konsultansi spesialis; dan
h. jasa konsultansi lainnya.

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan arsitektur sebagaimana dimaksud pa da

ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural;

b. jasa desain arsitektural;

c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan;

d. jasa desain interior; dan

e. jasa arsitektural lainnya.

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa ( engineering ) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi sebagai beriku t:

a. jasa nasehat dan konsultansi rekayasa teknik;

b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;

c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;

d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;

e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam ban gunan;

f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;

10



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan
h. jasa desain rekayasa lainnya.

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi subklasifikasi sebagai berikut:

a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;

b. jasa perencanaan wilayah;

C. jasa perencanaan dan perancangann lingkungan bangunan dan la nsekap; da n

d. jasa pengembangan pemanfaataan ruang.

Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan arsitektur sebagaimana dima ksud pada
ayat (1) huruf d meliputi subklasifikasi jasa pengawas administrasi ko ntrak.
Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan rekayasa ( engineering ) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
a.jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
b.jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;

C.jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air; dan

d.jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilita s industri.
Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f meliputi subklasifikasi jasa pengawas dan p engendali

penataan ruang.

Klasifikasi bidang usaha jasa konsultansi spesialis sebagaimana dim aksud pada

ayat (1) huruf g meliputi subklasifikasi;

a. jasa pembuatan prospektus geologi dan geofisika

b. jasa survey bawah tanabh;

C. jasa survey permukaan tanah;

d. jasa pembuatan peta;

e. jasa pengujian dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
f. jasa pengujian dan analisa parameter fisikal;

g. jasa pengujian dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal; dan

11



h. jasa inspeksi teknikal.

(9) Klasifikasi bidang usaha jasa konsultansi lainnya sebagaimana dim aksud pada
ayat (1) huruf h meliputi subklasifikasi bidang usaha sebagai b erikut:
a. jasa konsultansi lingkungan;
b. jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan;
c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil tra nsportasi;
e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil ke airan;
f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil la innya,
g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan
fasilitas industrial;
h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas ;

(1)

(@)

3

dan

i. jasarekayasa ( engineering ) terpadu.

Pasal 8

Kualifikasi Usaha Orang Perseorangan jasa perencana dan pengawas konstr

meliputi kualifikasi usaha orang perseorangan dengan subkuali fikasi P.
Kualifikasi Badan Usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi meliputi:

a. usaha kecil;

b. usaha menengah; dan

c. usaha besar.

Kualifikasi Badan Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h

meliputi subkualifikasi:
a. kecil 1 (K1); dan

b. kecil 2 (K2);

uksi

uruf a

12



(4)

()

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

Kualifikasi Badan Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hu ruf b
harus berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 3)
huruf a, meliputi subkualifikasi:

a. menengah 1 (M1); dan
b. menengah 2 (M2).

Kualifikasi Badan Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ h arus
berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hu ruf a,

meliputi subkualifikasi B.

Pembagian subkualifikasi badan usaha jasa perencana dan pengawas konstruk si
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diten tukan
berdasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kemampuan usaha yang mel iputi:

a. Kekayaan bersih;
b. Pengalaman; dan
c. Tenaga kerja/sumber daya manusia.

Dalam hal permohonan subklasifikasi jasa rekayasa ( engineering ) terpadu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) huruf i, hanya dapat di berikan

kualifikasi Besar.

BUJK PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) hanya dapat diberi kan
kualifikasi Besar.

Pasal 9

Kualifikasi Badan Usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) didasarkan pada kriteria tingkat/kedalama n
kompetensi dan potensi kemampuan usaha, serta kemampuan mel akukan

perencanaan dan pengawasan pekerjaan.

Kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria risiko dan/a tau kriteria

penggunaan teknologi dan/atau kriteria besaran biaya.
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(3) Kriteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

(4)

©)

©6)

(7

(8)

a. risiko kecil, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksana annya dan

pemanfaatan bangunan-konstruksinya tidak membahayakan kesel amatan

umum dan harta benda;

b. risiko sedang, mencakup pekerjaan konstruksi yang p elaksanaannya dan

pemanfaatan bangunan-konstruksinya dapat membahayakan kesel amatan

umum, harta benda, dan jiwa manusia; dan

c. risiko tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaanny a dan

pemanfaatan bangunan-konstruksinya sangat membahaya kan keselamatan

umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.

Kriteria penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan

berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan, meliputi:

a. teknologi sederhana, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaan nya

menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenag a ahli;

b. teknologi madya, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya

menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan tenaga ahl i; dan
c. teknologi tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya
menggunakan banyak peralatan berat serta banyak memerlu kan tenaga ahli

dan tenaga terampil.

Badan Usaha dengan kualifikasi kecil dapat melaksanakan pekerjaan konstruks

dengan kriteria risiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

Badan Usaha dengan kualifikasi menengah berbentuk Badan Hukum dapa

t

melaksanakan pekerjaan dengan kriteria risiko sedang, berteknolo gi madya ,

dan/atau berbiaya sedang.

Badan Usaha dengan kualifikasi besar berbentuk Badan Hukum  dapat

melaksanakan pekerjaan berisiko tinggi, berteknologi tinggi, da n/atau berbiaya
besar.
Usaha Orang Perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstr uksi yang

berisiko kecil berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kec il.
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Bagian Keempat

Persyaratan Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha

Pasal 10
(1) Persyaratan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 aya t (6) huruf
a sebagai berikut:
a. subkualifikasi P, tidak dipersyaratkan;
b. subkualifikasi K1 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000,-

(@)

(lima puluh juta rupiah);

. subkualifikasi K2 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 100.000.000, -

(seratus juta rupiah);

. subkualifikasi M1, memilki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 150.000. 000,-

(seratus lima puluh juta rupiah);

. subkualifikasi M2, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 300.000. 000, -

(tiga ratus juta rupiah);

subkualifikasi B, memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000. 000,-

(lima ratus juta rupiah).

Persyaratan pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8 ayat (6) huruf b sebagai beriku t:

a.

b.

subkualifikasi P tidak dipersyaratkan

subkualifikasi K1 tidak dipersyaratkan

. subkualifikasi K2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subku alifikasi
K1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling se dikit Rp
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 4

(empat) tahun.

. Subkualifikasi M1, memiliki pengalaman  melaksanakan pekerjaan

subkualifikasi K2 dengan total nilai kumulatif perolehan seka rang paling sedikit

Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dipero leh selama
kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir atau bagi badan usaha baru memiliki
nilai kumulatif pekerjaan pengalaman PJT/PJK paling sedikit Rp.750. 000.000,-

(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
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3)

(4)

()

(6)

e. subkualifikasi M2, memiliki pengalaman  melaksanakan pekerjaan
subkualifikasi M1 dengan total nilai kumulatif perolehan seka rang paling sedikit
Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dipe roleh selama

kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;

f. subkualifikasi B termasuk badan usaha PMA, memiliki pengalaman

melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan total nilai kum ulatif
perolehan sekarang paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus
juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahu n terakhir;.

g. Pengalaman 10 tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hur uf c
sampai dengan huruf f adalah pengalaman yang diperoleh ba dan usaha
terhitung sejak tanggal berita acara serah terima atau Sura t Keterangan sejenis
yang menyatakan pekerjaan sudah selesai sampai dengan tanggal penilaian
AKBU.

Dalam hal 1 (satu) kontrak digunakan untuk beberapa subklasifika si dari satu

atau lebih Klasifikasi pekerjaan (pecah kontrak) maka nilai ya ng dapat

diperhitungkan hanya nilai pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi yang

dapat dilihat dari rincian anggaran biaya pekerjaan.

Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan  Surat

Penyataan Badan Usaha tentang Pembagian Porsi Pekerjaan (pecah kontrak) yang
ditandatangani PJBU dan berisi Tabel Rekapitulasi Pembagian P orsi Pekerjaan
(pecah kontrak) terhadap Permohonan Subkualifikasi dan Subklasi fikasi Badan

Usaha sesuai lampiran 8-8.

Dalam hal kontrak pengalaman sudah digunakan pada subklasifika si tertentu
tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan subklasifikasi yang berbeda.
Persyaratan Tenaga Kerja / Sumber Daya Manusia sebagaimana di maksud dalam

pasal 8 ayat (6) huruf ¢ meliputi:

a. subkualifikasi P memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli tetap be rsertifikat paling
rendah SKA Madya;

b. subkualifikasi K1 memiliki 1 (satu) orang PJT bersertifikat palin g rendah SKA
Muda;

c. subkualifikasi K2 memiliki 1 (satu) orang PJT bersertifikat palin g rendah SKA
Muda;
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d. PJT sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf ¢, dapat

merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau Tenaga Ahli Tetap;
e. untuk persyaratan subkualifikasi M1, memiliki:

1) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Tetap bersertifikat paling rendah SKA m adya
untuk paling banyak 2 (dua) subklasifikasi bidang usaha yang b ersesuaian;

2) 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA madya,;
3) 1 (satu) orang PJK bersertifikat paling rendah SKA madya ;
4) 1 (satu) orang PJBU; dan

5) PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e angka 2) dapat mera ngkap
sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau Tenaga Ahli Tetap.

f. untuk persyaratan subkualifikasi M2, memiliki :

1) 1 (satu) orang tenaga ahli tetap bersertifikat paling renda h SKA madya untuk
paling banyak 2 (dua) subklasifikasi bidang usaha yang dimiliki;

2) 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA madya;
3) 1 (satu) orang PJK bersertifikat paling rendah SKA madya,;
4) 1 (satu) orang PJBU; dan

5) PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f angka 2) dapat mer angkap
sebagai PJBU dan/atau PJK.

g. untuk persyaratan subkualifikasi B memiliki

1) 1 (satu) orang Tenaga Ahli Tetap bersertifikat paling rendah SKA m adya

paling banyak 2 (dua) subklasifikasi bidang usaha yang bersesuaian ;
2) 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA madya;

3) 1 (satu) orang PJK bersertifikat paling rendah SKA madya untuk seti ap

klasifikasi yang dimiliki; dan
4) 1 (satu) orang PJBU.

5) PJT sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2) tidak dapat merangka p
sebagai PJBU dan/atau PJK dan/atau Tenaga Ahli Tetap.

h. Tenaga ahli tetap dapat merangkap paling banyak 2 (dua) subkl asifikasi untuk

persyaratan  kualifikasi menengah dan besar dengan  ketentuan
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(1)

(@)

3)

klasifikasi/subklasifikasi SKA tenaga ahli tetap sebagaimana dia tur dalam

Lampiran 3.
Dalam hal permohonan subklasifikasi jasa rekayasa ( engineering ) terpadu, tenaga
ahli tetap terdiri dari 5 (lima) tenaga ahli yang masin g-masing memiliki SKA

madya dengan klasifikasi :
1) arsitektural,

2) sipil,

3) mekanikal atau elektrikal,
4) tata lingkungan serta

5) manajemen pelaksanaan

j- Tenaga ahli tetap sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak da pat merangkap

sebagai tenaga ahli tetap pada subklasifikasi lainnya.

Bagian Kelima

Batasan Subkualifikasi dan Subklasifikasi

Pasal 11

Usaha Orang Peseorangan dan Badan Usaha dapat memiliki klasifikasi dan

subklasifikasi bidang usaha sesuai dengan kemampuannya.

Pembatasan jumlah klasifikasi dan subklasifikasi bidang usaha untuk usaha

Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesua i dengan jumlah
SKA dimiliki.

Pembatasan jumlah klasifikasi dan subklasifikasi Badan Usaha untuk Badan

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap subkualifikasi meliputi:

a. subkualifikasi K1 dapat memiliki 3 (tiga) klasifikasi berbeda dan paling banyak 6

(enam) subklasifikasi;

b. subkualifikasi K2 dapat memiliki 6 (enam) klasifikasi berbeda dan paling banyak

18 (delapan belas) subklasifikasi;

c. subkualifikasi M1 dapat memiliki 6 (enam) klasifikasi berbeda dan paling

banyak 20 (dua puluh) subklasifikasi;
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d. subkualifikasi M2 dapat memiliki 6 (enam) Kklasifikasi berbeda dan paling

banyak 20 (dua puluh) subklasifikasi; dan

e. subkualifikasi B dapat memiliki semua klasifikasi dan semua subk lasifikasi .

Pasal 12

(1) Pembatasan jumlah subklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(3) dapat dimiliki oleh Badan Usaha untuk setiap subkualifikasi s etara atau lebih
rendah.

(2) Badan Usaha dengan subkualifikasi K2 dengan batasan 18 (delapan belas )
subklasifikasi, dapat memiliki maksimum 6 (enam) subklasifikasi d engan

subkualifikasi K1

(3) Badan Usaha subkualifikasi usaha M1, M2, dan B, tidak boleh memi liki

subklasifikasi dengan subkualifikasi usaha K2 dan/atau K1

(4) Badan usaha subkualifikasi M1 dengan batasan 20 (dua puluh) subklasifi kasi

dapat memiliki maksimum 6 (enam) subklasifikasi tanpa pengalama n.

(5) Badan Usaha subkualifikasi M2 dengan batasan 20 (dua puluh) subklasifikasi
dapat memiliki maksimum 6 (enam) subklasifikasi tanpa pengalama n dengan
subkualifikasi M1.

(6) Badan Usaha subkualifikasi B dengan jumlah subklasifikasi tidak terba tas dapat
memiliki 20 (dua puluh) subklasifikasi dengan subkualifikasi M 2 dan/atau dapat

memiliki maksimum 20 (dua puluh) dengan subkualifikasi M1.

(7) Badan Usaha subkualifikasi M1, M2, dan B dapat memiliki maksimum 6 (enam)

subklasifikasi tanpa pengalaman dengan subkualifikasi M1.

(8) Badan Usaha dengan subkualifikasi B dapat memiliki Kklasifikasi dan

subklasifikasi dengan jumlah tak terbatas.

(9) Badan Usaha berbentuk usaha PMA hanya dapat memiliki subklasifika si usaha

dengan subkualifikasi B.

(10) Batasan Nilai kekayaan bersih Badan Usaha, persyaratan PJT, persyaratan PJK
dan persyaratan Tenaga Ahli Tetap mengikuti subkualifikasi tert inggi.
(11) Badan usaha dengan subkualifikasi M1 baru hanya dapat memiliki maksimum 6

(enam) subklasifikasi tanpa pengalaman.
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(12) Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawasan Konstruksi tidak diperbolehkan
untuk mengambil Jasa Pelaksana Konstruksi dan/atau Jasa Konstruksi

Terintegrasi.

BAB IV

PENYELENGGARA REGISTRASI, SERTIFIKASI , VERIFIKASI DAN VALIDASI,
SERTA VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL

Bagian Pertama

Penyelenggara Registrasi

Pasal 13

(1) LPJK bertanggung jawab atas penyelenggaraan Registrasi Usaha Jasa Perencana

dan Pengawas Konstruksi.

(2) Penyelenggaraan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksa nakan

oleh:

a. LPJK Nasional, untuk Badan Usaha yang memiliki subklasifikasi dengan

subkualifikasi B; dan

b. LPJK Provinsi, untuk badan usaha dengan kualifikasi kecil dan menen gah serta

usaha orang perseorangan.

(3) Dalam hal LPJK Provinsi tidak dapat memberikan pelayanan registr asi di wilayah
provinsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, pelaksanaan pelayanan

registrasi tersebut dilakukan oleh LPJK Nasional.

(4) LPJK Provinsi dinyatakan tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagaima na

dimaksud pada ayat (3) jika telah terbukti:

a. dengan sengaja memperlambat penyelesaian registrasi selama lebi h dari satu

bulan dan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali selama satu tahun; dan

b. menyatakan tidak dapat atau menolak untuk melakukan registrasi kepada
usaha orang perseorangan dan badan usaha dengan alasan di luar ke tentuan

persyaratan registrasi yang berlaku.

20



(5)

(6)

(7)

(8)

Proses registrasi usaha diselenggarakan 1 (satu) tahun dalam 4 (empa t) periode,

masing-masing periode memiliki jangka waktu 3 (tiga) bulan

Penyelengaraan proses registrasi di tingkat Nasional sebagaimana dima ksud dalam
ayat (2) huruf a dan ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
3 (tiga) bulan.

Pelaksanaan registrasi di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
huruf b dan ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bu lan.
LPJK Nasional wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sertif ikasi dan

registrasi di LPJK Provinsi.

Pasal 14

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani TDUP dan SBU sebaga i bukti telah

diregistrasi sebagai berikut:

a. Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional untuk

penandatanganan SBU dengan kualifikasi besar; atau

b. Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi untuk penandatangan an TDUP
dan SBU dengan kualifikasi kecil dan menengah.
Pasal 15

LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dapat menolak melakukan registrasi kepa da badan

usaha apabila belum menyelesaikan kewajiban keuangan yang terka it dengan

sertifikasi dan registrasi badan usaha kepada LPJK.

21



(1)

(@)

3)

(1)

(@)

3

(4)

Bagian Kedua

Penyelenggara Sertifikasi

Pasal 16

Penyelenggaraan proses sertifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha

dilakukan oleh :

a. USBU Nasional untuk kualifikasi besar; dan

b. USBU Provinsi untuk kualifikasi orang perseorangan dan kual ifikasi kecil dan
menengah.

Dalam hal USBU Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bel um mendapat

Lisensi dari LPJK Nasional, penyelenggaraan proses sertifikasi bada n usaha

dilaksanakan olenh USBU Nasional.

Pelaksanaan proses sertifikasi di tingkat Nasional dan Provinsi dilaksana kan setiap
hari kerja.

Pasal 17
USBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melakukan penilai an
kemampuan usaha orang perseorangan dan badan usaha terhadap peme nuhan
persyaratan klasifikasi dan kualifikasi.
Penilaian kemampuan usaha orang perseorangan dan badan usaha s ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen permohonan registr asi SBU,
dituangkan dalam bentuk berita acara hasil penilaian kelayakan ki asifikasi dan
kualifikasi.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tandatanga ni oleh ketua

pelaksana USBU.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksankana oleh AKBU.

22



Bagian Ketiga

Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal

Pasal 18
(1) Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal adalah Asosiasi Pe rusahaan yang
memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal te rhadap

dokumen permohonan registrasi SBU anggotanya.
(2) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Tingkat Nasional untuk Badan Usaha yang memiliki salah satu subkla sifikasi

dengan subkualifikasi B; dan.

b. Tingkat Provinsi untuk Badan Usaha dengan subkualifikasi K1, K2, M1 dan M2.

(3) Asosiasi Perusahaan yang tidak memiliki cabang di Tingkat Provins i tidak

diberikan kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi A wal Tingkat
Provinsi.

(4) Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggar akan Verifikasi

dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenubhi persyaratan

yang diatur dalam Peraturan LPJK Nasional.

(5) Penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Awal Tingkat Nasional sebaga imana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Penyelenggaraan Verifikasi d an Validasi Awal
Tingkat Provinsi di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h uruf b

ditetapkan oleh LPJK Nasional.

(6) Asosiasi Perusahaan yang memperoleh wewenang Verifikasi dan Validasi Awal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk TVVA yang mer upakan

satuan kerja tetap dalam Asosiasi Perusahaan.

(7) TVVA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Asosiasi Pe rusahaan
terdiri dari ketua, petugas database dan asesor yang memilik i sertifikat pelatihan
AKBU atau pelatihan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan LPJK Nasional.

(8) Asosiasi Perusahaan wajib menjamin atas kebenaran dan keabsahan selur uh
dokumen permohonan registrasi SBU berupa berita acara Verifi kasi dan Validasi
Awal yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan atau
Pengurus Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan dengan mel ampirkan
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Penilaian Data Sendiri (PDS) yang diunduh dari SIKI-LPJK Nasion al sebagaimana
diatur dalam Lampiran 24..

Berita acara Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pa da ayat (8)
wajib memiliki nomor yang ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan dan merupakan

nomor spesifik Asosiasi Perusahaan untuk di unggah ke SIKI-LPJ K Nasional
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran 5.

Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan atau pengurus Asosiasi Peru sahaan
yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah ba dan
pimpinan Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi sesuai
kewenangannya.

Asosiasi Perusahaan wajib menyampaikan surat pernyataan yang ditanda tangani
oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan kepada LPJK Nasional atau LPJK
Provinsi, menyatakan bahwa menyetujui tanda tangan dan nama Ke tua
Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan tercetak kering pada halaman belakang SBU.

Dalam hal Asosiasi Perusahaan tidak bersedia membuat surat pernyata an
sebagaimana dimaksud pada ayat (11), proses permohonan regi strasi SBU

anggotanya ditunda pelaksanaannya.

Apabila terdapat bukti ketidakbenaran dan ketidakabsahan dokumen

permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih dari 10
(sepuluh) persen dari jumlah permohonan registrasi SBU dala m satu periode
registrasi, Asosiasi Perusahaan penjamin yang melakukan Verifik asi dan Validasi
Awal dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan wewenang Verifi kasi

dan Validasi Awal.
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(1)

(@)

®3)

(4)

BAB V

PERSYARATAN REGISTRASI

Bagian Pertama

Permohonan Baru

Pasal 19

Permohonan registrasi baru TDUP atau SBU dapat dilakukan oleh usaha orang

perseorangan atau badan usaha yang belum memiliki TDUP atau SBU.

Permohonan registrasi baru SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyerahkan data badan usaha secara lengkap dalam dokumen permohonan dan
data terstruktur badan usaha dalam bentuk digital sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 7.

Permohonan baru registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ti dak dapat

dilakukan oleh cabang badan usaha.

Data badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melengkapi dat a

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 beserta berkas pendukung nya,

meliputi:

a. Lampiran 8 :  Cover Dokumen Permohonan Registrasi Baru SBU

b. Lampiran 8- 1 . Surat Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi

c. Lampiran 8-2 . Surat Pernyataan Badan Usaha

d. Lampiran 8- 3 : Formulir Isian Data Administrasi

e. Lampiran 8- 4 . Formulir Isian Data Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia

f. Lampiran 8- 5 . Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan
Perikatan Kerja

g. Lampiran 8- 6 : Formulir Data Keuangan

h. Lampiran 8- 7 . Formulir Data Pengalaman Pekerjaan

i. Lampiran 8-8 : Formulir Data Keuangan
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()

(6)

(7)

(8)

(1)

j.  Lampiran 8-9 . Surat Pernyataan Badan Usaha tentang Pembagian Porsi

Pekerjaan (pecah kontrak)

Permohonan registrasi baru SBU bagi badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan subkualifikasi K1 atau subkualifikasi M1 t anpa keharusan

melampirkan pengalaman kerja.

Dalam hal permohonan registrasi baru SBU bagi BUJK PMA, diberika n
subkualifikasi B dengan melampirkan pengalaman kerja di | ndonesia, keuangan

dan tenaga kerja/sumber daya manusia sesuai persyaratan subku alifikasi B.

Permohonan registrasi baru TDUP dapat dilakukan oleh usaha orang
perseorangan yang untuk pertama kalinya mengajukan permoho nan registrasi
TDUP.

Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib
menyerahkan data usaha orang perseorangan secara lengkap dengan mengisi

formulir permohonan TDUP sebagaimana pada Lampiran 9 meliputi :

a. Lampiran 9 :  Cover Dokumen Permohonan Registrasi TDUP

b. Lampiran9- 1 . Surat Permohonan Registrasi Baru TDUP

c. Lampiran 9- 2 . Surat Pernyataan Usaha Orang Perseorangan
Pasal 20

Permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib

menyertakan dokumen pendukung keuangan yang dimilikinya yaitu :

a. Untuk subkualifikasi K1, melampirkan neraca tahun terakhir, dan untuk
badan usaha yang berdiri lebih dari 2 (dua) tahun melampirkan n eraca 2 (dua)
tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha dan ditandatangani diata S
materai dengan kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima pu luh juta
rupiah);

b. Untuk subkualifikasi M1, melampirkan neraca tahun terakhir, dan untuk
badan usaha yang berdiri lebih dari 2 (dua) tahun melampir kan neraca 2
(dua) tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha dan ditandata ngani diatas
materai dengan kekayaan bersih paling sedikit Rp. 150.000.000,- (ser atus lima

puluh juta rupiah); dan

c. Untuk subkualifikasi B, melampirkan neraca tahun terakhir, da n untuk badan

usaha yang berdiri lebih dari 2 (dua) tahun melampirkan neraca 2 (dua) tahun

26



(2)

3)

(1)

(2)

(1)

(2)

terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha dan ditandatangani diatas mate rai dan
laporan audit keuangan yang yang diterbitkan oleh kantor aku ntan publik yang
teregistrasi di kementerian keuangan dengan kekayaan bersih paling sedikit Rp.
500.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib
menyertakan dokumen pendukung keuangan yang dimilikinya den gan

menggunakan format pada Lampiran 9.

Dokumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sur at pernyataan

kepemilikan dana di bank, berupa rekening giro dan/atau tabungan.

Pasal 21
Permohonan registrasi baru SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib
menyertakan dokumen pendukung tenaga kerja/sumber daya manusia dengan

memenuhi persyaratan :

a. Untuk subkualifikasi K1, melampirkan SKA sebagai persyaratan PJT , PJK, dan
Tenaga Ahli Tetap; dan

b. Untuk subkualifikasi M1 dan B, melampirkan SKA paling rendah sub kualifikasi
madya sebagai persyaratan PJT, PJK dan Tenaga Ahli Tetap.

Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib
menyertakan dokumen sertifikat SKA paling rendah subkualifikasi ma dya sebagai

persyaratan tenaga ahli.

Bagian Kedua

Permohonan Perubahan

Pasal 22

Badan usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi dapat mengajukan
permohonan registrasi SBU perubahan subklasifikasi, subkualifika si dan data

administrasi.

Perubahan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

penambahan atau pengurangan subklasifikasi usaha.
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3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penambahan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dila kukan

dengan memenuhi persyaratan :

a. tambahan Subklasifikasi tidak melebihi jumlah subklasifikasi se bagaimana

diatur dalam Pasal 12;

b. tambahan subklasifikasi baru untuk kualifikasi kecil dapat diber ikan
subkualifikasi K1 dan untuk kualifikasi menengah dan besar dapat diberikan
subkualifikasi M1; dan

c. tambahan subklasifikasi baru untuk BUJK PMA dapat diberikan subkualif ikasi
B.
Penambahan atau pengurangan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak SBU diterbitkan

Perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput [
peningkatan atau penurunan subkualifikasi pada setiap subklasifikasi y ang
dimilikinya.

Perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5) hanya dapat di berikan
untuk satu tingkat di atas atau di bawah dari subkualifikasi yang dimi likinya.
Perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan
paling cepat 3 (tiga) bulan sejak SBU diterbitkan dengan memenuhi pe rsyaratan

subklasifikasi dan subkualifikasi.

Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perubahan pengalaman, kekayaan bersih, tenaga kerja/sumber daya manusia, dan

data administrasi lainnya.

(9) Perubahan Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dila kukan
paling cepat 3 (tiga) bulan dengan melampirkan kontrak pengalama n baru,
dokumen yang menyatakan pekerjaan selesai, dan faktur pajak yang terkait
kontrak tersebut serta dokumen pendukungnya.

(10) Perubahan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) da pat dilakukan
paling cepat 3 (tiga) bulan dengan melampirkan dokumen pendukung yang terkai t

dengan perubahannya.

(11) Perubahan tenaga kerja/sumber daya manusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) dapat dilakukan setiap saat dengan melampirkan dokumen pendukung ya ng

terkait dengan perubahannya.
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(12) Dalam hal perubahan PJT dan/atau PJK dan/atau Tenaga ahli tetap dilakukan

penilaian kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi.

(13)Dalam hal PJT dan /atau PJK dan/atau Tenaga Ahli Tetap mengundurka n diri
dan/atau diganti, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) di laksanakan

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengunduran diri dan/atau penggantian.

(14) Badan Usaha yang tidak melakukan perubahan sebagaimana dima ksud pada ayat
(13), badan usaha dikenakan sanksi penghapusan sementara data badan usaha

pada www.Ipjk.net  sejak LPJK menerima informasi pengaduan.

(15) SBU yang dikenakan sanksi penghapusan sementara sebagaimana dimaksud pad a
ayat (14) dapat mengajukan permohonan registrasi ulang setelah 3 (tiga ) bulan

sejak diberikan sanksi.

(16) Untuk perubahan berupa pengurangan subklasifikasi sebagaimana dimaksu d
pada ayat (2) dan penurunan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pa da ayat (5)

dapat dilakukan tanpa melalui penilaian asesor.

(17)Badan usaha dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang
bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan subkualifikasi setiap saat.
(18)Badan usaha yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada a yat (1)

menyertakan dokumen pendukung sebagai berikut:

a. Lampiran 10 : Cover Dokumen Permohonan  Registrasi SBU
Perubahan
b. Lampiran 10-1 . Surat Permohonan Perubahan
c. Lampiran 8-2 . Surat Pernyataan Badan Usaha
d. Dokumen pendukung SBU yang hanya terkait dengan perubahann ya
Pasal 23

Peningkatan subkualifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6)

dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:

a. penambahan pengalaman pekerjaan untuk setiap subklasifikasi sesua i yang

diajukan peningkatan kualifikasinya;

b. Melampirkan bukti berita acara serah terima pekerjaan yang diperoleh dalam

4 (empat) tahun terakhir terhitung sejak tanggal berita acar a serah terima untuk
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subkualifikasi K2 atau Surat keterangan sejenis yang menyataka n pekerjaan

sudah selesai sampai dengan tanggal penilaian AKBU;

c. Melampirkan bukti berita acara serah terima pekerjaan yang diperoleh dalam
10 (sepuluh) tahun terakhir terhitung sejak tanggal berita acar a serah terima
untuk subkualifikasi M1, M2, dan B atau surat Keterangan sejen is yang
menyatakan pekerjaan sudah selesai sampai dengan tanggal penilai an AKBU;

d. Perolehan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, dicatat pada
lembar formulir nomor kontrak perolehan pekerjaan (NKPK) s ebagaimana
tercantum dalam lampiran 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan ini; dan

Pasal 24

(1) Peningkatan subkualifikasi Badan Usaha dapat dilakukan sebagai berikut:

(2)

3)

a. dari subkualifikasi K1 menjadi subkualifikasi K2;

b. dari subkualifikasi K2 menjadi subkualifikasi M1;

c. dari subkualifikasi M1 menjadi subkualifikasi M2; dan
d. dari subkualifikasi M2 menjadi subkualifikasi B.

Peningkatan subkualifikasi K1 menjadi subkualifikasi K2 sebagaima na dimaksud

pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan persyaratan:

a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkuali fikasi K1
dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif Rp 500.000.000,- ( lima ratus
juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun t erakhir;

b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ) dengan
melampirkan neraca 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha dan

ditandatangani di atas materai; dan

c. PJT, PJK dan Tenaga Ahli Tetap dengan kualifikasi paling rendah S KA ahli
Muda.
Peningkatan subkualifikasi K2 menjadi subkualifikasi M1 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan persyaratan:

a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualif ikasi K2

dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif Rp 750.000.000,- ( tujuh
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(4)

(5)

ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh)

tahun terakhir;

b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) dengan melampirkan neraca 2 tahun terakhir yang dibuat oleh Badan

Usaha ditandatangani di atas materai;

c. PJT, PJK dan Tenaga Ahli Tetap dengan kualifikasi paling rendah S KA ahli
madya.
Peningkatan subkualifikasi M1 menjadi subkualifikasi M2 sebagaim ana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ dapat diberikan dengan persyaratan:

a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualif ikasi M1
dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif Rp 1.500.000.000,- (satu
milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh)

tahun terakhir;

b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupia h) dengan
melampirkan neraca 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat oleh badan u saha

ditandatangani di atas materai.

c. PJT, PJK dan Tenaga Ahli Tetap dengan kualifikasi paling rendah S KA ahli
madya
Peningkatan subkualifikasi M2 menjadi subkualifikasi B sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dengan persyaratan:

a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkuali fikasi M2
dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif Rp 2.500.000.000,- (dua
milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh)

tahun terakhir;

b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupia h)
dengan melampirkan neraca 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat ol eh badan
usaha ditandatangani di atas materai dan laporan audit keuangan y ang
diterbitkan oleh kantor akuntan publik yang teregistrasi di kem enterian

keuangan; dan

c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah SKA ahli madya, serta tenaga
ahli tetap dengan kualifikasi paling rendah SKA ahli madya untuk paling

banyak 2 (dua) subklasifikasi bidang usaha yang bersesuaian.
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(1)

(@)

®3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Bagian Ketiga

Permohonan Registrasi Ulang

Pasal 25
SBU dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, wajib
melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebaga imana tanggal
yang tertera pada halaman depan SBU.
Registrasi ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mencetak QR-code pada halaman belaka ng SBU.
QR-code sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak melalui SIKI- LPJK Nasional

setelah bukti pembayaran disampaikan ke LPJK.

SBU yang tidak diregistrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dik enakan
sanksi penghapusan sementara data badan usaha pada www.Ipjk.net sejak

ditetapkan registrasi ulang.

SBU yang dikenakan sanksi penghapusan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat mengajukan permohonan registrasi ulang setelah 3 (tiga) bulan sejak

ditetapkan registrasi ulang.

SBU yang tidak di registrasi ulang tahun ke-2 dan tahun ke-3 ber turut-turut,
maka SBU tidak dapat diperpanjang dan permohonan selanjutnya meng ikuti

ketentuan permohonan baru.

Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi ulang SBU pada tahun ke-2
dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen
permohonan registrasi ulang dengan menggunakan formulir s ebagaimana pada
lampiran 11.

Dokumen permohonan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7 )

disampaikan kepada asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenangan

melakukan verifikasi dan validasi, verifikasi dan validasi awal.
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(1)

(@)

3)

(4)

()

(6)

Bagian Keempat

Permohonan Perpanjangan

Pasal 26

Badan usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi dapat mengajukan
permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku S BU yang telah

habis masa berlakunya.

Dokumen permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berl aku SBU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada asosiasi p erusahaan
yang memperoleh kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.

LPJK Provinsi tidak dibenarkan untuk menerima permohonan registrasi SBU
untuk perpanjangan SBU dengan masa berlaku 1 (satu) tahun yang telah habis

masa berlakunya.

SBU yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah SBU yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.

Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memperbaharui database badan usaha ke dalam
SIKI-LPJK Nasional sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7

beserta dokumen pendukungnya.

Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen menggunakan formu lir yang

tercantum dalam Lampiran 12 meliputi:

a. Lampiran 12 : Cover Dokumen Permo honan Registrasi SBU

Perpanjangan

b. Lampiran 12- 1 . Surat Permohonan Registrasi SBU Perpanjangan

c. Lampiran 8-2 . Surat Pernyataan Badan Usaha

d. Lampiran 8-3 : Formulir Isian Data Administrasi

e. Lampiran 8-4 . Formulir Isian Data Tenaga Kerja/Sumber Daya
Manusia

f. Lampiran 8-5 : Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri

Sipil dan Perikatan Kerja
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(7)

(8)

(1)

(2)

(1)

g. Lampiran 8-6 :  Formulir Data Keuangan
h. Lampiran 8-7 . Formulir Data Pengalaman Pekerjaan

i. Lampiran 8-9 . Surat Pernyataan Badan Usaha tentang Pembagian

Porsi Pekerjaan (pecah kontrak)

Usaha orang perseorangan dapat mengajukan permohonan regi strasi TDUP untuk
perpanjangan masa berlaku.

Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (7 ) wajib
mengisi formulir yang memuat data usaha orang perseorangan m eliputi:
a. Lampiran 9 : Cover Dokumen Permohonan Registrasi TDUP Perpanjang an
b. Lampiran 9-3 : Surat Permohonan Registrasi TDUP Perpanjangan
c. Lampiran 9-2 : Surat Pernyataan Usaha Orang Perseorangan
Pasal 27
Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku seba gaimana diatur
dalam Pasal 26 dapat disertai permohonan perubahan klasifikasi dan kualifikasi
dengan menyertakan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud da lam Pasal
22, Pasal 23, dan Pasal 24.
Dokumen pendukung permohonan registrasi SBU untuk perpanjanga n yang tidak
berubah sesuai dengan permohonan sebelumnya tidak perlu dila mpirkan.
Bagian Kelima
Permohonan Pindah Asosiasi
Pasal 28
Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi SBU dapat melaku kan
perpindahan keanggotaan Asosiasi Perusahaan dengan memenu hi persyaratan
meliputi:
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(2)

®3)

a. Surat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi dari Asosiasi Perusahaan

sebelumnya;
b. Surat keterangan keanggotaan Asosiasi Perusahaan yang baru ; dan
c. Lampiran 15-1 : Surat Pemberitahuan Kepada LPJK.
d. Lampiran 15-2 : Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Asosia Si.

e. Lampiran 15-3 : Surat pernyataan pindah asosiasi

Dalam hal Asosiasi Perusahaan sebelumnya tidak memberikan sura t keterangan
tidak keberatan pindah asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
LPJK dapat melakukan mediasi atas permintaan Badan Usaha yang be rsangkutan.

Dalam hal upaya mediasi oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghasilkan kesepakatan, LPJK dapat mengambil keputusan yang bersif at final
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat per mohonan pindah

asosiasi yang disampaikan kepada asosiasi sebelumnya.

BAB VI
KRITERIA PENILAIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
Bagian Pertama

Verifikasi dan Validasi

Pasal 29
(1) Verifikasi dan validasi dokumen permohonan registrasi SBU dil akukan terhadap
dokumen administrasi meliputi :
a. legalitas perseroan terbatas, akte pendirian dan akte perubah annya yang dibuat
oleh notaris dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. dalam hal perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk

BUJK PMA wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dilengkapi surat izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Moda l;

c. legalitas koperasi, akte pendirian dan akte perubahannya y ang dibuat oleh

notaris dengan pengesahan dari Menteri terkait;
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d. legalitas badan usaha bukan badan hukum meliputi CV dan firma,

wajib

memiliki akte pendirian/akte perubahannya yang dibuat oleh n otaris dan
dilengkapi bukti pendaftaran di Pengadilan Negeri setempat;

e. surat keterangan domisili atau SITU yang masih berlaku;

f. NPWP; dan

g. SBU sebelumnya, dengan mempertimbangkan klasifikasi dan kuali fikasi yang
tertera di SBU dan persyaratan registrasi.

(2) Kriteria penanam modal dalam BUJK PMA harus memenuhi paling sedikit 1 (satu)
Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dengan kualifikasi besar dan pal ing sedikit
1 (satu) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

(3) PJBU atau direksi badan usaha jasa konstruksi Nasional tidak dapat mer angkap
menjadi PJBU/direksi pada badan usaha jasa konstruksi Nasional / Badan Usa ha
Asing yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

(4) Tahapan evaluasi sahnya dokumen dilakukan dengan mendahulukan penilaian
atas data administrasi.

Pasal 30
(1) Verifikasi dan validasi dokumen permohonan registrasi SBU dilakuka n terhadap
dokumen pengalaman pekerjaan meliputi :
a. daftar pengalaman badan usaha melaksanakan pekerjaan diisi berdasar kan
formulir isian permohonan registrasi yang dikelompokkan dalam setiap

subklasifikasi;

b. rekaman kontrak pekerjaan dengan meneliti keabsahan kontrak, jadwal

pelaksanaan, lingkup pekerjaan dan nilai pekerjaan;

c. rekaman berita acara serah terima pekerjaan dengan menel iti keabsahan berita

acara serah terima pekerjaan tersebut atau surat keteran gan sejenis yang

menyatakan pekerjaan sudah selesai

d. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait dengan meneliti kesesuai an

obyek pajak dengan kontrak pekerjaan.
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e. dalam hal data pengalaman pekerjaan telah tersedia pada databa se SIKI-LPJK,
tidak diperlukan verifikasi dan validasi dokumen pengalaman pe kerjaan

sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf ¢, dan huruf d

(2) Dalam hal diperlukan kepastian atas keabsahan rekaman kontrak seba gaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, USBU dapat melakukan pembuktian dengan

menghubungi pengguna jasa pemberi kerja.

Pasal 31
(1) Verifikasi dan validasi dokumen permohonan registrasi SBU dila kukan terhadap
dokumen keuangan meliputi:
a. neraca tahun terakhir, atau neraca 2 (dua) tahun terakhir untuk badan usaha
yang berdiri lebih dari 2 (dua) tahun, yang dibuat oleh b adan usaha dan
ditandatangani diatas materai dengan memperhatikan nilai moda | yang disetor

sama dengan yang tertera di akte perusahaan; atau

b. neraca 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha dan

ditandatangani diatas materai serta laporan audit keuangan ya ng diterbitkan
oleh kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keua ngan dengan
memperhatikan nilai modal yang disetor sama dengan yang t ertera di akte
perusahaan.

(2) Verifikasi dan validasi dokumen keuangan sebagaimana dimaksud pa da ayat (1)
huruf a dilakukan terhadap permohonan badan usaha dengan subku alifikasi K1,
K2,M1 dan M2

(3) Verifikasi dan validasi dokumen keuangan sebagaimana dimaksud pa da ayat (1)
huruf b dilakukan terhadap permohonan badan usaha dengan subkuali fikasi B.

Pasal 32

(1) Verifikasi dan validasi dokumen permohonan registrasi SBU terh adap dokumen

tenaga kerja/sumber daya manusia meliputi komisaris dan dir eksi, pengawas dan

pengurus, PJBU, PJT, PJK dan tenaga ahli tetap dengan persyaratan:

a. komisaris dan direksi badan usaha berbadan hukum perseroan ter batas, atau
pengawas dan pengurus badan usaha berbadan hukum koperasi wajib

tercantum di dalam akte pendirian dan/atau perubahannya;
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b. PJBU untuk badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas (PT) meru pakan
pengurus yang wajib tercantum di dalam akte pendirian dan/atau

perubahannya serta bukan pegawai negeri sipil;

c. PJBU untuk badan usaha berbadan hukum koperasi merupakan pengurus yang
telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi, wajib tercantum di dala m akte

pendirian dan/atau perubahannya serta bukan pegawai negeri sipil;

d. PJBU untuk badan usaha bukan badan hukum adalah pimpinan badan usaha
yang telah ditetapkan oleh badan usaha, wajib tercantum di dalam akte

pendirian dan/atau perubahannya serta bukan pegawai negeri sipil.

e. PJT, PJK, dan/atau tenaga ahli tetap adalah tenaga kerja/sumber daya
manusia yang merupakan tenaga tetap badan usaha sebagai PJT, PJK

dan/atau tenaga ahli tetap serta bukan pegawai negeri sipil;

f. komisaris dan direksi badan usaha berbadan hukum perseroan ter batas, atau
pengawas dan pengurus badan usaha berbadan hukum koperasi waijib

melampirkan dokumen pendukung berupa :

1) Fotokopi KTP

2) Fotokopi paspor dan/atau KITAS untuk WNA

3) Fotokopi NPWP (khusus bagi Direksi yang menjadi PJBU)

g. PJBU, PJT, PJK, dan tenaga ahli tetap dengan persyaratan sebagaima na
tercantum dalam Lampiran 2 dan menyertakan Fotokopi SKA.

(2) Penelusuran keabsahan SKA sebagai persyaratan PJT, PJK dan tenag a ahli tetap
dapat dilakukan klarifikasi kepada LPJK penerbit SKA atau melalui SIKI- LPJK
Nasional.

(3) Penelusuran keabsahan KTP, paspor, KITAS, dan NPWP dapat dilakukan

klarifikasi sesuai ketentuan yg berlaku.

(4) Ketentuan PJBU bukan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara.
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)
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®3)

(4)
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Pasal 33

Dokumen Permohonan Berkas administrasi yang diteliti dan diproses adalah
keabsahan berkas data administrasi, pengalaman, keuangan, dan tenag a

kerja/sumber daya manusia, yang bersifat mutlak.

Dalam hal data administrasi dan/atau pengalaman, dan/atau keua ngan,
dan/atau tenaga kerja/sumber daya manusia, yang disampaikan tida k lengkap
dan tidak benar, maka keseluruhan dokumen permohonan registrasi SBU
dikembalikan.
Bagian Kedua
Penilaian Pengalaman Pekerjaan Badan Usaha
Pasal 34
Penilaian pengalaman pekerjaan badan usaha dilakukan untuk menetap kan
subklasifikasi dan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU serta

penetapan kemampuan melaksanakan pekerjaan pada setiap subklasifikasi.

Penilaian pengalaman dalam rangka menetapkan subklasifikasi s ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi sesu ai dengan
lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak pekerjaan ko nstruksi.

Penilaian pengalaman untuk menetapkan subkualifikasi sebagaimana dim aksud
pada ayat (1) meliputi nilai kontrak pekerjaan yang diperoleh da r penilaian

subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian nilai kontr ak pekerjaan
yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ay at (2), ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5).

Nilai perolehan sekarang ( present value ) sebagaimana dimaksud pada pasal 10
ayat (2) dihitung dari nilai paket pekerjaan pengalaman masa lalu dengan

menggunakan persamaan sebagai berikut :
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(6)

()

(8)

(1)

(2)

3)

(4)

dengan ketentuan :

NPs = Nilai Pekerjaan Sekarang ( Net Present Value )

NPo = Nilai Paket Pekerjaan yang diperoleh berdasarkan pengalama n menangani
pekerjaan dalam kurun 10 (sepuluh) tahun untuk subkualifikas i K1, K2,
M1, M2, dan B, yaitu Nilai Pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila
ada) pada waktu yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Pe kerjaan

lo = Indeks dari BPS pada tahun peyelesaian pekerjaan.

Is = Indeks dari BPS pada tahun penilaian pengalaman pekerjaan

Indeks BPS yang digunakan adalah indeks BPS yang ditetapkan LPJK Nasio nal

yang dapat diperoleh dari SIKI-LPJK Nasional.

Pengalaman pekerjaan yang dinyatakan dalam mata uang asing harus dikonversi
kedalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang dikeluarkan ol eh Menteri
Keuangan.

Dalam hal mata uang tidak tercantum dalam kurs Menteri Keuanga n akan

diklarifikasi kepada pejabat yang berwenang.
Bagian ketiga

Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha

Pasal 35

Penilaian kemampuan keuangan badan usaha dilakukan untuk menetapka n

subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU.

Penilaian subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian
kekayaan bersih badan usaha yang diambil dari nilai total ekui tas pada neraca

keuangan badan usaha.

Penilaian modal disetor yang menjadi salah satu unsur ekuitas dili hat
kesesuaiannya dengan kepemilikan saham yang tertera di akte perusahaan,

khusus untuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Penetapan subkualifikasi berdasarkan nilai kekayaan bersih sebagaiman a

dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1).
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(5)

(6)

(1)

(2)

3)

(5)

Dalam hal nilai ekuitas yang dinyatakan dalam mata uang as ing harus dikonversi

kedalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang dikeluarkan oleh Menteri
Keuangan.
Apabila kurs mata uang asing tidak tercantum dalam kurs Menteri Keuang an akan

diklarifikasi kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Penilaian Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia

Pasal 36

Penilaian tenaga kerja/sumber daya manusia badan usaha dilakukan untuk

menetapkan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU.

Penilaian subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian
persyaratan kualifikasi dan klasifikasi SKA terhadap PJT dan/a tau PJK dan/atau
Tenaga Ahli Tetap.

Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian persyaratan kualifikasi dan
klasifikasi SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dal am Pasal 10
ayat (6).

PJK, dan Tenaga Ahli Tetap  yang diangkat oleh badan usaha harus memiliki SKA

dengan klasifikasi/subklasifikasi yang sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi

yang dimiliki badan usaha Badan Usaha.
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BAB VII

MEKANISME REGISTRASI

Bagian Pertama

Alur Kerja Sertifikasi dan Registrasi

Pasal 37
(1) Alur kerja sertifikasi dan registrasi usaha orang perseora ngan :
a. Usaha orang perseorangan mengajukan permohonan registrasi T DUP kepada

LPJK Provinsi;

b. LPJK Provinsi melalui Badan Pelaksana menerima dokumen permohonan

registrasi TDUP dari pemohon, memeriksa kelengkapan dokumen, m engisi
formulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada SIKI-LPJK Nasional, dan
mengunggah database usaha orang perseorangan kemudian membe rikan tanda

terima aplikasi permohonan registrasi TDUP;

c. Badan Pelaksana LPJK Provinsi mendistribusikan dokumen permohon an
registrasi TDUP ke USBU untuk dilakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan
kualifikasi;

d. AKBU pada USBU melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, memeriksa
keabsahan dokumen permohonan registrasi TDUP, melakukan evaluasi
kemampuan orang perseorangan dan membuat rekomendasi kelayak an

klasifikasi dan kualifikasi;

e. Ketua Pelaksana USBU menerbitkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan
Kualifikasi permohonan registrasi TDUP untuk selanjutnya d isampaikan kepada

Badan Pelaksana LPJK Provinsi;

f. Badan Pelaksana LPJK Provinsi mempersiapkan daftar rencana registrasi usaha
orang perseorangan beserta berkas kelayakan klasifikasi dan k ualifikasi untuk

dibahas pada rapat Pengurus LPJK;

0. Rapat Pengurus LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud huruf f menetapkan
keputusan registrasi yang dituangkan dalam berita acara Registrasi usaha orang

perseorangan;
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LPJK Provinsi menerbitkan TDUP berdasarkan berita acara penetapan

kelayakan klasifikasi dan kualifikasi permohonan registrasi usaha orang
perseorangan.
(2) Permohonan registrasi TDUP tahun ke-2 dan tahun ke-3 disam paikan kepada

3)

(1)

LPJK dengan alur kerja sebagai berikut:

a.

LPJK Provinsi melalui Badan Pelaksana menerima dokumen permohona n
registrasi TDUP dari pemohon, memeriksa kelengkapan dokumen, m engisi
formulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada SIKI-LPJK Nasion al, dan
mengunggah database usaha orang perseorangan kemudian memberi kan tanda

terima aplikasi permohonan registrasi TDUP;

. Registrasi TDUP dilakukan dengan mengunduh data pemohon TDUP yang tela h
tersedia pada database SIKI-LPJK Nasional untuk dicetak QR-code pada TDUP;
LPJK mencetak QR-code pada halaman belakang TDUP dengan format yang

ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional,

Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aya t (2)
dapat disampaikan dalam bentuk salinan softcopy.

Pasal 38

Alur kerja sertifikasi dan registrasi badan usaha:

a.

Badan Usaha baru mengajukan permohonan registrasi SBU kepada LPJK
melalui  Asosiasi Perusahaan atau langsung kepada LPJK sesuai

kewenangannya;

Badan Usaha yang telah memiliki SBU sebelumnya mengajukan permohonan

registrasi SBU kepada LPJK melalui Asosiasi Perusahaan

. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hur uf b adalah

Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyel enggarakan

Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana diatur dalam Pasal 18;

. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksan akan

Verifikasi dan Validasi Awal dan mengunggah database Badan Usah a ke SIKI-
LPJK Nasional.
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(2)

e. dalam permohonan langsung kepada LPJK sebagaimana dimaksud pada a yat
(1), Badan Pelaksana mengunggah database Badan Usaha ke SIKI-LPJK

Nasional,
f. LPJK melalui Badan Pelaksana menerima dokumen permohonan registra si SBU
sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, memeriksa kelengka pan dokumen,

memeriksa database badan usaha dari SIKI-LPJK Nasional, kemudian

memberikan tanda terima permohonan registrasi SBU;

g. Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan registrasi SBU
ke USBU untuk dilakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifi kasi badan
usaha;

h. AKBU pada USBU melakukan pemeriksaan dokumen, memeriksa keabsahan
dokumen, melakukan penilaian kemampuan badan usaha berdasarkan
dokumen permohonan registrasi SBU dan database badan usaha, kem udian

membuat Rekomendasi Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi;

i. Ketua Pelaksana USBU menerbitkan  berita acara kelayakan klasifika si dan
kualifikasi permohonan registrasi SBU untuk selanjutnya disampa ikan kepada
Badan Pelaksana LPJK;

j- Badan Pelaksana LPJK membuat NRU dan mempersiapkan daftar rencana

registrasi badan usaha dengan melampirkan rekomendasi AKBU dan berita
acara kelayakan klasifikasi dan kualifikasi untuk dibahas pada rapa t Pengurus
LPJK;

k. Rapat Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada huruf j menetapkan

keputusan yang dituangkan dalam berita acara registrasi badan usaha;

. Badan Pelaksana LPJK menerbitkan SBU berdasarkan berita acara registrasi

badan usaha.

Permohonan registrasi SBU tahun ke-2 dan tahun ke-3 disampaikan melalui

asosiasi perusahaan kepada LPJK dengan alur kerja sebagai berikut

a. Asosiasi perusahaan wajib menjamin kebenaran dan keabsahan s eluruh
dokumen dalam bentuk berita acara hasil verifikasi dan validasi, b erita acara
hasil verifikasi dan validasi awal yang ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua
Asosiasi sebagaimana Lampiran 13 dan mengunggah database badan usaha ke
SIKI-LPJK Nasional.
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®3)

(4)

(1)

(@)

3)

)

®)

b. LPJK melalui Badan Pelaksana menerima dokumen permohonan registr asi SBU
dari asosiasi perusahaan, memeriksa kelengkapan dokumen, dan m emeriksa
database badan usaha dari SIKI-LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda

terima aplikasi permohonan registrasi SBU,;

c. Registrasi SBU dilakukan dengan mengunduh data pemohon SBU yang telah
tersedia pada database SIKI-LPJK Nasional untuk dicetak QR-code pada SBU,
dan

d. Badan Pelaksana LPJK mencetak QR-code pada halaman belakang SBU d engan

format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.

Dalam hal registrasi tahun ke-2 dan tahun ke-3 melalui asosia si perusahaan yang
diberi kewenangan untuk melaksanakan verifikasi dan validasi , v erifikasi dan
validasi awal, maka pencetakan QR-code pada halaman belakang SB U dapat

dilakukan di asosiasi.

Permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2 )
disampaikan kepada LPJK dapat dalam bentuk salinan softcopy.

Pasal 39
Badan Pelaksana LPJK, USBU dan asosiasi perusahaan dalam setiap tahapa n
proses sertifikasi dan registrasi harus menggunakan SIKI-LPJK Nasional.
Database badan usaha yang telah diunggah ke SIKI-LPJK Nasional d iberi tanda

pengenal oleh situs dan menjadi data LPJK Nasional.

Pencetakan data dan kemampuan badan usaha serta data klasifikas i dan
kualifikasi badan usaha menggunakan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK

Nasional.

Dalam hal SIKI-LPJK Nasional mengalami gangguan mak a pelayanan download
dari server LPJK Nasional dapat dilakukan langsung melalui petug as SIKI-LPJK

Nasional dengan menggunakan E-mail

Status permohonan registrasi SBU pada setiap tahapa n proses dapat diakses

melalui situs resmi LPJK Nasional (www.Ipjk.net ).
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Bagian kedua

Tata cara permohonan

Pasal 40

(1) Usaha orang perseorangan dapat mengunduh formulir permohon an registrasi
TDUP beserta persyaratannya melalui situs resmi LPJK Nasional (www.Ipj k.net).

(@)

(1)

(2)

Badan usaha dapat mengunduh formulir permohonan registrasi SBU beserta

persyaratannya melalui situs resmi LPJK Nasional (www.Ipjk.net ).

Pasal 41

Untuk badan usaha yang memiliki subkualifikasi B menyampaikan

a.

dokumen  permohonan registrasi SBU kepada asosiasi perusahaan yan g
memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan valida si awal tingkat
nasional;

. dalam hal  asosiasi perusahaan  yang memperoleh kewenangan
menyelenggarakan verifikasi dan validasi a wal tingkat nasional yang memiliki
cabang provinsi, permohonan registrasi SBU disampaikan melalui aso siasi
cabang provinsi untuk diteruskan ke Asosiasi Perusahaan tingkat n asional;
dokumen permohonan registrasi SBU terdiri dari 1 (satu) do kumen asli
disampaikan kepada asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenanga n

menyelenggarakan verifikasi dan validasi a wal tingkat nasional;

. dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf c

disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Nasional setelah terlebih dahulu
dilakukan verifikasi dan validasi awal dengan melampirkan peni laian data

sendiri (PDS) sebagaimana pada Lampiran 24; dan

. Pada dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana d imaksud pada

huruf d dilampirkan bukti pembayaran biaya sertifikasi melalui transaksi Ban k

yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.

Untuk badan usaha yang memiliki subkualifikasi K1, K2, M1l dan M 2

menyampaikan :
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(1)

(2)

3)

a. dokumen permohonan registrasi SBU kepada asosiasi perusahaan yan g

memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat

provinsi di wilayah provinsi badan usaha berdomisili;

. dokumen permohonan registrasi SBU terdiri dari 1 (satu) dok umen asli
disampaikan kepada asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenang an
menyelenggarakan verifikasi dan validasi a wal tingkat provinsi di wilayah

provinsi badan usaha berdomisi li;

. dokumen asli permohonan registrasi SBU yang telah verifikasi dan validasi
awal sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Badan
Pelaksana LPJK Provinsi,dengan melampirkan penilaian data sendiri (PDS)

sebagaimana pada Lampiran 24

. pada dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana di maksud pada
huruf ¢ dilampirkan bukti pembayaran biaya sertifikasi melalui transaksi Bank

yang ditetapkan oleh LPJK Provinsi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Verifikasi dan Validasi Awal

Pasal 42

Pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi SBU oleh as osiasi
perusahaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh dokumen yang
dipersyaratkan telah lengkap.

Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asosi asi
perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan

validasi awal sebagaimana diatur dalam Pasal 18.

Petunjuk pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi SBU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti k etentuan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 36.
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(1)

(2)

3)

(1)

(@)

3)

(4)

Pasal 43

Asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenangan verifikasi dan validasi awal
wajib mengunggah seluruh data badan usaha yang dipersyaratkan oleh SIKI-LPJK
Nasional setelah melakukan verifikasi dan validasi awal dokumen pe rmohonan

registrasi SBU.

Asosiasi perusahaan verifikasi dan validasi awal mengunduh, menc etak dan
menandatangani penilaian data sendiri (PDS) badan usaha angg ota asosiasi

sebagai lampiran berita acara verifikasi dan validasi awal.

Penadatanganan penilaian data sendiri (PDS) badan usaha adalah pe tugas

verifikasi dan validasi awal. dan petugas database
Bagian Keempat

Tata Cara Penilaian Kelayakan Badan Usaha

Pasal 44
Dokumen permohonan registrasi SBU yang telah diverifikas i dan validasi awal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diserahkan ke LPJK sesuai
kewenangannya.
Badan Pelaksana LPJK melalui SIKI-LPJK Nasional mengunduh check-I ist

kelengkapan badan usaha dimaksud, mengisi lembar check-list kelengkapan
dokumen, mengunggah data hasil permeriksaan dokumen, kemudia n mencetak

tanda terima permohonan registrasi SBU.

Tanda terima permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud aya t (2) adalah

status awal dimulainya proses sertifikasi dan registrasi.

LPJK dan asosiasi perusahaan dilarang menerbitkan surat keteranga n klasifikasi
dan kualifikasi sementara, atau surat keterangan dalam bentuk a papun yang

menyangkut kemampuan dan kompetensi badan usaha.
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(1)

(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

Pasal 45

Dokumen permohonan registrasi SBU yang diterima USBU untuk dipe rgunakan
AKBU sebagai materi uji kelayakan klasifikasi dan kualifikasi pem ohonan registrasi
SBU, terdiri dari

a. dokumen permohonan registrasi SBU;
b. berita acara verifikasi dan validasi awal,
c. berkas PDS; dan

d. database badan usaha.

Database badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ter diri dari
data administrasi, data pengurus, data keuangan, data tenaga ker ja/lsumber

daya manusia, dan data pengalaman.

Pemeriksaan dokumen permohonan registrasi SBU oleh AKBU hanya dapat

dilakukan apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap.
Penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh AKBU hanya dapat dilakukan
apabila seluruh berkas dokumen permohonan registrasi SBU telah lengkap dan

valid yang dipersyaratkan dalam kriteria verifikasi dan validasi.

Data penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh AKBU diunggah ke SIKI-
LPJK Nasional untuk memperoleh kesesuaian penilaian yang di persyaratkan

dengan penilaian AKBU.

Laporan rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi diundu h, dicetak dan

ditandatangani, meliputi :

a. check-list kelengkapan dokumen;

b. hasil verifikasi dan validasi;

c. lembar evaluasi pengurus badan usaha;

d. lembar evaluasi pengalaman badan usaha;

e. lembar evaluasi keuangan badan usaha;

f. lembar evaluasi tenaga kerja/sumber daya manusia badan usaha ; dan

g. rekomendasi klasifikasi dan kualifikasi.

USBU wajib memastikan kebenaran penilaian kemampuan badan usaha d engan

membuat berita acara kelayakan klasifikasi dan kualifikasi per mohonan registrasi
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(8)

(9)

SBU, yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana USBU untuk selanjutny a

disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK.

Dalam hal AKBU menemukan permohonan registrasi SBU belum len gkap
dan/atau berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi data-data dalam dokumen
belum valid, maka data kekurangan dokumen dan dokumen yang b elum valid
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke USBU untuk diberi tahukan
melalui SIKI-LPJK Nasional agar asosiasi terkait melengkapi dan mengganti

dokumen yang belum valid.

Dalam hal penambahan dokumen yang belum lengkap dan belum valid
sebagaimana dimaksud ayat (8) belum terpenuhi, maka USBU menola k dan
mengembalikan permohonan registrasi SBU ke Badan Pelaksana LPJK dan statu S

awal permohonan SBU terhapus dari SIKI-LPJK Nasional.

(10)Dalam hal dokumen permohonan registrasi SBU dikembalikan se bagaimana ayat
(9), biaya sertifikasi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalika n.

(11)Selama proses penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifkasi, AKBU dilarang
berhubungan dengan badan usaha atau asosiasi perusahaan terka it dengan proses

(1)

(2)

klarifikasi dokumen maupun menerima dokumen berkas tambahan.

Bagian Kelima

Tata Cara Registrasi

Pasal 46

Badan Pelaksana LPJK membuat NRU dan mempersiapkan daftar rencana
registrasi usaha orang perseorangan dan daftar rencana registra si badan usaha
dengan melampirkan rekomendasi AKBU dan Berita Acara kelayakan kla sifikasi

dan kualifikasi

Badan Pelaksana LPJK merencanakan jadwal rapat Pengurus LPJK untuk

menetapkan keputusan registrasi TDUP dan registrasi SBU.
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3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

Rapat Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) menetapkan
keputusan registrasi TDUP dan registrasi SBU dituangkan dalam berita acar a

registrasi badan usaha.

Pasal 47

Badan Pelaksana LPJK mencetak penulisan data usaha orang perseorangan atau
data badan usaha pada blanko TDUP atau blanko SBU berdasarkan berita acara

registrasi TDUP atau berita acara registrasi SBU

Badan Pelaksana LPJK menandatangani TDUP atau SBU sesuai kewenangannya

sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

Pencetakan dan penandatanganan TDUP atau SBU dilaksanakan oleh Badan
Pelaksana LPJK setelah Berita Acara Registrasi TDUP atau Berita Acara Registrasi
SBU ditetapkan oleh Pengurus LPJK.

Badan Pelaksana LPJK menyerahkan TDUP kepada pemohon TDUP paling lam az2
(dua) hari kerja sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenan g.

Badan Pelaksana LPJK menyerahkan SBU kepada asosiasi perusahaan pali ng
lama 2 (dua) hari kerja sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

LPJK wajib membuat rekaman dan menyimpan data pendukung lengkap dari

setiap TDUP dan SBU yang telah ditandatangani.

Bagian Keenam

Tata Cara Banding

Pasal 48

Dalam hal hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi yan g dimohonkan tidak
memenuhi , usaha orang perseorangan atau badan usaha dapat mengajukan

banding.

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ol eh usaha

orang perseorangan atau badan usah  a kepada LPJK penerbit SBU.

51



3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

®)

Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterim a, selanjutnya
LPJK Provinsi atau LPJK Nasional memerintahkan kepada USBU yang
bersangkutan untuk melakukan penilaian kembali kelay akan klasifikasi dan

kualifikasi.

Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, maka TDUP atau

SBU yang telah dikeluarkan tetap berlaku.

Keputusan Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat ( 4)

bersifat final atas dasar hasil penetapan penilaian oleh USBU.

Penyampaian permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan resmi h asil penilaian
klasifikasi dan kualifikasi diterima oleh asosiasi atau usaha or ang perseorangan

bagi TDUP atau badan usaha bagi yang tidak melalui asosiasi.

Bagian Ketujuh

Standard Pelayanan Minimum

Pasal 49
Penerimaan dokumen permohonan registrasi TDUP oleh badan pelaksana LPJK
dilakukan 1 (satu) hari kerja dengan mengisi checklist keleng kapan yang
diunduh dari SIKI-LPJK Nasional.
Penerimaan dokumen permohonan registrasi SBU oleh badan pelaksana LPJK
dari asosiasi perusahaan yang diberi kewenangan verifikasi dan validasi awal
dilakukan 1 (satu) hari kerja dengan mengisi checklist kelengkapa n yang diunduh
dari SIKI-LPJK Nasional.
Penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan serta penugasan AKBU oleh

USBU dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja

Penilaian dokumen permohonan oleh 2 (dua) orang AKBU dilakuk an paling lama

6 (enam) hari kerja.

USBU memberikan informasi data kekurangan dokumen dan/atau hasil verifikasi

dan valisasi dokumen yang belum valid melalui SIKI-LPJK Nasional kepada
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

pemohon TDUP dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah hasil ver ifikasi dan
valisasi dari AKBU diterima USBU.

USBU memberikan informasi data kekurangan dokumenatau hasil verifikasi dan
valisasi dokumen yang belum valid melalui SIKI-LPJK Nasional kepada asosia Si
perusahaan pemohon SBU dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah ha sil verifikasi

dan valisasi dari AKBU diterima USBU.

Pemohon TDUP atau asosiasi perusahaan pemohon SBU yang tel ah menerima
informasi data kekurangan dokumen atau hasil verifikasi dan valisasi dokumen
yang belum valid dari SIKI-LPJK Nasional, apabila dalam waktu 6 (en am) hari
kerja setelah diterima yang bersangkutan belum ada penjelasan secara tertulis

maka akan ditolak permohonannya.

Rekomendasi AKBU dan berita acara kelayakan klasifikasi dan kuali fikasi oleh

Ketua Pelaksana USBU dilakukan 1 (satu) hari kerja.

USBU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menetapkan, menerima atau men olak

hasil penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi

Hasil rekomendasi AKBU dan berita acara kelayakan klasifikasi da n kualifikasi
beserta dokumen permohonan registrasi TDUP atau registrasi SBU di serahkan

kepada Badan Pelaksana LPJK, dilakukan 1 (satu) hari kerja.

Badan Pelaksana LPJK membuat NRU dan mempersiapkan daftar rencana
registrasi TDUP dan daftar rencana registrasi SBU sebagaimana dimaksu d Pasal
46 ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari kerja

Badan Pelaksana LPJK merencanakan jadwal rapat Pengurus LPJK sebagaimana

dimaksud Pasal 46 ayat (2) dilakukan 1 (satu) hari kerja

Rapat Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaku kan 1 (satu)
hari kerja

Hasil keputusan rapat pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1 3)
dituangkan kedalam Berita Acara registrasi TDUP dan Berita Acara registra si SBU

dilakukan 2 (dua) hari kerja

Pencetakan dan penandatanganan TDUP atau SBU dilaksanakan oleh Badan

Pelaksana LPJK dilakukan 1 (satu) hari kerja.

Badan Pelaksana LPJK menyerahkan TDUP kepada pemohon TDUP paling lama 2

(dua) hari kerja sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenan g.
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(17) Badan Pelaksana LPJK menyerahkan SBU kepada asosiasi perusahaan pali ng

lama 2 (dua) hari kerja sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenan g.

BAB VIl
BLANKO, NRU, DAN BIAYA
Bagian Pertama

Blanko Sertifikat dan Masa Berlaku

Pasal 50

(1) Blanko TDUP dan blanko SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14
dicetak oleh LPJK Nasional dan didistribusikan kepada LPJK Provinsi.

(2) Pada blanko TDUP dan blanko SBU diberi cetakan pengaman (security printing)

berupa logo LPJK serta tertera seri pencetakan dan nomor seri blanko.

(3) LPJK Provinsi melaporkan pemakaian blanko kepada LPJK Nasional.

Pasal 51
(1) Penulisan data usaha orang perseorangan pada halaman depan se rta data
kl asifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko TDUP dilak ukan dengan

mengunduh data usaha orang perseorangan dari SIKI-LPJK Nasional

(2) Penulisan data badan usaha pada halaman depan serta data klasifikasi dan
kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU dilakukan denga n mengunduh
data badan usaha dari SIKI-LPJK Nasional.

(3) Penulisan data pada blanko TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan setelah usaha orang perseorangan tercatat pada BRUP

(4) Penulisan data pada blanko SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan setelah badan usaha tercatat pada BRBU.

(5) Jenis dan ukuran huruf yang digunakan pada penulisan data usaha orang
perseorangan dan badan usaha serta data klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.
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(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(©)

Selain penulisan data usaha orang perseorangan pada halaman de pan blanko
TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data badan usaha pada halam an

depan blanko SBU sebagaimana dimaksud ayat (2), tercetak QR code

Selain penulisan data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belaka ng blanko
TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercetak nama dan tanda tan gan Ketua
Pelaksana USBU Provinsi.

Selain penulisan data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belaka ng blank o
SBU sebagaimana dimaksud ayat (2) tercetak logo asosiasi, n ama dan tanda
tangan Ketua Umum/Ketua Asosiasi dan nomor berita acara verifikas i dan

validasi awal.

Logo asosiasi, hama dan tanda tangan Ketua Umum/Ketua Asosias i dan nomor
berita acara verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud pada a yat (8)
adalah untuk asosiasi perusahaan yang telah memperoleh kewena ngan
menyelenggarakan verifikasi dan validasi, verifikasi dan validasi awa | tingkat
Nasional atau untuk asosiasi perusahaan yang telah mempero leh kewenangan
menyelenggarakan verifikasi dan validasi, verifikasi dan validasi a wal tingkat

Provinsi sesuai kewenangannya.

Pasal 52
SBU dinyatakan sah bilamana pada SBU telah tercantum NRU,
ditandatangani oleh Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK
Nasional atau Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi sesu ai
kewenangannya
SBU yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila data bada n
usaha beserta data klasifikasi dan kualifikasi pada SBU tertayang pada si tus LPJK

Nasional (www.Ipjk.net ), dan telah dimuat dalam BRBU bulan berjalan.

Dalam hal ditemukan perbedaan data antara data yang tertuang pa da SBU dengan
data yang tertayang pada situs LPJK Nasional (www.Ipjk.net ), maka yang

dinyatakan benar adalah data yang tertayang pada situs LPJK Nasiona I

(www.Ipjk.net )
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(4)

©)

(6)

(1)

(@)
3)

TDUP dinyatakan sah dan berlaku bilamana pada TDUP telah tercantum Nom or
TDUP dan ditandatangani oleh Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK
Provinsi

TDUP yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud ayat (4) apabila tel ah

tertayang dalam situs LPJK Nasional (www.Ipjk.net ) , dan telah dimuat dalam
BRUP bulan berjalan.

LPJK Nasional dan LPJK Provinsi berhak menyatakan TDUP atau SBU yang
digunakan usaha orang perseorangan atau badan usaha tidak sah, jika terbukti
TDUP atau SBU tersebut telah diubah dan/atau berbeda dengan rekama n TDUP

atau SBU yang ada di LPJK.

Pasal 53

Masa berlaku TDUP bagi usaha orang perseorangan yang menga jukan
permohonan registrasi TDUP adalah 3 (tiga) tahun.

Masa berlaku SBU bagi badan usaha adalah 3 (tiga) tahun.

Masa berlaku SBU bagi badan usaha baru yang mengajukan permohona n langsung
ke LPJK adalah 1 (satu) tahun dan tahun berikutnya wajib mengajukan registrasi
SBU melalui Asosiasi Perusahaan yang diberikan wewenang verif ikasi dan validasi
awal.
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(1)

e

)

(4)

Bagian Kedua

NRU, Biaya Sertifikasi dan Registrasi

Pasal 54
NRU ditetapkan sebagai berikut :

a. Penetapan NRU akan diatur dalam petunjuk teknis yang akan ditetapkan
LPJK Nasional,

b. NRU untuk TDUP atau SBU ditetapkan melalui SIKI-LPJK Nasional dengan
memasukkan NPWP usaha orang perseorangan atau NPWP badan usaha ke
dalam SIKI-LPJK Nasional;

c. NRU bagi usaha orang perseorangan atau badan usaha yang mengajuka n
permohonan registrasi TDUP atau SBU untuk perpanjangan masa b erlaku,
menggunakan nomor registrasi sebagaimana tertera pada TDUP atau SBU yang

terbit sebelumnya; dan

d. NRU bagi badan usaha yang pindah asosiasi mengalami perubah an hanya pada

kode asosiasinya.

NRU yang telah diberikan kepada usaha orang perseorangan atau bada n usaha,
tetap berlaku sepanjang usaha orang perseorangan atau badan usaha tersebut

melakukan perpanjangan masa berlaku TDUP atau SBU.

Dalam hal TDUP atau SBU tidak dilakukan perpanjangan masa b erlakunya, NRU
dari TDUP atau SBU yang bersangkutan dibekukan serta tidak ditay angkan di
SIKI-LPJK Nasional.

NRU yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diaktifkan
kembali apabila TDUP atau SBU yang bersangkutan telah diperpan; ang.
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(1) Biaya sertifikasi yang diselenggarakan oleh USBU dan biaya registra

Pasal 55

si yang

diselenggarakan Badan Pelaksana LPJK untuk 1 (satu) subklasifikasi pada

subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada usaha or

dan badan usaha pemohon.

ang perseorangan

(2) Biaya sertifikasi dan biaya registrasi sebagaimana dimaksud pa da ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :
Pengem- Sertifikasi Registrasi
No Sub bangan
" | kualifikasi jasa LPJKN LPJKP LPJKN LPJKP
kosntruksi
1 P 50.000, 00 0 | 30.000,00 0 10.000,00
2 K1 50.000, 00 0 | 30.000,00 0 10.000,00
3 K2 50.000, 00 0 | 65.000,00 0| 25.000,00
4 M1 50.000, 00 0 | 250.000,00 0| 87.500,00
5 M2 50.000, 00 0 |1 600.000,00 0 | 210.000,00
6 B 50.000, 00 | 1.500.000,00 500.000,00

(3) Biaya registrasi ulang tahun ke-2 atau tahun ke-3 yang disele

untuk 1 (satu) subklasifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan d

kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha pemohon

(4) Biaya registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapka

berikut:
No. S'l'Jb . Registrasi
kualifikasi LPJKN LPJKP
1 P 0| 10.000,00
2 K1 0| 10.000,00
3 K2 0| 25.000,00
4 M1 0| 87.500,00
5 M2 0 | 210.000,00
6 B 500.000,00

nggarakan LPJK

ibebankan

n sebagai
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(5)

(6)

(1)

(@)

3)

(4)

()

(6)

(7)

Dalam hal Orang Perseorangan dan Badan Usaha melakukan pe rubahan data,

dibebankan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untu k setiap
klasifikasi.
Biaya sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dan ayat (4)

berlaku sama di seluruh Indonesia.

Pasal 56

Seluruh pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi dilak ukan melalui transaksi

perbankan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.

Pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan registrasi SBU yang

salah satu subklasifikasinya memiliki subkualifikasi B disampaikan kepada LPJK
Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJ K
Nasional.

Pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan r egistrasi SBU
serta biaya pengembangan jasa konstruksi untuk subklasifikasi deng an
subkualifikasi K1, K2, M1, atau M2 disampaikan kepada LPJK Provinsi m elalui

transaksi perbankan.

Biaya pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ay at (3)

disampaikan oleh LPJK Provinsi kepada LPJK Nasional melalui transaksi

perbankan.
Pembayaran biaya sertifikasi wajib dilaksanakan pada saat penyeraha n dokumen
permohonan registrasi TDUP atau dokumen permohonan registrasi SBU

disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK.

Pembayaran biaya registrasi dapat dilaksanakan pada saat penerimaan TD UP atau
SBU dari Badan Pelaksana LPJK.

LPJK Nasional dan LPJK Provinsi dilarang melakukan pungutan atau tambahan
biaya di luar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)

dan ayat (4).
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BAB IX

KETENTUAN PELENGKAP

Bagian Pertama

SIKI -LPJK Nasional

Pasal 57
Penggunaan SIKI-LPJK Nasional untuk data registrasi usaha orang p erseorangan dan
badan usaha

Pasal 58

(1) SIKI-LPJK Nasional dapat digunakan untuk :

(2)

a. mengeluarkan surat keabsahan Registrasi;

b. mengeluarkan surat keterangan tidak dikenakan sanksi dan masuk dalam
daftar hitam LPJK;

c. mengeluarkan surat keterangan kebenaran data usaha orang perseor angan dan
badan usaha;

d. mengeluarkan surat keterangan telah memberikan laporan pe rolehan
pekerjaan;

e. memberikan informasi tentang proyek yang sedang dan telah dike rjakan oleh
usaha orang perseorangan dan badan usaha; dan

f. menampilkan data usaha orang perseorangan dan badan usaha untuk
menyeleksi peserta pelelangan.

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,

dan huruf d ditetapkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam La mpiran 16-

1, Lampiran 16-2, Lampiran 16-3, dan Lampiran 16-4 dengan masa berlak

selama satu bulan sejak tanggal dikeluarkan.
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(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bagian Kedua

BRUP, BRBU dan Penggunaannya

Pasal 59
BRUP berisi data usaha orang perserorangan yang telah memi liki TDUP yang
diterbitkan oleh LPJK Provinsi, dan dimuat dalam database SIKI-LPJK Nasio nal
BRBU berisi data Badan Usaha yang telah memiliki SBU yang diterbi tkan oleh

LPJK, dan dimuat dalam database SIKI-LPJK Nasional.
BRUP dan BRBU disusun atas dasar periode registrasi dengan urutan :
a. NRU;

b. Provinsi Kabupaten/Kota dimana usaha orang perseorangan dan ba dan

usaha berdomisili;
c. Klasifikasi usaha yang terdiri atas klasifikasi/subklasifikasi; dan

d. Kualifikasi usaha yang terdiri atas kualifikasi/subkualifikasi

BRUP dalam bentuk tercetak diterbitkan oleh LPJK Provinsi untuk lingkup w ilayah
masing-masing dan penggunaannya berlaku di seluruh wilayah Re publik
Indonesia.

BRBU dalam bentuk tercetak diterbitkan oleh LPJK Nasional untuk lingkup

nasional dan oleh LPJK Provinsi untuk lingkup wilayah masing -masing dan

penggunaannya berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

LPJK Nasional wajib menyampaikan BRBU kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi
Nasional dan LPJK Provinsi wajib menyampaikan BRUP dan BRBU kepada Tim

Pembina Jasa Konstruksi Provinsi setiap periode penerbitan TDUP dan SBU.

BRUP dan BRBU diterbitkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 17 dan Lampiran 18.

61



(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bagian Ketiga

Laporan Daftar Perolehan Pekerjaan (DPP)

Pasal 60
Usaha orang perseorangan dan badan usaha wajib melaporkan pero lehan
pekerjaan, dan penyerahan pekerjaan kepada LPJK penerbit TDUP dan SBU yang
bersangkutan.
Laporan perolehan pekerjaan oleh usaha orang perseorangan sebaga imana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK dengan menggunakan ben tuk

laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-5 paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak ditandatangani kontrak

Laporan perolehan pekerjaan oleh badan usaha sebagaimana dima ksud pada ayat
(1) disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dimana badan usaha ter sebut
menjadi anggotanya dengan menggunakan bentuk laporan sebagai mana tercantum
dalam Lampiran 21-1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditan datangani

kontrak.

Laporan penyerahan pekerjaan oleh usaha orang perseorang an sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK dengan menggunakan ben tuk
laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-6 paling lambat 60 (e nam

puluh) hari sejak dilakukan serah terima pekerjaan.

Laporan penyerahan pekerjaan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pad a
ayat (1) disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dimana badan usaha te rsebut
menjadi anggotanya dengan menggunakan bentuk laporan sebagai mana tercantum
dalam Lampiran 21-2 paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dil akukan serah

terima pekerjaan.

Asosiasi wajib mengunggah data perolehan pekerjaan dan penyera han pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ke SIKI-LPJK Nasi onal paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari bada n usaha.

LPJK wajib mengunggah data perolehan pekerjaan dan penyerahan pek erjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ke SIKI-LPJK Nasi onal paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari usaha orang
perseorangan .
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(8) USBU melakukan verifikasi dan validasi laporan sebagaimana dim aksud pada ayat

(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagai persetujuan untuk ditayangkan.

(9) LPJK memberikan NKPK kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha

terhadap pekerjaan yang diperolehnya sebagaimana dimaksud pa da ayat (2) dan
ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya la poran oleh LPJK.
(10)Usaha orang perseorangan dan badan usaha wajib mengisi daftar pe rolehan
pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana tertera dalam Lampir an 20.
Pasal 61
(1) Kewajiban melaporkan perolehan pekerjaan sebagaimana dimaksud dal am Pasal

59 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebagai berikut :

a. Bagi usaha orang perseorangan subkualifikasi P, satu kali yaitu selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima peker aan kepada
pengguna jasa dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantu m dalam
Lampiran 21

b. Bagi badan usaha subkualifikasi K1, dan K2, satu kali yaitu selambat -

lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima peker aan kepada
pengguna jasa dengan menggunakan Formulir sebagaimana terca ntum dalam
Lampiran 21.

c. Bagi badan usaha subkualifikasi M1, M2, dan B pemegang kontrak utama, 2

(dua) kali yaitu :

1) Yang pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setel ah
memperoleh pekerjaan (SPK atau kontrak), dengan menggunakan Formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.

2) Yang kedua selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah ser ah terima
pekerjaan kepada pengguna jasa, dengan menggunakan Formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.

d. Untuk badan usaha bukan pemegang kontrak utama (subkontrak), satu kali
yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah sera h terima pekerjaan
kepada pemegang kontrak utama dengan menggunakan Formulir sebag aimana

tercantum dalam Lampiran 21.
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(2)

()

(4)

(5)

(1)

(2)

Setiap pekerjaan yang dilaporkan oleh usaha orang perseoranga n dan badan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh klarif ikasi dari USBU

akan diberikan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) oleh SIKI- LPJK Nasional,
yang pemberian nomornya sebagaimana tercantum dalam Lam piran 19.

Bilamana pekerjaan terlambat dilaporkan sebagaimana dimaksud pa da ayat (1),
maka pekerjaan tersebut tetap diberi NKPK dari SIKI-LPJK Nasional, k epada usaha

orang perseorangan dan badan usaha dikenakan sanksi peringatan atas

keterlambatan melaporkan perolehan pekerjaannya.

Bilamana laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirag ukan kebenarannya,
USBU dapat meminta kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha ya ng
bersangkutan untuk memperlihatkan kontrak pekerjaan aslinya ata u melakukan

klarifikasi kepada pengguna jasa pemberi pekerjaan.

Bilamana badan usaha telah menyampaikan laporan kepada asosiasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), namun asosiasi tidak memasukannya kedalam
situs LPJK, dan kemudian LPJK menerima pengaduan dari badan usaha ter sebut,

maka LPJK akan memberikan sanksi kepada asosiasi yang bersangkutan.

BAB X
SANKSI
Bagian Pertama

Pemberi Sanksi dan Yang Dikenakan Sanksi

Pasal 62

Pengurus LPJK Nasional dapat memberikan sanksi kepada LPJK Provinsi, Badan
Usaha yang memiliki SBU Besar, Asosiasi Perusahaan Yang Diberika n Wewenang
Verifikasi dan Validasi Awal serta USBU yang melakukan pelanggaran atas

ketentuan Peraturan LPJK ini.

Pengurus LPJK Provinsi dapat memberikan sanksi kepada Perorangan yang

memiliki TDUP, Badan Usaha yang memiliki SBU Kecil dan Mengengah, Asosiasi
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Perusahaan Tingkat Provinsi dan USBU Provinsi yang melakukan pelanggar an atas
ketentuan Peraturan LPJK ini.
(3) Asosiasi Perusahaan dapat mengenakan sanksi organisasi kepada pemegang SBU

anggotanya yang menyampaikan dokumen permohonan tidak benar.

Bagian Kedua

Sanksi bagi LPJK Provinsi

Pasal 63

(1) Pelanggaran LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1

meliputi:

a. Pelanggaran ringan;

b. Pelanggaran sedang; dan

c. Pelanggaran berat.

(2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Membatasi penyelenggaraan proses registrasi diluar ketentuan ya
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7);

b. Melakukan pungutan atau tambahan biaya diluar yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55;

c. Tidak menyampaikan biaya registrasi dan biaya pengembangan jas
konstruksi kepada LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;

d. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;

e. Tidak menggunakan SIKI-LPJK Nasional dalam registrasi sebagiamana

dimaksud dalam Pasal 57;

Tidak menyampaikan laporan pemakaian blanko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;

ng

55
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Tidak menindak lanjuti laporan daftar peroleh pekerjaan sebag aimana diatur

dalam Pasal 60; atau

Tidak melaksanakan ketentuan sanksi kepada pemegang TDUP dan SBU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dalam waktu 1 (satu) tahun.

(3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melip uti:

a.

LPJK Provinsi telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan ring an namun
dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ke tiga,
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat
peringatan tersebut;

Dengan sengaja memperlambat penyelesaian registrasi selama | ebih dari 1
(satu) bulan sebanyak 1 (kali); atau

Menolak untuk melakukan registrasi kepada usaha orang perseorangan dan
badan usaha dengan alasan di luar ketentuan persyaratan regi strasi yang
berlaku.

Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat dan Pasal 49 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

Menerbitkan surat keterangan klasifikasi dan kualifikasi semen tara

sebagaimana dimaksud dalm Pasal 44 ayat (4);
Menerbitkan TDUP dan/atau SBU tidak menggunakan SIKI-LPJK Nasional;

Tidak menyampaikan biaya registrasi dan biaya pengembangan jas a
konstruksi kepada LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ;

Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 dan Pasal 49 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;

Tidak menyampaikan laporan pemakaian blanko sebagaimana dimaksud dal am
Pasal 50 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-tur ut; atau

Tidak melaksanakan ketentuan sanksi kepada pemegang TDUP dan SBU

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dalam waktu 2 (dua) tahun.
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Pasal 64

(1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dala m Pasal 62 ayat
(2) berupa surat peringatan.

(2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
(3) berupa pembekuan sementara pelayanan registrasi TDUP dan SBU.
(3) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat

(4) berupa pencabutan pelayanan registrasi TDUP dan SBU.

Bagian Ketiga

Sanksi bagi USBU

Pasal 65
USBU yang tidak melaksanakan ketentuan sertifikasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan

tentang lisensi.

Bagian Keempat

Sanksi bagi Asosiasi Perusahaan

Pasal 66
(1) Pelanggaran Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)
meliputi:
a. Pelanggaran ringan;
b. Pelanggaran sedang; dan
c. Pelanggaran berat.
(2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Hasil verifikasi dan validasi awal tidak benar dan/atau salah; atau
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b. Tidak melaporkan daftar peroleh pekerjaan badan usaha anggotany a sesuai

ketentuan dalam Pasal 60 ayat (5.).

(3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melip uti:
a. Asosiasi Perusahaan telah menerima 3 (tiga) kali surat pering atan ringan
namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringa tan
ketiga, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi sura t

peringatan tersebut; atau

b. Tidak melaporkan daftar peroleh pekerjaan badan usaha anggotany a sesuai

ketentuan dalam Pasal 60 ayat (5) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yakni menerbitkan
surat keterangan Klasifikasi dan kualifikasi sementara sebagaim ana dimaksud
dalm Pasal 44 ayat (4);

Pasal 67

(1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dala m Pasal 66 ayat
(2) berupa surat peringatan.

(2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
(3) berupa pembekuan sementara kewenangan melakukan verifika si dan validasi
awal.

(3) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4)

berupa pencabutan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.
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(1)

(2)

3)

(4)

Bagian Keempat

Sanksi bagi Pemengang TDUP dan SBU

Pasal 68

Sanksi terhadap Pelanggaran Pemilik TDUP dan Pemilik SBU sebagaima na
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2) meliputi:

a. Surat Peringatan;
b. Pencabutan TDUP dan SBU; dan
c. Masuk dalam Daftar Hitam LPJK.

Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh

Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sebagai berikut :

a. Untuk pelanggaran ringan dikenakan dalam 3 (tiga) kali Surat Peringatan;

b. Untuk pelanggaran sedang dikenakan dalam 2 (dua) kali Surat Pering atan;

c. Untuk pelanggaran berat dikenakan dalam 1 (satu) kali Surat Pering atan;

d. Untuk setiap tahapan Surat Peringatan tersebut huruf a dan b, usaha orang
perseorangan dan badan usaha diberi waktu 30 (tiga puluh) hari u ntuk
mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringata n sebelumnya,;

e. Dalam hal tidak dipatuhinya batas 3 (tiga) kali Surat Peringatan untuk
pelanggaran ringan maka pelanggaran tersebut akan dimasukan dalam kategori
pelanggaran sedang yang pertama, dan selanjutnya bilamana bata s 2 (dua) kali
Surat Peringatan untuk pelanggaran sedang tidak dipatuhi mak a pelanggaran

tersebut akan dimasukan dalam kategori pelanggaran berat; dan

f. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ adalah m erupakan

Surat Peringatan pertama dan terakhir.

Setiap Surat Peringatan ditembuskan kepada asosiasi dimana badan usaha

tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan

Pencabutan TDUP dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional berdasarkan usulan USBU dan/ata u
LPJK Provinsi, setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran yang tercantum
dalam isi Surat Peringatan untuk kategori pelanggaran berat ti dak dipatuhi.
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(5)

(6)

(7)

(1)

(@)

Setiap surat pencabutan SBU yang dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Na sional
kepada badan usaha ditembuskan kepada asosiasi dimana Badan Usaha tercatat
sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan, dan bi lamana

diperlukan asosiasi dapat mengenakan sanksi organisasi.

Contoh bentuk Surat Peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampi ran 22 dan

contoh Surat Pencabutan TDUP dan SBU sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 23.
Sanksi terhadap usaha orang perseorangan dan badan usaha dicatat dala m
database usaha orang perseorangan dan badan usaha tersebut dalam SIKI-LPJK
Nasional.

Pasal 69
Pelanggaran yang dilakukan oleh usaha orang perseorangan pemi lik TDUP dan

badan usaha pemilik SBU, dikategorikan sebagai berikut :
a. Pelanggaran Ringan;

b. Pelanggaran Sedang; dan

c. Pelanggaran Berat.

Pelanggaran Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan

bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. Data administrasi identitas usaha orang perseorangan dan badan usaha dal am
dokumen yang diserahkan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi ternyata

tidak benar ; atau

b. Badan usaha mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing ya ng tidak
memiliki sertifikat keahlian yang diregistrasi oleh LPJK Nasiona | dan/atau

kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan pekerjaannya; atau

c. PJBU/PJT/PJK/tenaga ahli tetap yang dipersyaratkan tidak bekerja pada
Badan Usaha sesuai dengan data yang ada dalam SIKI-LPJK Nasional dan/ata u
terbukti merangkap jabatan pada Badan Usaha lain dengan Usaha sejen is di

bidang jasa konstruksi ; atau
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d. Usaha orang perseorangan dan badan usaha tidak melaporkan peroleh an
pekerjaan maupun penyelesaian pekerjaannya kepada LPJK Nasional atau LPJK

Provinsi melalui asosiasi.

e. Badan usaha yang melaksanakan pekerjaan keteknikan tidak dilengkapi d engan

tenaga kerja yang memiliki SKA; atau

f. Badan usaha tidak langsung mengganti PJT/PJK/Tenaga Ahli Tetap yang keluar
atau berhenti dari badan usaha tersebut dan/atau tidak melaporkan

penggantinya kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi; atau

g. Usaha orang perseorangan dan badan usaha tidak menerapkan ketentu an
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di tempat kegi atan

konstruksi ; atau

h. Usaha orang perseorangan dan badan usaha tidak memberikan data dan/atau
klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh LPJK Na sional atau
LPJK Provinsi atas pengaduan yang masuk ke LPJK Nasional atau LPJK

Provinsi dalam batas waktu yang ditetapkan ; atau

i. Badan Usaha dilaporkan oleh asosiasinya telah pindah ke asosia si lain tanpa
memberitahukan pengunduran diri dari asosiasi lamanya; ata u

j. Badan Usaha tidak melaporkan pengunduran diri dari asosiasi lam anya kepada
LPJK.

(3) Pelanggaran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bi lamana :

a. telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan pelanggara n ringan atau Surat
Peringatan pelanggaran sedang yang pertama, nhamun dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut usaha o rang
perseorangan dan badan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaima na

tertera dalam isi Surat Peringatan tersebut; atau

b. Usaha orang perseorangan dan badan usaha melaksanakan pekerjaan yang
tidak sesuai dengan klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha yang dim ilikinya ;
atau

c. Badan usaha terbukti telah mempekerjakan tenaga Pegawai Neger i Sipil

sebagai PJBU, PJT, PJK, dan Tenaga Ahli Tetap.
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(4) Pelanggaran Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bilamana :

a. telah menerima Surat Peringatan Pelanggaran Sedang yang kedua, namun
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Pering atan
tersebut, usaha orang perseorangan dan badan usaha tidak memenu hi
ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam isi Surat Peringata n tersebut ;
atau

b. Usaha orang perseorangan terbukti memalsukan data keuangan dan/atau data
Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia yang tidak benar, yang m enyebabkan
penetapan klasifikasi maupun kualifikasi usahanya tidak benar; a tau

c. Badan wusaha terbukti memalsukan pengalaman pekerjaan dan/atau
memasukkan data pengalaman dan/atau data keuangan dan/atau data Ten aga
Kerja / Sumber Daya Manusia yang tidak benar, yang menyeba bkan penetapan

klasifikasi maupun kualifikasi usahanya tidak benar, atau

d. Usaha orang perseorangan dan badan usaha terbukti memalsukan s urat
keabsahan Registrasi, surat keterangan tidak sedang dikenakan sanksi dan
surat keterangan telah melaporkan perolehan pekerjaan, y ang diterbitkan oleh
SIKI-LPJK Nasional ; atau

e. Usaha orang perseorangan dan badan usaha terbukti memperoleh TDUP dan

SBU dengan cara melanggar hukum; atau

f. Usaha orang perseorangan dan badan usaha terbukti mengubah klasifikasi
dan/atau kualifikasi usaha dalam rekaman TDUP dan rekaman SBU, ya ng

tidak sama dengan TDUP atau SBU aslinya; atau

g. Badan usaha terbukti memiliki lebih dari satu SBU untuk klasifikas i yang

sama dengan kualifikasi berbeda.

Pasal 70
(1) Badan Usaha yang terkena sanksi Pelanggaran Ringan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (2) dan telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan tetapi
tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Pe ringatan tersebut,

dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses

pengadaan terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi un tuk :
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(2)

3)

(4)

a. Usaha orang perseorangan yang terkena sanksi pelanggaran da lam Pasal 69 ayat
(2) huruf a, d, g, dan h selama 30 (tiga puluh) hari dan sanksi pelanggaraannya
dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.

b. Badan usaha yang terkena sanksi pelanggaran dalam Pasal 69 ayat (2) hur uf a,
b, c, d, e, dan j selama 30 (tiga puluh) hari dan sanksi pela nggaraannya
dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.

c. Badan usaha yang terkena sanksi pelanggaran dalam Pasal 69 ayat (2) hur uff, g,
h dan i selama 60 (enam puluh) hari dan sanksi pelanggaraannya dinaikkan

menjadi kategori pelanggaran sedang.

Usaha orang perseorangan yang terkena sanksi Pelanggaran Seda ng sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b dan telah menerima 2 ( dua) kali Surat
Peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi surat

peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat
mengikuti proses pengadaan selama 60 (enam puluh) hari terh itung sejak
dikeluarkannya surat pengenaan sanksi dan sanksi pelanggaraannya d inaikkan
menjadi kategori pelanggaraan berat.

Usaha orang perseorangan atau badan usaha yang terkena Sanksi Pelanggaran
Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a dan te lah menerima
surat peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantu m dalam isi

Surat Peringatan tersebut dikenakan sanksi pencabutan TDUP atau SBU.

Usaha orang perseorangan yang terkena sanksi pelanggaran berat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 9 ayat (4) huruf ¢ sampai dengan e atau Badan Usaha yang
terkena sanksi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4 )
salah satu dari huruf b sampai dengan f dikenakan sanksi pencabutan TDUP atau

SBU.
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Pasal 71

(1) Sanksi pencabutan TDUP atau SBU langsung dikenakan dan tanpa melal ui proses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikenakan terhadap usaha orang

perseorangan atau badan usaha yang :
a. dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan niaga ; atau

b. diputuskan bersalah oleh keputusan pengadilan yang telah mempuny ai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan

kegiatan usahanya; atau

c. dengan sengaja mengikuti proses pengadaan pada saat sedang menjalan i sanksi

pembatasan kegiatan usaha tidak boleh mengikuti pelelangan; atau

d.terbukti atas kesalahannya mengakibatkan kegagalan bangunan vy ang

menimbulkan terjadinya korban jiwa; atau
e. terbukti melakukan pengrusakan pada SIKI-LPJK Nasional; atau

f. terbukti memalsukan TDUP atau SBU

(2) Sanksi pencabutan TDUP atau SBU langsung secara terbatas dikenaka n kepada
usaha orang perseorangan atau badan usaha yang terkena sanksi oleh pengguna
jasa pada klasifikasi atau subklasifikasi pekerjaan tertentu pada wilayah tertentu

untuk waktu tertentu.
(3) Sanksi pencabutan SBU secara terbatas dikenakan kepada badan usaha yang :
a. memberikan dokumen tidak benar terkait PJT, PJK, dan/atau Tenaga Ahli Tetap

b. belum mengganti PJT, PJK, dan/atau Tenaga Ahli Tetap yang s udah tidak
menjadi tenaga tetap.

Bagian Ketiga

Peninjauan Kembali Pengenaan Sanksi

Pasal 72
(1) Badan usaha yang keberatan terhadap sanksi peringatan yang diken akan oleh
LPJK Nasional, dapat mengajukan peninjauan kembali sanksi tersebut k epada
Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pe ngajuan

keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.

Usaha orang perseorangan atau badan usaha yang keberatan terhadap sanksi
peringatan yang dikenakan oleh LPJK Provinsi, dapat mengajukan pen injauan
kembali sanksi tersebut kepada Pengurus LPJK Provinsi dengan mengaj ukan
bukti-bukti pendukungnya, dan LPJK Provinsi dapat menolak pengaj uan
keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalka n pengenaan
sanksi tersebut.

Usaha orang perseorangan atau Badan Usaha yang masih keber atan terhadap
keputusan Pengurus LPJK Provinsi yang menolak pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan peninjaua n kembali
atas keputusan tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengaju kan
tambahan bukti-bukti pendukungnya. LPJK Nasional dapat menolak pengaju an
keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalka n pengenaan
sanksi tersebut.

Badan usaha yang keberatan terhadap keputusan pemberian sanksi pen cabutan
SBU oleh Pengurus LPJK Nasional, dapat mengajukan peninjauan kembal i atas
keputusan tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan b ukti-
bukti pendukungnya, dan LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keb eratan
atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengena an sanksi
tersebut.

Usaha orang perseorangan atau badan usaha yang keberatan t erhadap
keputusan pemberian sanksi pencabutan TDUP atau SBU oleh Pengurus LPJK
Provinsi, dapat mengajukan peninjauan kembali atas keputusan te rsebut kepada
Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan
LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pe ngajuan
keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.

Keputusan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3 ), ayat (4)

dan ayat (5) bersifat final.
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(1)

(2)

3)

(4)

®)

Bagian Keempat

Tata Cara Pemeriksaan Pengaduan TDUP atau SBU

Pasal 73

Masyarakat atau pengguna jasa dapat memberi masukan atau pengaduan
ditemui ada ketidakbenaran data usaha orang perseorangan atau ba
yang tercantum dalam SIKI-LPJK Nasional, TDUP atau SBU kepada :

a. LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dan/atau;

b. Asosiasi Perusahaan tingkat nasional / Pusat atau tingkat provinsi

Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya.
Ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Data administrasi;
b. Data Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia Badan Usaha ;
c. Klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha;
d. Data pengalaman Badan Usaha; dan
e. Informasi yang terkait dengan perolehan pekerjaan.

Masukan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disam
kepada LPJK Nasional, LPJK Provinsi dan/atau asosiasi akan ditindaklanj

USBU apabila:
a. identitas pemberi masukan/pengaduan harus jelas,
b. permasalahan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan

LPJK akan menjaga kerahasian identitas masyarakat dan pengguna ja

masukan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penanganan atas pengaduan dilakukan sebagai berikut :
a. Tahapan Penanganan

1) Penerimaan laporan, pengaduan dan temuan,

2) Perintah pelaksanaan pemeriksaan,

3) Pemeriksaan pengaduan,

apabila

dan usaha

dimana

paikan

uti oleh

sa pemberi
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4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dan
5) Penetapan sanksi.

b. Prosedur Penanganan Pengaduan
1) Penerimaan laporan, pengaduan atau temuan.

2) Masyarakat atau pengguna jasa dapat melaporkan kepada LPJK Nasional
atau LPJK Provinsi tentang data usaha orang perseorangan atau badan
usaha yang tidak benar.

3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berbentuk surat
resmi beserta lampirannya.

4) Setiap pengaduan yang masuk kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan ditangani oleh Badan Pelaksa na
LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dengan mencatat pengaduan, memberi
nomor urut pengaduan dan setelah melakukan klarifikasi, melap orkannya
kepada Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.

5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada
Asosiasi Perusahaan, harus diteruskan kepada LPJK Nasional atau LPJK
Provinsi setelah melakukan klarifikasi selambat-lambatnya dalam 14 (empat

belas) hari kerja setelah surat pengaduan diterima.

c. Penugasan Pemeriksaan

Setelah pengaduan diterima oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi , maka
Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi segera menerbitkan Surat

Penugasan Pemeriksaan kepada Badan Pelaksana LPJK Nasional atau LPJK
Provinsi.

d. Pemeriksaan pengaduan

1) Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dalam melakukan pemeriksaan

kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha yang diadukan dapat
menyertakan USBU, Badan Pelaksana LPJK dan/atau asosiasi dimana

Badan Usaha menjadi anggotanya.
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2) Untuk kebutuhan pemeriksaan, USBU dapat meminta klarifikasi terl ebih
dahulu kepada masyarakat atau pengguna jasa yang menyampaikan

pengaduan.

3) Bilamana diperlukan USBU dapat meminta keterangan tambahan kepada

pihak lain yang terkait dengan masalah yang diadukan.

e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) di tuangkan
dalam berita acara hasil pemeriksaan dengan dikonfirmasikan kepa da USBU
yang menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi usaha dan selanju tnya

disampaikan kepada Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.
f. Penetapan Sanksi

Penetapan Sanksi atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh usaha orang
perseorangan atau badan usaha, dilaksanakan berdasarkan Pasal 68, Pasal
69, dan Pasal 70.

g. Bilamana hasil pemeriksaan menunjukkan terjadinya pelanggar an dengan
sepengetahuan USBU, maka Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi aka n
memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakuka n kepada

USBU tersebut.

h. Seluruh proses penanganan pengaduan harus diselesaikan pali ng lama 30 (tiga

puluh) hari sejak penugasan pemeriksaan dikeluarkan.

Bagian Kelima

Daftar Hitam LPJK

Pasal 74

(1) Usaha orang perseorangan atau badan usaha dapat dimasukkan da lam Daftar
Hitam LPJK dalam hal:

a. terbukti menyalahi peraturan perundang-undangan; atau
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b. dikenakan sanksi daftar hitam oleh Pengguna Jasa dan dilaporkan kepada
LPJK .

(2) Tatacara pengenaan daftar hitam diatur tersendiri dalam peratura n LPJK.

(3) Usaha orang perseorangan atau badan usaha yang dikenakan sanksi oleh LPJK

1)

)

Nasional atau LPJK Provinsi ditayangkan dalam SIKI-LPJK Nasional.

BAB Xl

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75
Seluruh TDUP dan SBU yang telah terbit mengikuti peraturan s ebelumnya tetap
berlaku sampai habis masa berlakunya dengan mengikuti ketentuan dal am aturan
penerbitannya.
Dalam hal TDUP dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterb itkan
berdasarkan Peraturan LPJK Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Tatacara
Percepatan Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahl ian Kerja
(SKA), dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Tambahan , dapat dilakukan
peningkatan kualifikasi, diperpanjang masa berlaku, perubaha n data dan
perpindahan anggota Asosiasi Perusahaan, mengikuti ketentuan dal am Peraturan
ini.
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LAMPIRAN PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG

SERTIFIKASI DAN REGISTRASI USAHA JASA PERENCANA
DAN PENGAWAS KONSTRUKSI

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3
Lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 6
Lampiran 7
Lampiran 8
Lampiran 9
Lampiran 10
Lampiran 11

Lampiran 12

Lampiran 13:

Lampiran 14
Lampiran 15

Lampiran 16:

Lampiran 17
Lampiran 18
Lampiran 19

Lampiran 20

Lampiran 21:

Lampiran 22

Lampiran 23

Lampiran 24:

Klasifikasi / Subklasifikasi Pekerjaan Usaha Jasa Perencana dan
Pengawas Konstruksi

Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Perencana dan
Pengawas Konstruksi

Persyaratan Tenaga Ahli Tetap Permohonan Registrasi SBU
Batasan Jumlah Klasifikasi/Subklasifikasi Badan Usaha

Pemberian Nomor Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal oleh

Asosiasi
Formulir Penilaian Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi
Database Badan Usaha
Formulir Permohonan SBU
Formulir Permohonan TDUP
Formulir Perubahan SBU
Formulir Permohon Registrasi Tahun Ke 2 / Tahun Ke 3
Formulir Perpanjangan SBU
Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal Permoh
Format SBU
Surat Pindah Asosiasi

onan Registrasi SBU

Surat Keterangan Keabsahan Registrasi
Buku Registrasi Badan Usaha (BRBU)
Buku Registrasi Usaha Perseorangan (BRUP)
Daftar Perolehan Pekerjaan Yang Telah Dilaksanakan
Rekapitulasi Daftar Perolehan Pekerjaan
Laporan Perolehan Pekerjaan
Bentuk Surat Peringatan
Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU

Formulir Penilaian Data Sendiri (PDS)
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Lampiran 1
Tanggal

Perlem Nomor 4 Tahun 2017

29 Agustus 2017

KLASIFIKASI /SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN
USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI

NO

KLASIFIKASI

KODE

SUB-KLASIFIKASI

LINGKUP PEKERJAAN

KETERANGAN

Perencanaan
Arsitektur

AR101

Jasa Nasehat dan
Pra Desain
Arsitektural

Jasa asistensi, nasehat, dan rekomendasi
mengenai arsitektural dan hal-hal yang terkait
dengan arsitektural. Termasuk didalamnya
melaksanakan kajian pendahuluan tentang isy
isu seperti site philosopi, tujuan dari
pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim,
kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa
pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan
konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi
desain dan konstruksi dari suatu proyek. Jasa
meliputi tidak hanya proyek konstruksi yang
baru namun dapat meliputi nasihat mengenai
metode dalam melaksanakan perawatan,
renovasi, restorasi, atau recycling dari bangun
atau penentuan nilai dan kualitas dari bangun
atau nasihat arsitektural lainnya.

AR102

Jasa Desain
Arsitektural

Jasa desain arsitektural untuk bangunan dan

struktur lainnya, dapat meliputi satu atau

kombinasi dari kegiatan sebagai berikut:

1. Jasa desain skematik yang meliputi
penentuan (bersama dengan klien) batas
anggaran dan penjadwalan waktu; serta
menyiapkan sketsa yang  melipilagor
plans, site plansdanexterior views

2. Jasa desain pembangunan yang meliputi
ilustrasi presisi dari konsep desain  dal
hal siting plan, bentuk dan material yang
akan digunakan, struktur, sistem mekanik
dan elektrikal, dan kemungkinan biaya
konstruksi; dan

3. Jasa desain akhir yang meliputi spesifikas
tertulis dan gambar yang cocok untuk
digunakan sebagai detail dari pelaksanaa
tender dan konstruksi, dan juga nasihat a
kepada klien pada saat evaluasi tender.

AR103

Jasa Penilai
Perawatan dan
Kelayakan
Bangunan Gedung

Jasa penelitian, nasehat dan rekomendasi yar|
berkaitan dengan masalah arsitektural dan ha
berikut:

1. cara untuk melaksanakan pemeliharaan
bangunan, renovasi gedung, dan jasa
restorasi bangunan gedung;

2. penilaian kelayakan bangunan gedung
termasuk juga didalamnya bangunan
yang terkena musibah kebakaran;

3. tata cara penilaian usia bangunan; dan

4. tatacara pembongkaran (demolisi)
bangunan gedung Tidak berkaitan dengg
proyek konstruksi baru dan penambahari
bangunan baru.

82




NO

KLASIFIKASI

KODE

SUB-KLASIFIKASI

LINGKUP PEKERJAAN

KETERANGAN

AR104

Jasa Desain Interior

1. Jasa desain interior seperti perencanaan
perancangan ruangan interior untuk
kebutuhan fisik, estetik dan fungsi;

2. Penggambaran desain untuk dekorasi
interior; dan

3. Dekorasi interior termasuk penyempurnag
jendela dan gudang.

AR105

Jasa Arsitektur
lainnya

Semua jasa yang membutuhkan keahlian arsi
seperti penyiapan promotional material dan
presentasi, serts built drawingsTermasuk
juga sebagai representasi lapangan saat fase
konstruksi, pembuatan manual operasi dan lai
sebagainya.

Perencanaan
Rekayasa

RE101

Jasa Nasehat dan
Konsultansi Rekayasa|
Teknik

Rekomendasi, nasihat dan asistensi mengena
rekayasa teknik, termasuk didalamnya
melaksanakan studi kelayakan dan dampak d
proyek contohnya antara lain:

1. studi dampak topografi dan geologi dalam
desain, konstruksi dan biaya dari jalan,
saluran pipa dan infrastruktur transportasi
lainnya;

2. Studi dari kualitas atau kecocokan materig
yang akan digunakan dalam proyek
konstruksi dan dampaknya dalam desain,
serta konstruksi dan biaya jika
menggunakan material yang berbeda;

3. Studi dampak lingkungan dari proyek
konstruksi; dan

4. Studi keuntungan efesiensi produksi seba
dampak dari penggunaan alternative
proses, teknologi daay out.

Ruang lingkup dari jasa ini tidak selalu terkait
dengan proyek konstruksi namun dapat juga
meliputi penilaian dari struktur bangunan dan
instalasi mekanikal dan elektrikal, testimoniiah
dalam kasustigation serta memberikan
asistensi kepada pemerintah dalam penyusun
peraturan perundangan.

RE102

Jasa Desain Rekayas
untuk Konstruksi
Pondasi serta Struktur
Bangunan

Jasa desain rekayasa struktur unhekload
bearing frameworldari bangunan perumahan
dan komersial, bangunan institusi dan industri
Jasa desain ini meliputi satu atau kombinasi d
kegiatan berikut:

1. Estimasi biaya, spesifikasi dan rencana
pendahuluan untuk mendefinisikan konse
desain teknik;

2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimasi
biaya termasuk didalamnya gambar kerja
spesifikasi material yang digunakan, metg
instalasi, batasan waktu dan spesifikasi
yang dibutuhkan untuk keperluan tender ¢
konstruksi serta nasihat ahli untuk klient
pada saat evaluasi dan penerimaan tende
dan

3. Jasayang diberikan pada saat fase
konstruksi.
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NO

KLASIFIKASI

KODE

SUB-KLASIFIKASI

LINGKUP PEKERJAAN

KETERANGAN

RE103

Jasa Desain Rekayas
untuk Pekerjaan
Teknik Sipil Air

Jasa pembuatan desain rekayasa (engineerin
untuk pekerjaan rekayasa sipil keairan seperti
dam,catchment basinsistem irigasi, pekerjaan
pengendalian banijir, pelabuhan, pekerjaan
penyaluran air dan sanitasi serta sistem salura
air limbah industri. Jasa Desain meliputi salah
satu dari kombinasi layanan berikut: perencan
awal, estimasi biaya dan spesifikasi dalam
rangka menterjemahkan konsep desain teknis
perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifi
termasuk gambar teknik, spesifikasi material
yang akan digunakan, metode pemasangan,
batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya
yang dibutuhkan untuk keperluan tender; laya
pada saat fase konstruksi.

RE104

Jasa Desain Rekayas
untuk Pekerjaan
Teknik Sipil
Transportasi

Jasa pembuatan desain rekayasaiheeringy
untuk pekerjaan rekayasa sipil transportasi
seperti jembatan, jalan layang, dan jalan raya.
Jasa Desain meliputi salah satu dari kombinag
layanan berikut: perencanaan awal, estimasi
biaya dan spesifikasi dalam rangka
menterjemahkan konsep desain teknis,
perencanaan akhir, estimasi biaya dan spesifi
termasuk gambar teknik, spesifikasi material
yang akan digunakan, metode pemasangan,
batasan waktu dan spesifikasi teknis lainnya
yang dibutuhkan untuk keperluan tender
layanan pada saat fase konstruksi. Termasuk
didalamnya jasa pembuatan desstiuctural
health monitoring systemmntuk bentang
jembatan.

RE105

Jasa Desain Rekayas
untuk Pekerjaan
Mekanikal dan
Elektrikal Dalam
Bangunan

Jasa pembuatan desain rekayasaiheeringy
mekanikal dan elektrikal untuk system energi,
sistem penerangan, sistem alarm kebakaran,
sistem komunikasi dan sistem eletrikal lainnya|
untuk semua jenis bangunan dan atau sistem
pemanas ruangan, ventilasi, pendingin ruangg

lemari pendingin dan pemasangan mekanikal
lainnya untuk semua jenis bangunan. Jasa De
meliputi salah satu dari kombinasi layanan
berikut : perencanaan awal, estimasi biaya da
spesifikasi dalam rangka menterjemahkan
konsep desain teknis; perencanaan akhir,
estimasi biaya dan spesifikasi termasuk gamb
teknik, spesifikasi material yang akan digunak
metode pemasangan, batasan waktu dan
spesifikasi teknis lainnya yang dibutuhkan unt
keperluan tender layanan pada saat fase
konstruksi.
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NO

KLASIFIKASI

KODE

SUB-KLASIFIKASI

LINGKUP PEKERJAAN

KETERANGAN

RE 106

Jasa Desain Rekayas
untuk Proses Industrig
dan Produksi

Jasa desain teknik untuk proses produksi,
prosedur dan fasilitas produksi. Termasuk
didalamnya jasa desain yang berkaitan denga
produksi metode pemotongdrandlingdan
transportasi logistik daray outlokasi antara lain
lay outpembangunan pertambangan dan dan
konstruksi bawah tanah, gabungan pelaksanal
sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal lokasi
pertambangan bawah tanah termasuk didalan
hoists kompresor, stasiun pompaushers,
conveyordan sistem &ndlinglimbah, prosedur
recovery dari minyak dan gas, konstruksi,
instalasi dan perawatan dari peralatan
pengeboran, fasilitas penyimpanan. Jasa desa
meliputi satu atau kombinasi dari beberapa
kegiatan antara lain:

1. Estimasi biaya, spesifikasi dan renca
pendahuluan untuk mendefinisikan
konsep desain teknik;

2. Rencana akhir, spesifikasi dan estimg
biaya termasuk didalamnya gambar
kerja, spesifikasi material yang
digunakan, metode instalasi, batasari
waktu dan spesifikasi yang
dibutuhkan untuk keperluan tender d
konstruksi serta nasihat ahli untuk
klien pada saat evaluasi dan
penerimaan tender; dan

3. Jasayang diberikan saat fase
konstruksi.

RE 107

Jasa Nasehat dan
Konsultansi Jasa
Rekayasa Konstruksi

Jasa konsultansi di bidang jasa konstruksi yar
meliputi jasa nasihat dalam pembinaan usahal
kelembagaan, pembinaan penyelenggaraan d
pembinaan investasi konstruksi serta pembing
kompetensi dan keahlian Tenaga Kerja
Konstruksi oleh Pemerintah baik Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah. Termasuk
jasa penelitian dan pengembangan bidang
konstruksi.

RE 108

Jasa Desain Rekayas
Lainnya

Jasa desain rekayasa khusus lainnya. Termasg
desain rekayasa akustik dan vibrasi, sistem
pengendalian lalu-lintas, pengembangan

prototypedan desain detail dari produk baru
serta jasa desain rekayasa khusus lainnya.

Perencanaan
Penataan
Ruang

PR101

Jasa Perencanaan dal
Perancangan
Perkotaan

Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darg
laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan,jasa
perancangan bagian perkotaan, termasuk juga
jasa pengkajian dan jasa penasehatan dalam
penataan ruang perkotaan.
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NO

KLASIFIKASI

KODE

SUB-KLASIFIKASI

LINGKUP PEKERJAAN

KETERANGAN

PR102

Jasa Perencanaan
Wilayah

Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darg
laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasior
pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasu
juga jasa pengkajian dan jasa penasehatan da
penataan ruang wilayah yang didalamnya dap
meliputi kawasan koridor pulau, kawasan
strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota,
kawasan andalan dan kawasan permukiman
termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.

PR103

Jasa Perencanaan da
Perancangan
lingkungan bangunan
dan lansekap

Jessa pembuatan desain dan rencanaaksthetic
landscapinguntuk taman, lahan komersial dan
permukiman. Meliputi penyiapan rencana
lapangan, gambar kerja,spesifikasi dan estimg
biaya untuk pengembangan lahan yang
menggambar kan kontur tanah, tanaman yang
akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat
pejalan kaki, pagar,dan area parkir. Termasuk
juga didalamnya

jasa inspeksi dari pekerjaan selama
konstruksi,jasa pengkajian dan penasehatan
penataan lingkungan bangunan dan lansekap

PR104

Jasa Pengembangan
Pemanfaatan Ruang

Jasa perumusan kebijakan strategis operasio
rencana tata ruang

(mencakup darat,laut, udara, dan di dalam bu
jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkot
wilayah, kawasan/ lingkungan, termasuk juga
jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencar
dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan|
dan pelembagaan dalam penyelenggaraan
penataan ruang.

Pengawasan
Arsitektur

AR201

Jasa Pengawas
Administrasi Kontrak

Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase
konstruksi untuk memastikan struktur terbang
sama dengan gambar teknis final beserta
spesifikasinya. Jasa ini meliputi jasa yang
disediakan baik di kantor maupun di lapangan
seperti inspeksi teknis konstruksi, penyiapan
laporan kemajuan, penerbitan sertifikat untuk
pembayaran ke penyedia jasa pelaksana
konstruksi, memberikan panduan kepada
penyedia jasa dan/atau pengguna jasa dalam
interpretasi terhadap dokumen kontrak dan jas
nasihat lain dalam aspek teknikal selama pros
konstruksi.Termasuk didalamnya juga jasa ya
diberikan setelah selesainya proses konstruks|
yang meliputi penilaian pada konstruksi dan
instruksi mengenai koreksi pengukuran yang
harus dilakukan selama periode 12 bulan sete
selesainya proses konstruksi.
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NO

KLASIFIKASI

KODE

SUB-KLASIFIKASI

LINGKUP PEKERJAAN

KETERANGAN

Pengawasan
Rekayasa

RE201

Jasa Pengawas
Pekerjaan Konstruksi
Bangunan Gedung

Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase
pelaksanaan konstruksi bangunan gedung unt
memastikan pekerjaan konstruksi yang sedan
dilaksanakan sudah sesuai dengan final desai
Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun
di lapangan seperti pengkajiahop drawings
kunjungan secara periodik ke lapangan untuk
mengukur progress dan kualitas pekerjaan,
memberikan panduan kepada klien dan penye
jasa pelaksana konstruksi dalam
menginterpretasikan dokumen kontrak dan
nasihat lain dalam hal teknikal selama proses
kontruksi bangunan gedung.

RE202

Jasa Pengawas
Pekerjaan Konstruksi
Teknik Sipil
Transportasi

Jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase
pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil
transportasi seperti jalan raya, jembatan, jalan
bebas hambatan dan sebagainya untuk
memastikan pekerjaan konstruksi yang sedan
dilaksanakan sudah sesuai denfjaal desan.
Meliputi jasa yang diberikan di kantor maupun
di lapangan seperti pengkajiahop drawings
kunjungan secara periodik ke lapangan untuk
mengukur progress dan kualitas pekerjaan,
memberikan panduan kepada klien dan
kontraktor dalam menginterpretasi kan dokum
kontrak dan nasihat lain dalam hal teknikal
selama proses kontruksi infrastruktur kipi
transportasi.

RE203

Jasa Pengawas
Pekerjaan Konstruksi
Teknik Sipil Air

jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase
pelaksanaan konstruksi infrastruktur sipil keain
seperti dam, catchment basins, sistem irigasi,
pekerjaan pengendalian banjir, pelabuhan,
pekerjaan penyaluran air dan sanitasi serta sis
saluran air limbah industri, untuk memastikan
pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanak
sudah sesuai dengéinal desain. Meliputi jasa
yang diberikan di kantor maupun di lapangan
seperti pengkajian shop drawings, kunjungan
secara periodik kelapangan untuk mengukur
progres dan kualitas pekerjaan, memberikan
panduan kepada klient dan kontraktor dalam
menginterpretasikan dokumen kontrak dan
nasihat lain dalam hal teknikal selama proses
kontruksi infrastruktur sipil keairan.

RE204

Jasa Pengawas

Pekerjaan Konstruksi
dan Instalasi Proses
dan Fasilitas Industri

jasa asistensi teknis dan nasihat selama fase
pelaksanaan konstruksi dan instalasi proses d
fasilitas industri untuk memastikan pekerjaan
konstruksi yang sedang dilaksanakan sudah
sesuai dengan final desain, meliputi kunjungal
secara periodik ke lapangan untuk mengukur
progres dan kualitas pekerjaan.

Pengawasan
Penataan Ruang

PR201

Jasa Pengawas dan
Pengendali Penataan
Ruang

Jasa pengawasan teknis penyelenggaraan
penataan ruang, jasa audit pemanfaatan
ruang,dan pengaturan zonasi, termasuk juga j
pengkajian dan penasehatan dalampengawas
dan pengendalian penataan ruang.
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NO KLASIFIKASI KODE | SUB-KLASIFIKASI LINGKUP PEKERJAAN KETERANGAN
7. Konsultansi SP301 | Jasa Pembuatan Jasa konsultansi geologi, geofisika dan geo
Spesialis Prospektus Geologi kimia yang berhubungan dengan kandungan

dan Geofisika

mineral, minyak dan gas serta air bawah tanal
dengan melakukan studi parameter terhadap
bumi dan formasi batu dan struktur.

SP302 | Jasa Survey bawah | Jasa pengambilan data pada formasi dibawah

Tanah permukaan bumi dengan
metode lainnya termasuk didalamnya
pengukuran seismograf, gravimeter,
magnetometer, dan metode survey bawah
permukaan lainnya.

SP303 | Jasa Survey Jasa pengambilan informasi dari bentuk posisi
Permukaan Tanah dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengar

menggunakan metode lain, termasuk transit,
fotogrametri dan survey hydrografi untuk tujua
persiapan pembuatan peta.

SP304 | Jasa Pembuatan Petal Terdiri dari perisapan dan revisi dari segala je

peta (jalancadastral,
topografi, dan planimeter).

SP305 | Jasa Pengujian dan | Jasa pengujian dan analisa dari parameter kin
Analisa Komposisi dan biologi material seperti udara, air, dan
dan Tingkat limbah (limbah rumah tangga dan industri),
kemurnian minyak, metal, mineral dan zat kimia. Termast

didalamnya jasa pengujian dan analisa yang
berhubungan dengan mikrobiologi, biokimiawi
bakteriologi, dan sebagainya.

SP306 [ Jasa Pengujian dan | Jasa pengujian dan analisa parameter fisikal
Analisa Parameter seperti kekuatan, keringkihan, konduktivitas
fisikal elektriksitas dan radioaktivitas dari material

seperti metal, plastik, tekstil, kayu,kaca, beton
dan material lainnya. Termasuk didalamnya
pengujian daya tarik, kekerasampact
resistanceketahanaratique serta efek
temperatur tinggi.

SP307 | Jasa Pengujian dan | Jasa Pengujian dan analisa dari karakteristik
Analisa Sistem permesinan lengkap, motor,

Mekanikal dan mobil, peralatan dan penerapan, peralatan
Elektrikal komunikasi, dan peralatan lainnya yang
berhubungan dengan mekanikal dan elektrikal

SP308 | Jasa Inspeksi Teknikal Jasa Pengujian dan Analisa dari teknikal yang

tidak mempengaruhi objek yang dilakukan
pengujian, Termasuk didalamnya radiografi,
magnetic, dan pengujian ultrasonic dari
komponen mesin dan struktur yang dilakukan
untuk mengidentifikasi cacat produk. Penguijial
ini dilakukan langsung di lapangan.
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NO KLASIFIKASI KODE | SUB-KLASIFIKASI LINGKUP PEKERJAAN KETERANGAN
8. Konsultansi KL401 | Jasa Konsultansi Jasa konsultansi yang mencakup kegiatan
Lainnya Lingkungan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan

permukiman, serta nasihat pengelolaan
persampahan.

KL402

Jasa Konsultansi
Estimasi Nilai Lahan
dan Bangunan

Jasa konsultansi yang dengan metode tertent
melakukan estimasi terhadap nilai dari suatu
lahan dan/atau bangunan (baik bangunan ged
maupun bangunan sipil). Termasuk didalamny
memberikan rekomendasi perencanaan
pembebasan lahan untuk proyek konstruksi.

KL403

Jasa Manajemen
Proyek Terkait
Konstruksi Bangunan

Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil
bangunan gedung antara bangunan hunian, d
bangunan bukan hubian seperti bangunan
industri, pertanian dan komersial, dimana
tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaig
proyek atas nama pengguna jasa (klien),
termasuk didalamnya pengorganisasian
pembiayaan dan desain, undangan tender, da
pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fun
kontrol.

KL404

Jasa Manajemen
Proyek Terkait
Konstruksi Pekerjaan
Teknik Sipil
Transportasi

Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil
transportasi antara lain jalan bebas hambatan
jalan raya, jalan, jalan kereta api, landasan pal
pesawat, jembatan, jalan layang, terowongan
jalan bawah tanah, dimana tanggungjawab ata
keberhasilan penyelesaian proyek atas hama
pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya
pengorganisasian pembiayaan dan desain,
undangan tender, dan pelaksanaan manajeme
termasuk fungsi-fungsi kontrol.

KL405

Jasa Manajemen
Proyek Terkait
Konstruksi Pekerjaan
Teknik Sipil Keairan

Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil
keairan antara lain pelabuhan,

saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan
lainnya dimana tanggungjawab atas keberhas
penyelesaian proyek atas nama pengguna jas
(klien), termasuk didalamnya pengorganisasia
pembiayaan dan desain, undangan tender, da
pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fun
kontrol.

KL406

Jasa Manajemen
Proyek Terkait
Konstruksi Pekerjaan
Teknik Sipil Lainnya

Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sipil
lainnya antara lain pemipaan, kabel komunika
dan listrik, jarak jauh, pemipaan lokal dan kab
dan pekerjaan yang terkait olahraga outdoor d
fasilitas rekreasi dimana tanggungjawab atas
keberhasilan penyelesaian proyek atas hama
pengguna jasa (klien), termasuk didalamnya
pengorganisasian pembiayaan dan desain,
undangan tender, dan pelaksanaan manajemse
termasuk fungsi-fungsi kontrol.
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NO KLASIFIKASI KODE | SUB-KLASIFIKASI LINGKUP PEKERJAAN KETERANGAN

KL407 | Jasa Manajemen Jasa konstruksi menyeluruh di bidang konstru
Proyek Terkait industri dan proses antara lain pertambangan,
Konstruksi Pekerjaan | konstruksi pembangkit tenaga listrik, kimia dau
konstruksi proses fasilitas terkait, konstruksi untuk manufaktur,
dan fasilitas industrial | dan otomasi proses industri dimana

tanggungjawab atas keberhasilan penyelesaid
proyek atas nama pengguna jasa (klien),
termasuk di dalamnya pengorganisasian
pembiayaan dan desain, undangan tender, da
pelaksanaan manajemen termasuk fungsi-fun
kontrol.

KL408 | Jasa Manajemen Jasa konstruksi menyeluruh di bidang sistem
Proyek Terkait kontrol lalu lintas antara lain sistem kontrol lall
Konstruksi Pekerjaan | lintas untuk transportasi darat, udara dan laut
Sistem Kendali Lalu | dimana tanggungjawab atas keberhasilan
Lintas penyelesaian proyek atas nama pengguna jas

(klien), termasuk didalamnya pengorganisasia
pembiayaan dan desain, undangan tender, da
pelaksanaan manajemen
termasuk fungsi-fungsi kontrol.

KL409 | Jasa Rekayasa Jasa enjiniring terpadu untuk pembangunan

(Engineering) Terpady

proyek-proyek konstruksi dengan

layanan yang diberikan secara terpadu melipu
perencanaan dan studi preestasi;

2. pembuatan desain awal dan desain final;

3. pembuatan estimasi biaya dan jadwal
pelaksanaan proyek;

4. pelaksanaan inspeksi dan penerimaan
pekerjaaan sesuai kontrak ; dan

5. pelayanan teknis, seperti pemilihan dan
pelatihan personil dan penyediaan operasi
serta pemeliharaan manual beserta jasa-jg
teknik lain yang diberikan kepada klien.

Layanan enjiniring terpadu dapat diberikan

untuk seluruh pekerjaan berikut:

1. Jalan bebas hambatdrighways$, jalan raya
(streety, jalan foad9, jalan kereta api,
landas pacu pesawat;

2. Jembatan, jalan layang, terowongan dan
jalan bawah tanah;

3. Pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi
dan pekerjaan air lainnya;

4. Pemipaan, kabel komunikasi dan jalur teng
(power line jarak jauh;

5. Pemipaan lokal dan kabel dan pekerjaan
yang terkait;

6. Fasilitas olah raga outdoor dan fasilitas
rekreasi;

7. Konstruksi bangunan hunian dan banguna
bukan hunian seperti bangunan industri,
komersial atau pertanian;

8. Industrial plantdan proses serta manufaktu

9. Konstruksi pembangkit tenagpdwer
plant); dan

10. 10. Bangunan modifikasi dari bangunan
diatas.
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Lampiran 2 Perlem Nomor 4 Tahun 2017

Tanggal 29 Agustus 2017
PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA RPHRENNRBENGAWAS KONSTRUKSI
NO |KUALIFIKA SuB PERSYARATAN KEMAMPUAN
KULIFIKAS
KEKAYAAN BERBIH PENGALAMAN Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Ahli Untuk PJK PJT PJBU [ KEMAMPUAN BATASAN| MAKSIMUM JUMLAH
Klasifikasi/Subklasifikasi MELAKSANAK NILAI SAT! KLASIFIKASI DAN
N PEKERJAA PEKERJAA SUBKLASIFIKASI
(1) ) ®) @) () (6) @) @) ©) (10) (1) (13)
1 |Orang P tidak tidak dipersyaratkan memiliki minimal SKA tingkat madya tidpkdyaratkan tidak dipersyaratkaiidak 0 sampai maksimumHA1 (satu) subklasifikasi
Perorangan dipersyaratkan dipersyaratkan|dengan Rp 25(Qp. 250 juta
juta
2 | UsahaKeci K1 paling sedikit Rp.[tidak dipersyaratkan memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli mfuntuk setiap klasifikasi tenaga ahli tetap |boleh 0 sampai maksimum |maksimum 6 (enam) s|
50 juta untuk setiap klasifikasi usaha (boleh merangkap [memiliki PJK dengan SKA A|bersertifikat SKA |merangkap PJldengan Rp 50qRp. 500juta |kualifikasi pda
sebagai PJK dan/atau PJT) Muda, boleh merangkap Ahli muda, boleh |dan PJK juta maksimum 3(tiga)
sebagai PJBU dan/atau PJT |dirangkap oleh PJH klasifikasi yang berbed
dan/atau PJK
3 K2 paling sedikit Rp.[memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikimemiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli m|untuk setiap klasifikasi tenaga ahli tetap |boleh 0 sampai maksimum |maksimum 18 (delapa
100 juta K1 selama 4 tahun terakhir dengan total nilai kumufuntuk setiap klasifikasi usaha (boleh merangkap |memiliki PJK dengan SKA Albersertifikat SKA |merangkap PJ1dengan Rp 75JRp. 750juta [belas) sub kualifikasi
pekerjaan Rp. 500 juta untuk setiap subklasifikasgysebagai PJK dan/atau PJT) Muda, boleh merangkap Ahli muda, boleh [dan PJK juta pda maksimum 6
dimiliki sebagai PJBU dan/atau PJT |dirangkap oleh PJH (enam) klasifikasi yand
dan/atau PJK berbeda
4 Usaha M1 paling sedikit Rp.|memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifik{memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli m{untuk setiap klasifikasi tenaga ahli tetap  [boleh 0 sampai maksimum |maksimum 20 (dua
Menengah 150 juta K2 selama 10 tahun terakhir dengan total nilai untuk setiap subklasifikasi usaha (boleh merangkamemiliki PJK dengan SKA Albersertifikat SKA |merangkap PJldengan Rp 1,5|Rp. 1.5 puluh) sub kualifikasi
kumulatif pekerjaan Rp. 750 juta untuk setiap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk subkualifikasi t§Madya, boleh merangkap  |Ahli madya, boleh |dan PJK Milyar Milyar pda maksimum 6
subklasifikasi yang dimiliki. Badan usaha baru ber¢dapat dirangkap oleh satu tenaga ahli tetap sebagai PJBU dan PJT dirangkap oleh PJH (enam) klasifikasi yand
(<3 tahun) tanpa pengalaman, nilai minimum (maksimum 2 subklasifikasi) dan/atau PJK berbeda
pengalaman diukur dengan pengalaman PJT/PJK
dengan nilai kumulatif pekerjaan Rp. 750 juta untul
5 M2 paling sedikit Rp.|memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifik{memiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli m{untuk setiap klasifikasi tenaga ahli tetap  [boleh 0 sampai maksimum |maksimum 20 (dua
300 juta M1 selama 10 tahun terakhir dengan total nilai untuk setiap subklasifikasi usaha (tidak boleh memiliki PJK dengan SKA Albersertifikat SKA |merangkap PJldengan Rp 2,5|Rp. 2.5 puluh) sub kualifikasi
kumulatif pekerjaan Rp. 1.5 Milyar untuk setiap merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk Madya, boleh merangkap  |Ahli madya, boleh |dan PJK Milyar Milyar pda maksimum 6
subklasifikasi yang dimiliki subkualifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu tenjsebagai PJBU dan PJT dirangkap oleh PJH (enam) klasifikasi yand
ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi) dan/atau PJK berbeda
6 |Usaha Besgr B |paling sedikit Rp.|memiliki pengalaman pekerjaan konsultan kualifikimemiliki satu tenaga ahli tetap dengan SKA ahli m{untuk setiap klasifikasi tenaga ahli tetap tak terhingga |tak tak terbatas
500 juta M2 selama 10 tahun terakhir dengan total nilai untuk setiap subklasifikasi usaha (tidak boleh memiliki PJK dengan SKA Albersertifikat SKA terhingga
kumulatif pekerjaan Rp. 2.5 Milyar untuk setiap merangkap sebagai PJK dan/atau PJT). Untuk paling rendah Madya, tidak |Ahli paling rendah
subklasifikasi yang dimiliki subkualifikasi terkait dapat dirangkap oleh satu tenjboleh merangkap sebagai  |Madya, tidak boleh
ahli tetap (maksimum 2 subklasifikasi) PJBUdan PJT merangkap sebagal
PJBU dan PJK
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Lampiran 3 Perlem Nomor 4 Tahun 2017

Tanggal 29 Agustus 2017
PERSYARATAN TENAGA AHLI TETAP
PERMOHONAN REGISTRASI SBU
NO SUBKLASIFIKASI USAHA KLASIFIKASI/ SUBKLASIFIKASI
1 | Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural Arsitektur
Sipil
Tata Lingkungan
2 | Jasa Desain Arsitektural Arsitektur
3 | Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan | Arsitektur
Gedung Sipil
Manajemen Pelaksanaan
4 | Jasa Desain Interior Arsitektur
5 | Jasa Arsitektur lainnya Arsitektur
6 | Subklasifikasi Jasa Nasehat dan Konsultansi Rekayg Arsitektur
Teknik Sipil
Mekanikal
Elektrikal
Tata Lingkungan
7 | Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Arsitektur
Pondasi serta Struktur Bangunan Sipi
g | Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil| Sipil
g | Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil| Sipil
Transportasi Tata Lingkungan
10 | Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal d Mekanikal
Elektrikal Dalam Bangunan Elektrikal
11 | Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial Prody Mekanikal
Elektrikal
12 | Jasa Nasehat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Kons{ Arsitektur
Sipil
Mekanikal
Elektrikal

Tata Lingkungan
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NO

SUBKLASIFIKASI USAHA

KLASIFIKASI/ SUBKLASIFIKASI

13

Jasa Desain Rekayasa Lainnya

Arsitektur

Sipil

Mekanikal
Elektrikal

Tata Lingkungan

14 | Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan Tata Lingkungan
15 | Jasa Perencanaan Wilayah Tata Lingkungan
16 | Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan Arsitektur
bangunan dan lansekap Sipil
Tata Lingkungan
17 | Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang Arsitektur
Sipil
Tata Lingkungan
18 | Jasa Pengawas Administrasi Kontrak Arsitektur
Sipil
Mekanikal
Elektrikal
Tata Lingkungan
Manajemen Pelaksanaan
19 | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Ge{ Arsitektur
Sipil
20 | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil | Sipil
Transportasi
21 | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Ail Sipil
2o | Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi | Mekanikal
Proses dan Fasilitas Industri Elektrikal

23

Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang

Tata Lingkungan
Sipil (Geografi)

24

Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika

Sipil (Geologi ,Geofisika)

25

Jasa Survey bawah Tanah

Sipil (Geodesi)

26

Jasa Survey Permukaan Tanah

Sipil (Geodesi)
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NO

SUBKLASIFIKASI USAHA

KLASIFIKASI/ SUBKLASIFIKASI

Jasa Pembuatan Peta

27 Sipil (Geodesi)
2g | Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi Sipil
dan Tingkat kemurnian Tata Lingkungan
29 | Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Sipil
fisikal Tata Lingkungan
30 | Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal
Mekanikal dan Elektrikal Elektrikal
31 | Jasa Inspeksi Teknikal Mekanikal
Elektrikal
32 | Jasa Konsultansi Lingkungan Tata Lingkungan
33 | Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan Arsitektur
Sipil
Tata Lingkungan
34 | Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjag Sipil

Teknik Sipil Transportasi

Tata Lingkungan
Manajemen Pelaksanaan

35

Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjag
Teknik Sipil Keairan

Sipil
Manajemen Pelaksanaan

36 | Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjag Manajemen Pelaksanaan
Teknik Sipil Lainnya Sipil
37 | JasaManajemen Proyek Terkait Mekanikal
Konstru_k_3| P_ekerjaa_ln konstruksi proses Elektrikal
dan fasilitas industrial
Manajenemen Pelaksanaan
3g | Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjag Elektrikal

Sistem Kendali Lalu Lintas

Manajenemen Pelaksanaan

39

jasa rekayasafgineering terpadu

Arsitektur

Sipil

Mekanikal

Elektrikal

Tata Lingkungan

Manajenemen Pelaksanaan
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Lampiran 4 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
29 Agustus 2017

BATASAN JUMLAH KLASIFIKASI/SUB KUALIFIKASI USAHAJA SA PERENCANA DAN PENGAWAS BERSIFAT UMUM

JUMLAH KLASIFIKASI

JUMLAH SUB KLASIFIKASI

BATAS KUALIFIKASI

KETERANGAN

Tanggal
SuUB
NO | KUALIFIK
ASI
1 p
2 K1
3 K2
4 M1
5 M2
6 B

Maksimum 3

Maksimum 6

Maksimum 6

Maksimum 6

semua klasifikasi

maksimum 6

maksimum 18

maksimum 20

maksimum 20

semua sub klasifikasi

tidak boleh memiliki
subkualifikasi K1 dan K2

tidak boleh memiliki
subkualifikasi K1 dan K2

tidak boleh memiliki
subkualifikasi K1 dan K2

Hanya untuk usaha orang perseorangan

tidak dipersyaratkan pengalaman

dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan
berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan pada
subkualifikasi K1 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki

dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan
berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan subkualifikasi K2
atau tanpa pengalaman PJT/PJK sebagaimana dalam lampiran 2

dalam 6 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan
berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan d pada
subkualifikasi M1 sebagaimana dalam lampiran 2
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Lampiran5 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal 29 Agustus 2017

IBERIAN NOMOR BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI AV
OLEH ASOSIASI

Pemberian nomor Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal oleh Asosiasi diatur sebagai berikut:

[1]2[3][5]6] [7][8]9]10[11]12]

Digit 1 s.d 3 (3 nomor : Nomor urut kode asosiasi

Digit5 s.d. 6 (2 nomo : Kode Propinsi berdasarkan penetapan LPJK (Tabel 2)
untuk LPJKN menggunakan kode 00

Digit 7 s.d 12 (6 nom : Nomor berita acara yang dikeluarkan asosiasi

catatan: nomor berita acara ditetapkan oleh Asosiasi
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Cheklist kelengkapan dokumen Badan Usaha Jasa Perencana dan Pengawas Konstruk:

Lampiran 6-1  Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal 29 Agustus 2017

P
o

DOKUMEN

ADA | TIDAK

KETERANGAN

Data Base Badan Usaha

Formulir Permohonan Sertifikasi (Kualifikasi Kemampuah)

Formulir Permohonan Sertifikasi (Data Badan Usaha)

Surat Permohonan_Sertifikat Badan Usaha

Surat Pernyataan Badan Usaha

Formulir Isian Data Administrasi BU

Data Pengurus Badan Usaha

Akte Pendirian dan/atau Perubahan Badan Usaha

[Co} [o ] EoNT (o2} [620 FoN) [FV0 [ SN | o)

Pengesahan akte dan/atau persetujuan perubahan akte

Data Penanggung Jawab Teknik, Penanggung Jawab

Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Direksi,

Data Keuangan

Neraca

Data Tenaga Kerja (PJT/PJK/Tenaga Ahli Tetap)

Data Tenaga Kerja (Ahli Terampil)

Data Tenaga Kerja Non Teknik

Surat Pernyataan sebagai Penanggung Jawab

Daftar Riwayat Hidup PJT,PJK,Tenaga Teknik, Tenaga

Data Pengalaman Badan Usaha

Data Peralatan Badan Usaha

SKA dari PJK/PJT/Tenaga Ahli Tetap

Sertifikat ISO 9001 - 2008

CV Pengurus, Tenaga Non Teknik

KTP PJBU,PJT,PJK, Pengurus, Tenaga Ahli Tetap

ljasah PJBU,PJT, PJK, Tenaga Ahli Tetap, Tenaga Teki

SPT PPH Badan 2 Tahun Terakhir

NPWP Badan Usaha

NPWP_PJBU, PJK, PJT, Tenaga Ahli Tetap

Copy Kontrak

Berita Acara PHO/FHO

Copy SBU*

Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi*

Unit Sertifikasi Bad

an Usah

Catatan :

Asessor

nama dan ttd

Asessor

nama dan ttd
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Cheklist Verifikasi dan Validasi dokumen Badan Usah

Lampiran 6-2  Perlem Nomor 4 Tahun 2017

Tanggal 29 Agustus 2017

a Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi

z
o

Dokumen

Kelengkapan Berkg Validasi

Ada

Ada Valid Valid

Keterangan

Data Base Badan Usaha

Formulir Permohonan Sertifikasi (Kualifikasi Kemampuan)

Formulir Permohonan Sertifikasi (Data Badan Usaha)

Surat Permohonan Sertifikat Badan Usaha

Surat Pernyataan Badan Usaha

Formulir Isian Data Administrasi BU

Data Pengurus Badan Usaha

Akte Pendirian dan/atau Perubahan Badan Usaha

Ol N[O | W|N| -

Pengesahan akte dan/atau persetujuan perubahan akte badan usaha

[y
o

Data Penanggung Jawab Teknik, Penanggung Jawab Klasifkagga Pdtid etap

=
[N

Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Direksi, PJT, RtgA @eknik

[y
N

Data Keuangan

=
w

Neraca

[y
N

Data Tenaga Kerja (PJT/PJK/Tenaga Ahii Tetap)

[y
o

Data Tenaga Kerja (Ahli Terampil)

16 |Data Tenaga Kerja Non Teknik

17 |Surat Pernyataan sebagai Penanggung Jawab Teknik/Penanggual]
18 |Daftar Riwayat Hidup PJT,PJK,Tenaga Teknik, Tenaga Ahli Tetap

19 |Data Pengalaman Badan Usaha

20 |Data Peralatan Badan Usaha

21 |SKA dari PIJK/PJT/Tenaga Ahli Tetap

22 |Sertifikat ISO 9001 - 2008

23 |CV Pengurus, Tenaga Non Teknik

24 |KTP PJBU,PJT,PJK, Pengurus, Tenaga Ahii Tetap

25 |ljasah PJBU,PJT, PJK, Tenaga Ahli Tetap, Tenaga Teknik, Non Teknik
26 |SPT PPH Badan 2 Tahun Terakhir

27 |NPWP Badan Usaha

28 |NPWP PJBU, PJK, PJT, Tenaga Ahli Tetap

29 |Copy Kontrak

30 [Berita Acara PHO/FHO

31 [Copy SBU*

32 | Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi*

Unit Sertifikasi Badan Usal

h

Catatan :

Asessor

namadan ttd

Asessor

namadan ttd
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Lampiran 6-3  Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal 29 Agustus 2017

BERITA ACARA

KELAYAKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI

LEMBAR EVALUASI ADMINISTRASI

1 Nama Badan Usaha
2 Alamat Badan Usaha
Jalan
Kabupaten/Kota
Propinsi
Website
E-mail

3 NPWP

4 Tahun Berdiri

5 Akta badan usaha
Tahun
Nomor
Nama Notaris
Alamat Notaris
Kabupaten/Kota

Akta Perubahan

Tahun
Nomor
Nama Notaris
Alamat Notaris
Kabupaten / Kota

6 Pengesahan
Menteri kehakiman dan HAM
Pengadilan negeri
Lembaran Negara

7 Status badan usaha

8 Jika PMA/PMDN
Nomor SPT

Kodepos
Telpon
Fax

Akta Perubahan
Tahun
Nomor
Nama Notaris
Alamat Notaris
Kabupaten/Kota
Akta Perubahan
Tahun
Nomor
Nama Notaris
Alamat Notaris
Kabupaten/Kota

tanggal
tanggal
tanggal
Nasional / PMA / PMDN

Unit Sertifikasi Badan Usah

Catatan :

Asessor

nama dan ttd

Asessor

nama dan ttd

Catatan: Dicetak oleh USBU berdasarkan data yang diunduh dari SIKI-LPJK Nasional
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Lampiran 6-4

Tangga

Perlem Nomor 4 Tahun 2017

29 Agustus 2017

LEMBAR EVALUASI PENGURUS

DATA PENGURUS BADAN USAHA

1

1. Komisaris (BU berbentuk PT)
NO NAMA ALAMAT / KOTA TGL LAHIR NO NPWP NO KTP REKOMENDASI
3
2. Direksi / Pimpinan / Penanggung jawab
NO NAMA **) ALAMAT / KOTA TGL LAHIR NO NPWP NO KTP REKOMENDASI
1
2
3
Cek dengan kemungkinan duplikasi dengan badan usaha lain
Cek surat pernyataan bukan sebagai pegawai negeri
Cek riwayat pengalaman
Unit Sertifikasi Badan Usah
Catatan :
Asessor Asessor

nama dan ttd

nama dan ttd
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Lampiran 6-5 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017

LEMBAR EVALUASI PENGALAMAN

KLASIFIKASI

SUB KLASIFIKASI : KODE :
No BA serah Terima Tgl Pelaksanaan

No| Tahun Nama Paket Pekerjaan No Kontrak Bila tidak ada lihat Pekerjaan Nilai Kontrak Present Value Rekomendasi
PPN atau TTd Pinpro Mulai Selesai Nilai Kontrak
atau SPT/PPH Badan

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9

Total = Rp
Unit Sertifikasi Badan Usah
Catatan :
Asessor Asessor
T ) PP )
nama dan ttd nama dan ttd
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Perlem Nomor 4 Tahun 2017
29 Agustus 2017

Lampiran 6-6
Tanggal

LEMBAR EVALUASI KEUANGAN

Susunan pemiikan saham

No. Nama Pemilik saham Alamat Saham Presen Modal (Rp) Presen
dan No KTP * Jumlah I Nilai Rp Total Rp| tasi (%) Dasar Disetor tasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH 100%

SPT PPH Badan 2 tahun terakhir

dZv YYY Wu CEVIAI] vVv% ilWZ%XYYYY

dZv YYY Wu CEVIAI] V% ilWZ%X YYYY
<I ¢ v €]z v he Z dzv YXX Z %Séstal/ Yidék sesuai *)

Unit Sertifikasi Badan Usah
Catatan :
Asessor Asessor
[T ) I T
nama dan ttd nama dan ttd

*) coret yang tidak perlu
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Lampiran 6-7  Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

LEMBAR EVALUASI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA DAN KLASIFIKASI USAH A

1 Penanggung Jawab Badan Usaha
No NAMA Alamat / Kota No KTP
1
2 |Penanggung Jawab Teknik
SERTIFIKAT NO
No NAMA ALAMAT / KOTA KLASIFIKASI PEKERJAAN (KUALIFIKASI |\ ciEikasS) SUBKUALIFIKASI |NOREG 1IASAH
(SKA)
1
2
3 Penanggung Jawab Klasifikasi
SERTIFIKAT NO
No NAMA ALAMAT / KOTA KLASIFIKASI PEKERJAAN X
;(SUK’;L)'F'KAS' KLASIFIKASI SUBKUALIFIKASI |NOREG IJASAH
1
2
a Tenaga Ahli Tetap
SERTIFIKAT NO
No NAMA **) ALAMAT / KOTA KLASIFIKASI PEKERJAAN X
E(SUK’;L)'F'KAS' KLASIFIKASI SUBKUALIFIKASI |NOREG 1JASAH
1
2
5 Tenaga Teknik Ahli / Terampil
SERTIFIKAT NO
No NAMA **) ALAMAT / KOTA KLASIFIKASI PEKERJAAN [COALIFIKASI X
IJASAH
(SKAISKTK) KLASIFIKASI SUBKUALIFIKASI |NOREG
1
2

Bila tidak cukup gunakan tambahan formulir dan kelompokkan dalam klasifikasi

Unit Sertifikasi Badan Usah

Catatan :
Asessor Asessor

nama dan ttd nama dan ttd
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Lampiran 6-7

Tanggal

Perlem Nomor 4 Tahun 2017

29 Agustus 2017

RANGKUMAN LEMBAR EVALUASI

Berdasarkan data badan usaha yang disampaikan maka kami Asesor merekomendasikan bahwa badan usaha
ini dapat diberikan klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut :

No Hasil Evaluasi Kelayakan Badan Usaha Sub Kualifikasi
Klasifikasi/ Subklasifikasi | Hasil Evaluasi | Hasil Evaluasi Kelengkapan Ve”f'!(aS'.& Hasil Evaluasi | Hasil Evaluasi | Hasil Evaluasi | Permohonan Usulan Usulan
. . Validasi
Administrasi Pengurus Permohonan Pengalaman Keuangan SDM BU Asesor 1 Asesor 2
Dokumen BU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

6

7
Demikian Berita Acara pemeriksaan berkas sertifikasi ini dibuat.

Unit Sertifikasi Badan Usah
Catatan :
Asessor Asessor

namadan ttd

namadan ttd
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Lampiran 7 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

DATABASE USAHA JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

A. AKTE PENDIRIAN F. KEUANGAN
1 Nomor Akta Pendirian 1 Tahun SPT pertama
2 Nama Notaris Pembuat Akta 2 Tahun SPT kedua
3 Alamat Kantor Notaris 3 Nilai SPT tahun pertama
4  Tanggal Akta Pendirian 4 Nilai SPT tahun Kedua
5 Kode Kabupaten tempat notaris 5 Tahun pemasukan pertama
6 Nomor Pengesahan Menteri 6  Tahun pemasukan kedua
7 Tanggal Pengesahan Menteri 7  Tahun pemasukan ketiga
8 Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri 8 Tahun pemasukan keempat
9 Tanggal Pengesahan Pengadilan Negeri 9 Tahun pemasukan kelima
10 Nomor Pengesahan Lembar Negara 10 Pemasukan Tahun pertama
11 Tanggal Pengesahan Lembar Negara 11 Pemasukan Tahun Kedua
12 Pemasukan Tahun Ketiga
B. AKTE PERUBAHAN 13 Pemasukan Tahun Keempat
14 Pemasukan Tahun Kelima
1 Tanggal Akta Perubahan
2 Nomor Akta Perubahan G. PENGALAMAN PEKERJAAN
3 Nama Notaris Pembuat Akta
4  Alamat Kantor/Tempat Kerja Notaris 1  Tahun Proyek
5 Kode Kab/Kota tempat Akta dibuat 2 Nama Paket Pekerjaan
3 Kilasan tentang proyek
C. BADAN USAHA 4 Nomor Kontrak yang dilaksanakan
5 Nomor Kode Pekerjaan Kontruksi
1 Nomor Registrasi Badan Usaha (6 digit) 6 Nomor Berita Acara Serah Terima
2 Nama Badan Usaha 7  Tanggal Pekerjaan dimulai
3 Alamat domisili Badan Usaha 8 Tanggal Pekerjaan Selesai
4 Kode Pos Badan Usaha 9 Nilai kontrak pekerjaan
5 Nomor telepon Badan Usaha 10 Nilai kontrak pekerjaan dihitung tahun sekarang
6 Nomor fax badan usaha 11 Kode Sub Bidang Klasifikasi
7 Alamat Email Badan Usaha 12 Pengguna Jasa atau pemberi proyek
8 Alamat situs / website badan usaha 13 Kode Propinsi tempat proyek
9 Nomor Pokok Wajib Pajak
10 BentukBadan Usaha(Nasional, PMDN,PMA) H. PERALATAN

11 Jenis Badan Usaha (Perencana/pengawas)

12 Golongan Badan Usaha (Besar,Menengah,kecil)
13 Kekayaan bersih badan usaha

14 Kode Kab/Kota domisili badan usaha

1 Jenis atau nama peralatan
2 Jumlah peralatan
3 Kapasitas pakai peralatan
4  Merk peralatan
5 Nomor seri peralatan
D. PEMILIK SAHAM 6  Tahun pembuatan
7 Kondisi sekarang
8 Lokasi/ letak peralatan
9 Harga beli peralatan

1 Nama Pemilik saham

2 Jenis kepemilikan saham (perseorangan,badan usaha)
3 Nomor KTP pemilik saham

4  Alamat pemilik saham I. TENAKER

5 Kode Kab/Kota domisili pemilik

6 Nama Tenaga Kerja

7 Jabatan tenaga kerja (PIBU/PJT/PJK/Tenaga Ahli Tetap)
8 Bidang yang ditanganinya

9 Sub bidang yang ditanganinya

Jumlah lembar saham yang dimiliki 1
2
3
4
5 Alamat tenaga kerja
6
7
8

Nilai saham perlembarnya
Modal Dasar
Modal disetorkan

Kode Kab/Kota
Nomor KTP

E. PENGURUS

1 Nama Pengurus Pendidikan terakhir
2 Jabatan yang di pegang 9 Nomor lajazah
3 Alamat tempat tinggal pengurus 10 Tanggal Lahir
4 Kode Kab/Kota 11 Tempat Lahir
5 Nomor KTP 12 Agama
6 Pendidikan terakhir 13 Nomor Registrasi Tenaga Ahli untuk PJT, PJK,Tenaga Ahli Tetap
7  Nomor ljazah lulusan terakhir
8 Tanggal Lahir J. DRBU
9 Tempat Lahir
10 Agama 1 Kode Sub bidang Klasifikasi
2 Kode Asosiasi
3 Kemampuan Dasar
4 Kualifikasi
5 Tahun
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Lampiran 8 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK [ 1

Diisi oleh LPJK

FORMULIR PERMOHONAN
REGISTRASI SBU JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI

KUALIFIKASI KEMAMPUAN KOMPETENSI

SUBKUALIFIKASI: [ ] [ Jumum
[ ]sPESIALIS

| PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
DIGUNAKAN SELF ASSESMENT / PENILAIAN SENDIRI

KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA

] DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR

NAMA BADAN USAHA . UL L LLLLLL L L L L LKL
ASOSIASI . UL L LLLLLL L L L L LKL
PROPINSI . UL L LLLLLL L L L LL LKL

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)

- —

Formulir ini disiapkan oleh Asosiasi
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Lampiran 8-1  Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : YYYYYYYYXXU TiXX
Lampiran :
Kepada Yth
Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
di
YYYYYYYX
Perihal : Permohonan Registrasi Badan Usaha

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU)
sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :
No Klasifikasi Sub Klasifikasi| No Kode | SubKualifikasi Keterangan

Q| |W|IN|F-

dst

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :
Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.
Pemohon, *)
Wd1l s X YYYYYYYYYYX

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha
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Lampiran 8-2  Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017

KEPALA SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN
BADAN USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama W YYYYYYYYYYYXXYYYYYYYYYYYXX
Alamat W YYYYYYYYYYYXXYYYYYYYYYYYXX
YYYYYYYYYYYXXYYYYYYYYYYYXX
Telepon W YYYYYYYYYYYXXYYYYYYYYYYYXX
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Ibu Kandung W YYYYYYYYYYYXXYYYYYYYYYYYXX

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1 segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar;
2 kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundanga
3 apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami berse
4 bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima kete
5 bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

YYYYYYYXX TiXX
Wd Il s YYYYYYYYY

Materai Direktur Utama / Penanggung Jawab
sesual

ketentuan Badan Usaha

dan cap

badan usaha

Tanda tangan dan nama jelas
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Lampiran 8-3

Tanggal

| . DATA ADMINISTRASI

Perlem Nomor 4 Tahun 2017

29 Agustus 2017

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN REGISTRASI BADAN USAHA
JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI

No. Urut Pendaftaran PJK I | I Diisi oleh petugas LPJK
1R VHUL RS ASOSIASI I ‘L | I Diisi oleh petugas Asosiasi

A |[UMUM

1 |Nama Badan Usaha I Bentuk Badan Usaha : PT/CV/

2 |Alamat Badan Usaha

[ Kodepos |

3 |Kabupaten / Kota

4 |Propinsi

5 [Nomor Telepon , | Fax [
email situs
Nomor Hand Phone yang dapat dihubungi

B |LANDASAN HUKUM No.Akte Kota Tanggal

a. Akte Pendirian asli *)
b. Akte Perubahan Terakhir 1 *)
c. Akte Perubahan Terakhir 2 *)
d. Akte Perubahan Terakhir 3 *)
e. Akte Perubahan Terakhir 4 *)
2 |Pengesahan Badan Usaha oleh Instansi berwenang Nomor Tanggal
a. Pendaftaran akta di Pengadilan Negeri *)
b. Pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman*)
c. Pengumuman dalam Berita Acara Negara (untuk PT *)

3 |NPWP *) - - -

4 |Keanggotaan Asosiasi *) Nama Asosiasi Nomor Anggota
TIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYX
2|1YYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYX
BIYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYX

5 [Izin bagi Penanaman Modal *) Nomor Izin tetap YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYX
Tgl Pengeluaranizin® YYYYYYYYYYYYYYYYYYYX

6 |Masa laku SBU berakhir dPo YYXX po v YX d Zpv YY NO Registrasi SBU

Lampirkan rekaman St

]

*)

*¥) Bagi Badan Usaha cabang tidak perlu mengisi formulir ini cukup menggunakan sertifikat kantor pusat

Lampirkan bukti-bukti pendukung

109




Lampiran 8-4  Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal 29 Agustus 2017

FORMULIR DATA ISIAN TENAGA KERJA / SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komisaris (khusus Badan Usaha berbentuk PT)

No NAMA ALAMAT JABATAN NO KTP

B. Direksi / Pimpinan / Penanggung Jawab

No NAMA ALAMAT JABATAN NO KTP

C. Data Penanggung Jawab Teknik (PJT)

NoO | KLASIFIKASI | NAMA [ ALAMAT | NRKA®)

L] [ | |

D. Data Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)

No KLASIFIKASI NAMA ALAMAT NRKA*)

E. Data Tenaga Teknik Ahli Tetap

No SUB KLASIFIKASI NAMA ALAMAT NRKA*)
1 1
2 2
3 3
dst dst
Data Sumber Daya Manusia 1 [Pendidikan | S2-ted Site D3-tefk STNI _ Sinoftek D3ndntek Lah-lain |
2_[Jumiah [ | | | [ | |

lampirkan
SKA untuk PJT, PJK, dan tenaga Ahli Tetap
NPWP untuk PJBU
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Lampiran 8-5 Perlem Nomor 4 Tahun 20 17
Tanggal . 29 Agustus 2017

SURAT PERNYATAAN
Bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Perikatan Kerja

Yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama CLLRELL LR L LKL LK
Tempat dan tgl lahir CEULLLLLLLL CLLR LKL
Alamat R R A R R R R (R R R R R (R (RO IR
Jabatan dalam Badan Usaha R R R R R R R R RIS

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bukan / tidak menjabat sebagai pegawai negeri sipil dan benar bekerja

SHQXK ZDNWX VHEDJDL ««««««« SDGD %DGDQ 8VDKD
Nama R IR
Alamat EZZZIZZZZZZZEZZZZZZZ X XS

CUELELLUELEYLE LU LLLEL KL KK

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami sanggup dikenakan sanksi dan dituntut di pengadilan
apabila ada keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.. 20..

Yang menyatakan
>JBU/PJT/PJK/Tenaga Ahli Tetap *

R R R

Tanda tangan dan nama jelas

*  Diisi oleh Direksi / Penanggung Jawab Badan Usaha /Penanggung Jawab Teknis/Penanggung Jawab Klasifikasi/Tenaga Ahli Tetap
*  Khusus untuk Penanggung Jawab Teknik dan Klasifikasi wajib diketahui oleh Direktur Utama/ Penanggung Jawab Badan Usaha
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Lampiran 8-6  Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017
FORMULIR DATA KEUANGAN
NERACA BADAN USAHA
Per 31 DESEMBER Tahun "N"
(dalam ribuan rupiah)
AKTIVA PASIVA
NO. TAHUN "N" TAHUN "N-1" NO. TAHUN "N" TAHUN "N-1"
I AKTIVA LANCAR Rp .. Rp .. I. |KEWAJIBAN LANCAR
1 Kas dan Bank Rp ... Rp ... 1 Utang Usaha
2 Piutang Usaha Rp . Rp . 2 Utang Bank (Jangka Pendek)
3 Persediaan 3 Uang Muka Proyek
4 Piutang Pajak 4  Utang Pajak
5 Biaya dibayar dimuka 5 Biaya Yang Masih Harus Dibayar
6 Pekerjaan Dalam Proses 6 Utang Jangka Panjang Yang sudah Jatuh Tempo
TOTAL AKTIVA LANCAR (a) Rp .......... 7 Utang Lainnya
TOTAL KEWAJIBAN LANCAR (d)
Il. |[KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (e)
1. AKTIVA TETAP 1 Utang Bank (Jangka Panjang) Rp ... Rp ..o
1 Peralatan Proyek 2 Utang Lainnya Rp .ooeeeen Rp e
2 Inventaris
3 Peralatan Lainnya 1 |[MODAL
4 Komulasi Penyusutan 1 Modal Disetor Rp ...
TOTAL AKTIVA TETAP (b) Rp .......... 2 Selisih "Penilaian Kembali" Aktiva Tetap Rp
3 |Laba Ditahan

1. Aktiva lainnya (c) Rp oot Rp ..........

TOTAL AKTIVA Rp ..o Rp ..o TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL Rp ..ot Rp ..oeees

Total Kekayaan Bersih = Modal Disetor + Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetapitababa

Kekayaan bersih tahun N-1 :Rp
Kekayaan bersih tahun N :Rp

PT/CV.
Direktur Utama/Penanggung
Jawap Badan usaha

meterai
sesuai ketentuan

dan Cap
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas
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Lampiran 8-7  Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

FORMULIR DATA PENGALAMAN PEKERJAAN

KLASIFIKASI :
SUB KLASIFIKASI : KODE :
Tahun No / Tanggal Waktu Pelaksanaan
No Nama Paket Pekerjaan * Nama Proyek & alamat Kontrak dan NKPK **) Pekerjaan Nilai Kontrak ***)
Lokasi Propinsi Pengguna Jasa / Pemberi Tugal B.A/ Tgl Serah Terima Mulai Selespi Akhir dan Juml
Total Kontrak
1 2 3 4 5 6 7 8
Total = Rp
Catatan :

*) Lampirkan rekaman kontrak dan BA serah terima pekerjaan
serta PPN proyek tersebut
**) NKPK adalah nomer yang diberikan olek LPJK setelah melaporkan pekerjaannya
Bila belum punya harap dikosongkan
*=**) Untuk perhitungan evaluasi , Nilai Kontrak dapat dikonversi
Untuk PMA hanya pengalaman di Indonesia yang ditulis
Pengalaman yang ditullis cukup yang nilainya besar di sub klasifikasiny dalam 10 tahun terakhir

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

bagi Pekerjaan yang terdiri beberapa subklasifikasi, lampirkan Pernyataan Badan Usaha tentang Pembagian Porsi Pekerjaan (pecah kontrak)
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Lampiran 8-8 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

SURAT PERNYATAAN
Pembagian Pengalaman Pekerjaan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama CYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Tempat dan tgl lahir CYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Alamat CYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Jabatan dalam Badan Usaha : PJBU

Nama Badan Usaha YYYYYYYYYYYYYYYYYY

Dengan ini menyatakan sesungguhnya pembagian nilai pengalaman pekerjaan dari satu kontrak sebagai berikut:

Nama Proyek CYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Pemberi Tugas CYYYYYYYYYYYYYYYYYY
No Kontrak CYYYYYYY.YYYYYYYYYYY
Waktu Pelaksanaan CYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Nilai Kontrak CYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Pembagian dalam subklasifikasi :

No Subklasifikasi Nilai Pembagian Kontfak Penggunaan dalam
Permohonan SBLIJ

TOTAL

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami sanggup dikenakan sanksi dan ditunieédiigren
apabila ada keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

......................... 20..
Yang menyatakan
PJBU
Materai

(«ccccccs )

Tanda tangan dan nama jelas
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Lampiran9 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

FORMULIR PERMOHONAN
REGISTRASI TDUP USAHA ORANG PERSEORANGAN

PILIHAN KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI

KODE URAIAN
1 l:]YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYX

DIGUNAKAN SELF ASSESMENT / PENILAIAN SENDIRI
KEBENARAN DATA MENJADI TANGGUNG JAWAB ORANG PERSEOR ANGAN

NAMA ORANG PERSEORANGAN  «cccwcwae  ««
KABUPATEN/KOTA PRPPPP T ERT
PROPINSI CrrhRces

LembagaPengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)

L 1

Diisi oleh LPJK
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Lampiran 9-1  Perlem Nomor 4 Tahun 2017

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara leapkan terima kasih.

Pemohon,

Tanda tangan dan nama jelas

Tanggal : 29 Agustus 2017
Nomor : YYYYYYYYXXU T‘lX)|
Lampiran : :
1
Kepada Yth :
Manager Eksekutif LPJK Provinsi*) :
di 1
YYYYYYYX !
1
1
|
Perihal : Permohonan Registrasi Usaha Orang Perggara :
1
|
1
Dengan hormat, :
|
1
Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan TBadi@r Usaha Orang Perseorangan (TDUP) s :
usaha kami sebagai berikut : |
1
1
. . Subklasifikasi |
No | Sub Klasifikasi SKA :
1 1
2 I
1
3 1
4 |
s |
dst :
1
Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pkunaly yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK NasiomJl
|
1
1
1
|
1
1
|
|
1
1
|
1
1
1
|
1
I
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Lampiran 9-2  Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

SURAT PERNYATAAN
USAHA ORANG PERSEORANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama W YYYYYYYYYYYXXYYYYYYYYYYYXX
Alamat W YYYYYYYYYYYXXYYYYYYYYYYYXX
YYYYYYYYYYYXXYYYYYYYYYYYXX

NPWP W YYYYYYYYYYYXXYYYYYYYYYYYXX
NRKA W YYYYYYYYYYYXXYYYYYYYYYYYXX
Telepon W YYYYYYYYYYYXXYYYYYYYYYYYXX
Email W YYYYYYYYYYYXXYYYYYYYYYYYXX
Situs W YYYYYYYYYYYXXYYYYYYYYYYYXX

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1 segaladata dalam dokumen yang kami berikan adalahbena
2 kami akan mematuhi segala ketentuan LPJK serta peraturamgiangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sidrikamana kami
3 apabila di kemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokargang telah kami berikan tidak benar, maka kami beesdiienakan sanksi
4 bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkaifpagakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung javeati k

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

YYYYYYYXX TIXX
Pemohon

Tanda tangan dan nama jelas
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Lampiran 9-3  Perlem Nomor 4 Tahun 2017

Tanggal

Nomor
Lampiran

Kepada Yth
Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)

di

KLLKLKLLK

Perihal : Permohonan Registrasi Perpanjangan Usaha Orang Perseorangan

Dengan hormat,

29

Agustus 2017

UL LL LKL

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) sesuai usaha kami

sebagai berikut :

e Subklasifikasi
No | Sub Klasifikasi SKA
1
2
3
4
5
dst

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tanda tangan dan nama jelas
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Lampiran 10 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agust us 2017

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI SBU
JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI

PERUBAHAN :
Klasifikasi

Subklasifikasi

subkualifikasi

pengalaman

kekayaan bersih

tenaga kerja

lainnya

PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN  KUALIFIKASI BADAN USAHA !
! DIGUNAKAN SELF ASSESMENT / PENILAIAN SENDIRI !
i KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB B ADAN USAHA i
i DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA  TERDAFTAR 1

NAMA BADAN USAHA . R R R R R R R R R R R (R R KRR
ASOSIASI : >
PROP'NS' . R R R R R R R R R R R R R R R

LembagaPengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)
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Lampiran 10-1  Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017

KEPALA SURATBADAN USAHA

YYYYYYYYXXYYYYXXU Ti

Nomor
Lampiran
Kepada Yth
Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
di
YYYYYYYX
Perihal : Permohonan Perubahan

Dengan hormat,

VP v Jvl l u] u vP ipl v % Eu}Z}v v YYYYWYVYXOYYYMY] v <p o](]l ] ¢ cpvlpeeZ %]

SBU YANG SUDAH DIMILIKI SERVOHONAN PERUBARAN
K
Klasifikasi|  Sub Klasifikasko Kode  |SubKualifikagi o o°"

Klasifikasi Sub Klasifikasi No Kode | SubKualifikagi

AW IN|F-

dst

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pleunag yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasiona

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara éeapkan terima kasih.
Pemohon, *)
Wd1l s X YYYYYYYYYYX

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

Catatan: *) Pemohon harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Penanggung Jawab Badan Usaha

R
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Lampiran 11 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

KEPALA SURATBADAN USAHA

Nomor : YYYYYYYYXXU TiXX
Lampiran :
Kepada Yth
Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
di
YYYYYYYX
Perihal BHUPRKRQDQ 5HJLVWUDVL 7DKXQ NH «« 6%8

Dengan hormat,

'"HQJDQ LQL NDPL PHQJDMXNDQ SHMPRWRQRQ«WYHILYXOUDEHWDQ 6 HUWLILNDWP % UEBRJ

No Klasifikasi Sub Klasifikagi No Kode [SubKualifikagi Keterangan

QR]|W|IN|F

dst

Bersama ini kami lampirkan bukti pembayaran.

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara keapkan terima kasih.
Pemohon, *)
Wdl s X YYYYYYYYYYX

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha
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Lampiran 12  Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI SBU
PERPANJANGAN MASA BERLAKU
JASA PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI

I PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN  KUALIFIKASI BADAN USAHA I
! DIGUNAKAN SELF ASSESMENT / PENILAIAN SENDIRI !
! KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB B ADAN USAHA !
i DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA  TERDAFTAR i
| 1

NAMA BADAN USAHA . UL LLLLLLLL L LKL LKL
ASOSIASI . CEULLLLLLLLL L LKL LKL
PROPINSI . CEULLLLLLLLL L L LKL LKL

LembagaPengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)
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Lampiran 12-1 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017

KEPALA SURATBADAN USAHA |

Nomor : YYYYYYYYXXU TiXX
Lampiran :
Kepada Yth
Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi*)
di
YYYYYYYX
Perihal : Permohonan Registrasi Perpanjangan Masa Berlaku SBU

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut

SBU YANG SUDAH DIMILIKI PERMOHONAN PERPANJANGAN
NOl Kiasifikasi | Sub Klasifikasi Nokede |SubKualifikagi  Klasifikasi| ~ SUC | Nokode | ~Sub [Keterangan
Klasifikas Kualifikasi

1
2
3
4
5
dst

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen plunag yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nésiona
Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara keapkan terima kasih.

Pemohon, *)

WdIl s X YYYYYYYYYYX
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.

Tanda tangan dan nama jelas

Catatan: *) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama/Penanggung Jawab Badan Usaha
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Lampiran 13 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017

KOP SURAT ASOSIASI PERUSAHAAN
BERITA ACARA
VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN REGISTRASI SBU
NO BA: oo

3DGD KDUL LQL ««« WDQJJDO « EXODQ « WDKXQ ««««««
bawah ini :

Nama

Jabatan :

Alamat

Menjalankan jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
e« > diisi nama asosiasi ]
Berdasarkan Peraturan LPJK Nasional Nomar Tahun « tentang Registrasi Usaha
Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi dengan ini menyatakan keabsahan atas
kelengkapan permohonan Registrasi SBU:
Nama Perusahaan
Nama Pimpinan
Alamat
Kabupaten/Kota
Provinsi
Nomor Registrasi
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk
pelaksanaan registrasi SBU Badan Usaha tersebut.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal

UL KKK KKK

Nama

Jabatan
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Lampiran 14 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017
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Lampiran 15-1 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

KEPALA SURAT BADAN USAHA

«« WJO EXODQ WDKXQ
Nomor
Lampiran

Kepada Yth.
Direktur Eksekutif LPJKN/ManagerEVHNXWLI /3-.3 «««
di

KK KK
Perihal : Pemberitahuan Pindah Asosiasi

Dengan hormat,

Berdasarkan surat kami Nomor : ................ tanggal ............ perihal...................... yang
ditujukan kepada Ketua Umum asosiasi............. , dengan ini kami sampaikan kepada
Saudara, bahwa terhitung mulai tanggal ................. badan usaha kami telah mengundurkan
diri sebagai anggota dari asosiasi ......... dan menjadi anggota Asosiasi............ bukti

keanggotaan terlampir.
Selanjutnya pengajuan permohonan registrasi, akan kami ajukan melalui asosiasi
«exec««« VHVXDL NHWHQWXDQ \DQJ EHUODNX

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

( Tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan kepada :

1. Ketua Umum Asosiasi (baru)

2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi
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Lampiran 15-2 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal 29 Agustus 2017

KEPALA SURAT BADAN USAHA

«««« W JDlan, tahun

Nomor :
Lampiran

Kepada Yth.
Ketua Umum $VRVLDVL «««
di

KK KK

Perihal : Pengunduran diri sebagai anggota asosiasi

Dengan hormat,
'"HQJDQ LQL NDPL VDPSDLNDQ NHSDGD 6DXGDUD EDKZD \

EXODQ« W RuRiXr@nryatakiin :

X PHQJXQGXUNDQ GLUL VHEDJDL DQJJRWD DVRVLDVL«
X segala akibat pengunduran diri ini adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab

kami; dan
x dengan pengunduran ini kami tidak ada sangkut paut lagi dengan asosiasi

KKK

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan
terima kasih.

Hormat kami,

(Tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan Yth.
1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi
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Lampiran 15-3 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

KEPALA SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama PSR
Jabatan PTPPUUUPPPPPPTRPPRRP

Alamat e

Dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan :

1. Terhitung sejak tanggal......, bulan.......... , tahun....... , badan usaha kami telah
mengundurkan diri sebagai anggota asosiasi ........... ;
2. Terhitung sejak tanggal ..... , bulan ......... , tahun ....... , badan usaha kami telah pindah

dan menjadi anggota asosiasi ............... ;

3. Badan usaha kami telah melunasi seluruh kewajiban kami selaku anggota
asosiasi.............. ;dan

4. Apabila ternyata kami masih mempunyai kewajiban keuangan kepada asosiasi ........ ,
kami akan segera melunasi.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya atas kehendak sendiri dan
dengan penuh rasa tanggung jawab.

.............. , tanggal, bulan, tahun
Yang menyatakan,
PT/CV e
Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Materai
sesuai
ketentuan
dan cap
badan
usaha

Copy disampaikan kepada :

1. Ketua Umum Asosiasi

2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi

(Tanda tangan dan Nama jelas)
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Lampiran 16-1 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017

Surat Keabsahan Registrasi
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

KEPALA SURAT LPJK

SURAT KEABSAHAN REGISTRASI
1RPRU $NVHV «««
(berlaku sampai dengan tanggal ............. )

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Badan Usaha I ZZZZZZ I ZZZS
Alamat Badan Usaha R R R R
telah teregistragli LPJK dengan keterangan sebagai berikut :
Nomor Registrasi Badan Usaha « « « « « « « « « « « € & € «
Klasifikasi KR R R R LR R R
Kode Subklasifikasi LR R (R (R (R (R (R (R (IR (IR (R (IR QR ¢

KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI DIBUAT TABEL

Demikian surat keabsahan registrasi ini dibuat untuk klarifikasi terhadap SBU dan

tidak untuk digunakan sebagai pengganti SBU.
Dikeluarkan tanggal ........ccccccceviniiiiiiinnnnnnn. .

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional.

2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada http://www.Ipjk.net

konfirmasi_surat.php, dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan
informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.
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Lampiran 16-2 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

Surat Keterangan Tidak Dikenakan Sanksi
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

KEPALA SURAT LPJK

SURAT KETERANGAN TIDAK DIKENAKAN SANKSI
DAN ATAU MASUK DALAM DAFTAR HITAM LPJK
Nomor Akses « « «
(berlaku sampai dengan tanggal ............. )

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Badan Usaha QKL L LKL LKL L L
Alamat Badan Usaha XXX Z Z Z XXX ZZ
Kabupaten / Kota LS
KOdepOS P ZZZ X R R X
Telepon R R R R (R R (R (R L (L
Fax L Z R R A X
Propinsi R R R (R R (R (R L (L
Nomor Registrasi Badan Usaha XS
Pimpinan Badan Usaha R R IR R R R (R R R R R (R Y

sebagaimana disebut di atas tidak dalam status terkena sanksi dan masuk i dnimeohaf
LPJK.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanaymesti
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Date/time -.....ccceeeveveiieeeeeeeeee,
Catatan :
1. Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional

2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat feigbe//www.Ipjk.net /
konfirmasi_surat.php, dengan memasukkan nomor akses.igédwullan informasi lebih
lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat
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Lampiran 16-2 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal 29 Agustus 2017

Surat Keterangan Kebenaran Data Badan Usaha
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

KEPALA SURAT LPJK

SURAT KETERANGAN KEBENARAN DATA BADAN USAHA
1RPRU $NVHV «««
(berlaku sampai dengan tanggal ............. )

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama badan usaha KELLLLLLLL LKL KK

Alamat badan usaha UL LLLLLLL LKL LKL
Kabupaten / kota KLLLLLL LKL
Kode pos R R R R R R R (R QR QR R R (R
Telepon UL L LLLLLL LKL KLKL
Fax R R R R R R R R QR AR R R R R
Propinsi KL LLLLLLL LKL
Nomor Registrasi Badan Usaha XS
Nama pimpinan badan usaha XX

sebagaimana disebut di atas tercatat pada SIKI- LPJK Nasional mempunyai
kompetensi usaha, klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut :

Kekayaan bersih (R K EEE RS
Kemampuan keuangan (R X E R E RS
Kemampuan menangani paket «e«we«««« SDNpekérjaan
Klasifikasi LKL KL KK
Kualifikasi LR R R R R LR R LR LR K

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanaymesti
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Date/time -.......coooovviiiiiiiiieeeeeeee,
Catatan :
1. Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada http://www.Ipjk.net
konfirmasi_surat.php, dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi
lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.
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Lampiran 17 Perlem Nomor 4 Tahun 2017

Tanggal 29 Agustus 2017
BUKU REGISTRASI BADAN USAHA ( BRBU )
JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI
3(5,2"( ««wa B ' crrKaaEaLK
No. [ NAMA BADAN USAHA ALAMAT KABUPATEN/KOTA PROVINSI PJBU NRU KODE KLASIFIKASI SUBKUALIFIKASIf  ASOSIASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Lampiran 18 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017
BUKU REGISTRASI USAHA PERSEORANGAN ( BRUP)
JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI
3(5,2"( «««« B ' Q&KL KKK
No. NAMA ALAMAT KABUPATEN/KOTA PROVINSI NRU KODE SUBKLASIFIKASI
1 2 3 4 5 6 7 8
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Lampiran 19 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal

29 Agustus 2017

DAFTAR PEROLEHAN PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Nama Badan Usaha

Klasifikasi Usaha
Anggota Asosiasi

TTD &
Lokasi Nilai Nomor & Stempel Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
. . Tanggal (Diisi NKPK
No Nama Pekerjaar; Pekerjaan Pengguna | Kontrak Kontrak/SP | Pengguna Jas Dari LPIKN /

(sesuai kontrak)] Nomor Kode Jasa (Juta) K d t i Jangka | 19l LPIKP

(Kab/Kota) Rp padasaal | Y ku | Mulai Tgl Tgl/No | Tgl/No

penandatangar Selesai | PHO | FHO

an kontrak) (hk)

Keterangan :

1. Data tersebut dalam Daftar Perolehan Pekerjaan ini dapat di klarifikasii siélesll.PJK dengan alamat www.Ipjk.net

2. Dilarang melaminasi daftar perolehan pekerjaan ini.
3. Daftar Perolehan Pekerjaan ini berlampiran SBU dan TDUP yang manugkan yang tidak terpisahkan sebagai keabsahan sertifikat.

4. Apabila lembar ini tidak mencukupi, dapat ditambah dengemmmemperbanyak lembar ini.

5. Kebenaran data isian diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawaliJ8aban
6. Pengisian dengan diketik / huruf cetak.
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Lampiran 20 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
29 Agustus 2017

Tanggal

3URSLQVL
3HULRGH

% XO0DQ
7DQJJDO &HWDN

REKAPITULASI DAFTAR PEROLEHAN PEKERJAAN

LKL KK KK

ks« V G « «««

LKL K KK KK

Klasifikasi

Sub Klasifikasi

Jumlah badan usahg

Jumlah proyek

Jumlah paket

Nilai kontrak
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Lampiran 21-1 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : ««« WJO EXODQ
Lampiran:

Kepada Yth

Lembaga Pengembangan Jasa Konstr@KWdiR SLQ VL « «« « « «
Melalui :

BLPSLQDQ &DEDQJ $VRVLDVL ««««&««««««
-O LUK KK KKK KL

di +

UL KKK KK
Perihal : Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi

Dengan hormat,
Dengan ini kami laporkan bahwa :
Nama badan usaha
Alamat badan usaha
NRBU
telah memperoleh pekerjaan
Nama paket pekerjaan :
Nilai Pekerjaan 5SS «««««««
Sumber dana proyek :
Nomor SPK / Kontrak
Tanggal Kontrak
Jangka waktu pelaksanaan
Tanggal mulai pelaksanaan
Tanggal selesai pekerjaan

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
37 &9 ««&KKKKK

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

WDKXQ

Catatan :

1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat SBU dikelustdu melalui
Cabang Asosiasinya masing-masing pada tingkat Kabupaten/Kotakgemglian akan
meneruskannya kepada LPJK, selambat-lambatnya 30 (tiga )publath setelah

memperoleh pekerjaan (SPK atau kontrak)

2. Setelah surat ini diserahkan dan telah dilakukan klarifikasi, badan alsamanendapatkan

Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) untuk pekerjaan tersebut.

Lampiran 21-2 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017
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KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : ««« WJO
bulan, tahun
Lampiran

Kepada Yth

/HPEDJD 3HQJHPEDQJDQ -DVD .RQVWUXNVL 3URSLQVL «««««
Melaui :

BLPSLQDQ &DEDQJ $VRVLDVL ««««««««KK

N R T TZIZZZIZZTZZIZAX RS

di +

UK KK KK

Perihal : Laporan Penyelesaian Pekerjaan
Dengan hormat,
Dengan ini kami laporkan sebagai berikut :
Nama paket pekerjaan
Nama badan usaha
Alamat badan usaha
NRBU
Sumber dana proyek
Nilai kontrak awal
N KP K
Tanggal kontrak
Amandemen
(yang berisi perubahan nilai kontrak) . (jika ada, ditulis nilai
perubahan kontrak)
Tgl. mulai proyek dilaksanakan
Tgl. Berita Acara serah terima pertama pekerjaan

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT/CV.

LK KK KK

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha
Tembusan :
6DWNHU 3LPSUR ««««««««

Catatan :

1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat SBU dikeluankan ata
melalui Cabang Asosiasinya masing-masing pada tingkat Kabupaten/Kota, yang
kemudian akan meneruskannya kepada LPJK, selambat-lambatnya 80 (en
puluh) hari sejak serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa.
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Lampiran 21-3 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017

LAPORAN PEROLEHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SEBAGAI SUB KONTRAK

Nama badan usaha yang mendapat pekerjaan sub kontrak :
NRBU :

Paket pekerjaan induk : Pekerjaan yang diperoleh sebagai sub kontrak

a) Nama paket pekerjaan induk & Lokasi
b) Nama pekerjaan / no sub bidang / bag.sub bidang Nama badan usaha
No |c) Tgl mulai/ Tgl selesai NKPK pemegang kontrak induk NRBU Kode jenis pekerjaan a) Tgl mulai /
d) Nama Pengguna Jasa sub kontrak / kode sub |Nilai akhir sub kontrak b) Tgl selesai
e) Tgl Kontrak Pekerjaan bidang
f) Nomor Kontrak

1 2 3 4 5 6 7 8

D «««
€K KKK KKK E «««
KKK KKK LK K
KKK KKK KK
KKK KKK KK
RZZTZIZZXIXZXZS
BRI

_IOTmOQO

1 Form ini dapat digunakan bagi Laporan

Perolehan Pekerjaan dan juga Penyelesaian Dilaporkan oleh
Pekerjaan kepada LPJK / Asosiasi yang bersangkutan Nama badan usaha :
Tol

2 Setiap pekerjaan harus disertai bukti pendukung yang sah dari
pemegang kontrak induk Nama Direksi
Cap dan tanda tangan
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Lampiran 21-4 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal 29 Agustus 2017

LAPORAN AKHIR BAGI BADAN USAHA YANG MEMBERIKAN SUB KONTRAK KEPADA BADAN USAHA LAIN

KODE NILAI KONTRAK Periode Kontrak
NAMA NRBU SUB KLASIFIKASI NAMA X (Rp.1.000,00) Tanggal Tanggal
NO SUB KOTRAKTOR PEKERJAAN Mulai Selesai
1 2 3 4 5 6 7 8
Form ini harus disertakan untuk badan usaha yang memberikan pekerjaan Dilaporkan oleh
kepada pihak lain, disampaikan bersamaan dengan Laporan Penyelesaian Nama badan usaha
Pekerjaan kepada LPJK / Asosiasi yang bersangkutan Tgl

Nama Direksi
Cap dan tanda tangan
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Lampiran 21-5 Perlem Nomor 4 Tahun 2017

Tanggal : 29 Agustus 2017
KEPALA SURAT

Nomor : ««« WJO EXODQ
Lampiran
Kepada Yth
Lembaga Pengembangan Jasa Konstr@HIiR SLQ VL « « « « « «
- O LCERCER CER COR (R (AR CER (R (AR (AR CAR (AR COR CER CER (AR CER CER LR (4
di +

UKL KK KKK
Perihal : Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi

Dengan hormat,
Dengan ini kami laporkan bahwa :
Nama Orang Perseorangan
Alamat :
NRU
telah memperoleh pekerjaan
Nama paket pekerjaan
Nilai Pekerjaan 5S «««&«««
Sumber dana proyek :
Nomor SPK / Kontrak
Tanggal Kontrak
Jangka waktu pelaksanaan
Tanggal mulai pelaksanaan
Tanggal selesai pekerjaan

WDKXQ

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

LK KK KK

Catatan :

. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat TDUP dikeluarkan selarbhatyam
30 (tiga puluh) hari sejak serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa.
. Setelah surat ini diserahkan dan telah dilakukan klarifikasi, orang perseorakgarmendapatkan

Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) untuk pekerjaan tersebut.
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Lampiran 21-6 Perlem Nomor 4 Tahun 2017

Tanggal : 29 Agustus 2017
KEPALA SURAT
Nomor : ««« WJO EXODQ WDKXQ
Lampiran
Kepada Yth
/HPEDJD 3HQJHPEDQJDQ -DVD .RQVWUXNVL 3URSLQVL ««««&«&KLK G
- O ALK KKK KK KL
di +
LK K KKK
Perihal : Laporan Penyelesaian Pekerjaan

Dengan hormat,
Dengan ini kami laporkan sebagai berikut :
Nama paket pekerjaan
Nama Orang Perseorangan
Alamat
NRU
Sumber dana proyek
Nilai kontrak awal
NKPK
Tanggal kontrak
Amandemen
(yang berisi perubahan nilai kontrak) . (jika ada, ditulis nilai perubahan kontrak)
Tgl. mulai proyek dilaksanakan :
Tgl. Berita Acara serah terima pertama pekerjaan

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

LKL KK

Tembusan :
6DWNHU 3LPSUR ««««««««

Catatan :
1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat TDUP dikeluarkan selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa.
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Lampiran 21-7 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017

PEMBERIAN
NOMOR KODE PEKERJAAN KONSTRUKSI (NKPK)

Pemberian Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi kepada proyek konstruksi sejumlah 17 digit yang
diatur sebagai berikut :

(1] 2] 3] [4]]|5[6]|7[8]9]10][11]12][13]14[15]16] [17]

Penjelasan
1 digit 1 dan 2 = Kode propinsi ( lokasi pekerjaan )

2 digit 3 = Jenis Usaha Badan Usaha
0 = Jasa Pelaksanaan
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pengawasan
3 = Perorangan Pelaksana
4 = Perorangan Perencana dan Pengawas
5 = Jasa Konstruksi Terintegrasi

3 digit 4 =  Sumber pendanaan proyek
1 APBN
APBD
Loan melalui Pemerintah
BUMN
SWASTA

apbd wnN
I n

4 digit5-6 = Tahun awal pekerjaan dilaksanakan oleh
badan usaha

5 digit 7 - 10 = Nomor urut pekerjaan pada sistem informasi
LPJK Nasional per tahun Nomor tersebut dapat
diperoleh melalui SIKI-LPJK Nasional berdasarkan
propinsi lokasi proyek

6 digit 11 - 16 Kode sub klasifikasi

7 digit 17 Type Kontrak
1 Utama
2 Sub kontrak
3 Joint Operation/Kerjasama/Konsorsium
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Lampiran 22-1 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017

Bentuk Surat Peringatan Pertama
Untuk Kategori Pelanggaraan Ringan / Sedang

KEPALA SURAT LPJK

Nomor . KKK KKK KK KKK
Lampiran
Perihal : Peringatan | (pertama) Kategori Pelanggaraan Ringan / Sedang *

Kepada Yth
Direktur PT &9 « « « & &« « KKK K K
di

ALK KKK KL
Dengan hormat,

6HKXEXQJDQ GHQJDQ SHODQJJDUDQ DWDV 3HUDWXUDQ /3-. 1RPH
PT/CV ... yang Saudara pimpin, berupa :
LCERCER CER R GO (AR (R CR (R (R CER CAR (AR C R R (AR (R R R (AR (R CER (R CAR R (AR (R (R (R (O (AR (R (R (R (AR R (O (O (R (AR (R C QR CER (R (¢
LCER GO R CER GO (AR R (O (O (AR CAE GO COR AR COR (AR (R (4 LKL K K KK
dengan ini kami beritahukan bahwa PT/CV ........... dikenakan sanksi Peringatan | (pertama) Kategori
Pelanggaraan Ringan / Sedang*. Untuk itu kami minta Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk
memenuhi ECEECOE SR CAR GO (AR (AR CER (O (O CER O (AR CER G (AR SR CAR GO (AR CER SR (O SR CAR G (AR GO COR (AR COR CER CO (AR (R (S
KULLLLLLLLLLLELELLLLELLLLLLLLLLCLKKc«««« GDODP ZDNWX
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional/Provinsi R R RS

LK KK KKK

Tembusan kepada Yth :

1. 3BHPHULQWDK 'DHUDK .DE .RWDsah&)« GRPLVLOL %DGDQ 8
2. LPJK Nasional / Provinsi « « « « « « « «

3. Asosiasi tingkat pusat /Provinsk « « « « « « «

*) coret yang tidak perlu
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Lampiran 22-2 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017

Bentuk Surat Peringatan Kedua
Untuk Kategori Pelanggaraan Ringan / Sedang

KEPALA SURAT LPJK

Nomor : KKK KKK KK KKK
Lampiran
Kepada Yth
'LUHNWXU 37 &9 K KKK KKK LK
di
KKK KKK KL
Perihal : Peringatan 1l (kedua) Kategori Pelanggaraan Ringan / Sedang*

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan | (pertama) tanggal .......... dengaornom............. , kepada PT/CV ............. yang
Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) gaditggapkan PT / CV ............. belum memenuhi
apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan | (pertama) tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan | (pertamaj Ratagggaraan Ringan / Sedang*
tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor : ............. kepada PT..[.CV... dikenakan sanksi Peringatan Il (kedua)
Kategori Pelanggaraan Ringan / Sedang*. Untuk itu kami mengingatkan &aetidtu penanggung jawab badan usaha
untuk segera memenuhi :

LSRR CER GO COR (AR (AR (R (R SR CER (O CER (AR (AR (AR (AR SR COR (O (AR (AR COR (R (O (O (R R AR (R (O (R CER (O (¢

LCEE SR COR (AR (AR (AR CR (AR (O (O (R COR (AR (AR (AR (AR (AR (R (R (O (AR (AR GO (O (O (AR (AR (R (R <4

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalatikatunya surat peringatan ini.
Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikaReSumgatan Il (kedua) Kategori
Pelanggaraan Sedang ini, maka kepada PT/CV ................ akarkdikenaksi Kategori Pelanggaraan Berat serta

dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelanga®@d&mam puluh) hari**.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepanuhn

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional/Provinsi R R ERS

LKL K KK KKK

Tembusan kepada Yth :

1. 3HPHULQWDK 'DHUDK .DE .RWD ««« GRPLVLOL %DGDQ 8VDKD
2. /3-. 1DVLRQDO 3URYLQVL ««e««a«««

3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsk « « « « « « «

*) coret yang tidak perlu
**) alinea ini digunakan untuk Kategori Pelanggaraan Sedang
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Lampiran 22-3 Perlem Nomor 4 Tahun 20 17
Tanggal : 29 Agustus 2017

Bentuk Surat Peringatan Ketiga
Untuk Kategori Pelanggaraan Ringan

KEPALA SURAT LPJK

Nomor : € KKK KK KK KKK
Lampiran

Kepada Yth
'LUHNWXU 37 &9 « ««&KKKKK KKK K
di

LK KKK KL
Perihal: Peringatan Il (ketiga) Kategori Pelanggaraan Ringan

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan Il (kedua) Kategori Pelanggaraan Ringamltangg.. dengan nomor : ...................
kepada PT /CV .............. yang Saudara pimpin, ternyata sampai detganvaktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan PT
ICV . belum memenuhi juga apa yang diminta dalam isi Beriagatan Il (kedua) Kategori Pelanggaraan Ringan
tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Peringatan Il (kedua) Kategori Pelandgjaigen tersebut maka sesuai Peraturan
LPJK Nomor :......... , kepada PT / CV.............. dikenakanss&dtingatan 1l (ketiga) Kategori Pelanggaraan Ringan.
Untuk itu kami mengingatkan kembali Saudara selaku penanggung lfe@dahb usaha untuk segera memenuhi :

ECEECER COR (O (O COR (O GO (R G CR COR CER GO (O (AR (O (O G (R GO GO COR GO (O SR (O G (O G GO (R R (R C R (O (¢

L LA KLE KKK KK KL
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikaeinga surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikaReSumgatan Il (ketiga) Kategori
Pelanggaraan Ringan ini, maka kepada PT/CV ................. tdearaklan sanksi Kategori Pelanggaraan Sedang serta
dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelanga@étaya puluh) hari.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepanuhny
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional/Provinsi EZZZZ XS

LK KK KKK

Tembusan kepada Yth :
1. 3HPHULQWDK 'DHUDK .DE .RWD ««« GRPLVLOL %DGDQ 8VDKD
2. /3-. 1DVLRQDO 3URYLQVL «««««««««

3. Asosiasi tingkat pusat/Provinsk « « « « « « «
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Lampiran 22-4 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

Bentuk Surat Peringatan Untuk Kategori
Pelanggaraan Berat

KEPALA SURAT LPJK

Nomor . KKK KKK KK KKK

Lampiran

Kepada Yth

'_LUHNWXU 37 9 « A KK KKK

di e

Perihal : Peringatan Kategori Pelanggaraan Berat*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran yang dikategorikan sebagai Pelanggaraan Berat sesuai Peraturan LPJt
I1RPRU «««aw«« \DQJ GLODNXNDQ ROHK 37 &9 \DQJ 6D>

LCERCER CER COR G (O (R CAR (R (AR CER CAR (AR CER R (AR (AR CAR R (AR (R CER (AR (AR (R SR (R (AR R A (AR C R CR (R (AR CAR (AR CER (R (4
dengan ini kami beritahukan bahwa PT/CV ........... dikenakan Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori

Pelanggaraan Berat. Untuk itu kami minta Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk memenuhi
LCERCER CER COR (R SO CER CAR (R (O (R COR (AR CER KR (R (AR CR R (R (AR (R (R (R (R (AR (R (AR R I (AR CER R (AR CER (R (4

dalam waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan in

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan ini, maka kepada PT /
CV.....oooe akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional/Provinsi EZZZZZZZZS

LK KK KKK

Tembusan kepada Yth :

1. SBHPHULQWDK 'DHUDK .DE .RWDaka« GRPLVLOL %DGDQ 8V
2. /3-. 1DVLRQDO 3URYLOQVL«««««««««

3. Asosiasi tingkat pusat / provinsk « « « « « « «

*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaraan berat yang

terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaraan ringan, kemudian kategori
pelanggaraan sedang dan selanjutnya kategori pelanggaraan berat.
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Lampiran 23-1 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017

Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU

KEPALA SURAT LPJK

Nomor : KKK KKK KK KKK

Lampiran

Kepada Yth :

'"LUHNWXU 37 89 K& &&KKKKKKK

di e

Perihal : Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)*

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaraan Berat tanggal

.......... dengan

(g10] 11To] S , ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Saudara selaku
penanggung jawab badan usaha tidak juga memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan tersebut maka dengan ini kepada PT / CV
.................. dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan dengan demikian SBU

dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk Saudara ketahui.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional/Provinsi R R E RS

LK KK KKK

Tembusan kepada Yth :

1. SBHPHULQWDK 'DHUDK .DE .RWD «««««««
2. /13-. 1DVLRQDO B3URYLQVL«««««««««

3. Asosiasi tingkat pusat / provins « « « « « « «

*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaraan berat yang
terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaraan ringan, kemudian kategori
pelanggaraan sedang dan selanjutnya kategori pelanggaraan berat.
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Lampiran 23-2 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
Tanggal . 29 Agustus 2017

Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU

KEPALA SURAT LPJK

Nomor : K KKK KK KK KKK
Lampiran
Kepada Yth
'LUHNWXU 37 & 9 « K« KKKKK KKK
di
KKK KKK LKL
Perihal : Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelanggaraan Berat sesuai ketentuan Peraturan LPJK Nomor : ............. yhurufb/c/d/e/f
g** yang dilakukan oleh PT / CV .......... yang Saudara pimpin berupa :

LSO CER (O COR GO CER CR COR GO (O (R G GO GO GO (O GO COR R R GO (O GO GO G COR (O (O (O G G O GO (O (O GO GO COR GO (O (O (O (RO (¢

LKL KKK LK K KKK

dengan ini kepada PT / CV ........cc..cc.... dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU),

dan dengan demikian SBU atas nama PT / CV ....... dengan nomor registrasi ............ dinyatakan tidak

berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk dimaklumi.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional/Provinsi R R E RS

KKK K KKK K

Tembusan kepada Yth :

1. Instansi Pemerintah terkait

2. BHPHULQWDK 'DHUDK 3URSLQVL .DE .RWD «««««««
3. /3-. 1IDVLRQDO 3URYLQVL«««««««««

4. Asosiasi tingkat pusat / provin®i « « « « « « «

*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaraan berat secara

langsung.
**) coret yang tidak perlu
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Lampiran 24 Perlem Nomor 4 Tahun 2017
. 29 Agustus 2017

Tanggal

1. PROVINSI
2. NAMA ASOSIASI

1. Nama Badan Usaha

BERITA ACARA PDS

BADAN USAHA JASA PERENCANA / PENGAWAS KONSTRUKSI

2. Alamat Badan Usaha

Jalan

Kabupaten/Kota

Provinsi
E-mail
Website

w

NPWP
Tahun Berdiri

S

Tahun
Nomor

Akte Pendirian Badan Usaha

Nama Notaris
Alamat Notaris
Kabupaten/Kota

6. Akte Perubahan Bad

an Usaha

PDS ADMINISTRASI

HASIL VERIFIKASI & VALIDASI BERKAS PERMOHONAN

Keputusan / Pengesahan
No| Tahun | No. Akte Nama Notaris Alamat Notaris | No. KHK| Tgl KHK
2 taM | & ham | No-PN| TgIPN| No.LN| TgILN
7. Status Badan Usaha
8. Modal Dasar
Verifikasi & Validasi Pemeriksa Kelengkapan Unit Sertifikasi Badan Usaha
Database Verifikator & Validato Subdiv/subbag Registrasi B Catatan : Asesor 1| Asesor J

Kode Keamanan :
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PDS KEUANGAN

KEUANGAN BADAN USAHA :

- Saham Presentasi|
No. Nama Pemilik Saham dan No. KT Alamat Somiah Tor Nilai RP (Rib) Total Rp (Ribu) (%)
1 2 3 4 5 6 7
JUMLAH %
Modal Dasar : Rp (dalam ribuan)
Modal Disetor: Rp (dalam ribuan)
SPT PPH Badan 2 Tahun Terakhir
Thn Pembayaran Kewajiban Pajak Rp (dalam ribuan)
Thn Pembayaran Kewajiban Pajak Rp (dalam ribuan)
Omzet Badan Usaha Selama 5 (lima) Tahun Te
Tahun Rp (dalam ribuan)
Tahun Rp (dalam ribuan)
Tahun Rp (dalam ribuan)
Tahun Rp (dalam ribuan)
Tahun Rp (dalam ribuan)
Kekayaaan Bersih Badan Usaha Thn Rp (dalam ribuan)
Verifikasi & Validasi Pemeriksa Kelengkapan Unit Sertifikasi Badan Usaha
Database Verifikator & Validator Subdiv/subbag Registrasi BU Catatan : Asesor 1 | Asesor 2

Kode Keamanan :
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PDS PENGURUS

DATA PENGURUS BADAN USAHA :

KOMISARIS
No Nama Alamat/Kota Tanggal Lahir No. KTP
DIREKTUR
No Nama Alamat/Kota Tanggal Lahir No. KTP
Verifikasi & Validasi Pemeriksa Kelengkapan Unit Sertifikasi Badan Usaha
Database Verifikator & Validator Subdiv/subbag Registrasi B Catatan : Asesor 1 | Asesor 2

Kode Keamanan :
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TENAGA KERJA BADAN USAHA :

PDS PERSONALIA

Kode Sub NRTA / Sub Posisi Jenis
No. Nama Alamat No. KTP klasifikasi NRKT Kualifikasi PJIBU PIT PIK TA Tetap TA T
TK TK
Verifikasi & Validasi Pemeriksa Kelengkapan Unit Sertifikasi Badan Usaha
Database Verifikator & Validator Subdiv/subbag Registrasi BU Catatan : Asesor 1 | Asesor 2|

Kode Keamanan :
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PDS PENGALAMAN
NAMA BADAN USAHA :

KLASIFIKASI :

Sub Klasifikasi :

No BA Serah Terima (bila tida]

Tgl Pelaksanaan Pekerjaan

Nilai Kontrak

Nilai Kontrak

No Tahun Nama Proyek No. Kontrak ada lihat PPN / ttd Pimpro / Mulai Selesai (Ribu) (Ribu) Tahun
SPT/PPH Badan) Sekarang
KLASIFIKASI :
Sub Klasifikasi :
No BA Serah Terima (bila tida| Tgl Pelaksanaan Pekerjaan Nilai Kontrak Nilai Kontrak
No Tahun Nama Proyek No. Kontrak ada lihat PPN / ttd Pimpro / Mulai Selesai (Ribu) (Ribu) Tahun
SPT/PPH Badan) Sekarang
Verifikasi & Validasi Pemeriksa Kelengkapan Unit Sertifikasi Badan Usaha
Database Verifikator & Validator Subdiv/subbag Registrasi B{ Catatan : Asesor 1 Asesor 2

Kode Keamanan :
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PDS PERMOHONAN SUBKLASIFIKASI-SUBKUALIFIKASI

ASOSIASI : Tanggal Permohonan :
KLASIFIKASI :
No Subklasifikasi Kode SubKualifikasi Jenis Permohonan
KLASIFIKASI :
No Subklasifikasi Kode SubKualifikasi Jenis Permohonan|
Verifikasi & Validasi Pemeriksa Kelengkapan Unit Sertifikasi Badan Usaha
Database Verifikator & Validatd

Subdiv/subbag Registrasi BY

Catatan :

Asesor 1

Asesor 2

Kode Keamanan :
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TANDA TERIMA UPLOAD
DATA PERMOHONAN REGISTRASI DAN SERTIFIKAS
BADAN USAHA JASA PERENCANA / PENGAWAS

1 Provinsi
2 Nama Asosiasi

Telah kami upload database badan usaha permohonan registrasi dan sertifikasi ke server
SIKI LPJK Nasional sebagai berikut :

1 Nama Badan Usaha

2 Alamat Badan Usaha
Jalan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Website
E-email

3 NPWP

4 Tanggal Permohonan

5 Pada
Jam
Tanggal
Username

Petugas Uplad di Asosiasi Penerima Berkas di LPJK Stempel Tanda Terima

Database

Stempel dan jam berisi tanggd

o K
~YYYYYYYYY YYYYYYYYYYY diterima berkas

nama dan ttd nama dan ttd

Catatan :

Cetakan tanda terima ini harus sesuai dengan jam dan tanggal pada upload terakhir database
badan usaha di server SIKI LPJK Nasional diatas, jika jam dan tanggal tidak sesuai upload terakhir
database badan usaha diatas, maka petugas penerima berkas di LPJK dapat mengembalikan
berkas tersebut



